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Diterbitkan  oleh  CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
(CSIS)  sebagai  jurnal  berkala  unluk  menyajikan  tulisan-iulisan  tentang  berbagai  masa- 
lah  nasional  dan  internasional.  ANALISIS  adaiah  suatu  forum  teruiama  untuk  paia 
staf  peneliti  CSIS  sendiri.  Tetapi  sumbangan  lulisan  dari  luar  CSIS  akan  diF>ertimbang- 
kan  untuk  dimuat  sesuai  dengan  kebutuhan.  Isi  tulisan-iulisan  yang  dimuat  dalam 
ANALISIS  sepcnuhnya  menjadi  langgungjawab  pribadi  pcnulis  masing-raasing. 


Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo  baru:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  scbuah  piringan  cckung  berukiran 
bola  dunia  yang  melatarbelakangi  gambaran  orang  lanpa  bu&ana 
duduk  memangku  buku  terbuka  bcralaskan  kain  lampin.  Tangan 
kiri  menunjuk  ke  buku  dan  tangan  kanan  mcnunjuk  kc  aias  meng- 
gambarkan  orang  yang  sedang  mcnguraikan  pengetahuan  yang 
ditimba  dari  buku.  Ketelanjangan  gambar  orang  di  tengah  piringan  mdambangkan 
keterbukaan  budi  --  tiadanya  sikap  a  priori  --  pada  warga  CSIS,  sepcrti  pada  para  analis 
umumnya,  dalam  kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menunjukkan  kcgiaian  bclajar  dan 
mengajar  atau  menguraikan  pikiran,  sebagaimana  para  analis  CSIS  mclakukan  studi 
dan  menguraikan  pikiran  mereka  ktfpada  siapa  saja  yang  membutuhkannya.  Sedang- 
kan  bola  dunia  melambangkan  alam  jagad  raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup 
CSIS  berada  dan  berkarya.  Kalimat  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  yang  icnera  pada 
lingkaran  piringan  adaiah  surya  sengkala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  Jawa  un- 
tuk menandai  suatu  tahun  penting  menurut  peredaran  matahari  dan  sckaligus  mcnge- 
mukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai  itu.  Nalar 
menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1,  Ajar  berwatak  7,  Terusan  ber\*atak  9.  dan  Budi 
berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca  dalam  urutan  terbalik:  1971.  lahun 
CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan  hakikat 
kegiatan  CSIS.  CSIS  sebagai  lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh  kreativitas 
individu,  pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  inteiektual  yang  bukan  han\-a  mcng- 
analisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kcwajibaJj  sosiaiaya. 
Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adaiah  bahwa  bagi  CSIS,  bernalar.  bclajar  scna  meng- 
uraikan pikiran  adaiah  kelanjutan  wajar  dari  budi  yang  arif.  Logo  ini  dituangkan  da- 
lam wujud  piringan  perunggu  oleh  G.  Sidharta. 
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Pengantar  Redaksi 


MAJU  dan  tidaknya  pertumbuhan  ekonomi  suatu  masyarakat  --  dalam  hal  ini  pe- 
ngembangan  agribisnis  --  sangat  ditentukan  oleh  besar  kecilnya  dukungan  wira- 
usahawan.  Karena  itu,  menurut  Tri  Pranadji  berkembangnya  semangat  kewira- 
usahaan  di  suatu  masyarakat  akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  tersebui. 
Namun  harus  diakui  bahwa  perkembangan  kewirausahaan  itu  sendiri  baru  mungkin  terlak- 
sana  bila  didukung  oleh  ikiim  dan  infrastruktur  dunia  usaha  yang  kondusif.  Salah  satu  kom- 
ponen  dari  lingkungan  yang  sehat  tadi  adalah  pola  kemitraan  yang  benar,  di  mana  petani  se- 
cara  kolektif  merupakan  mitra  dan  pemilik  saham  agribisnis.  Mereka  juga  perlu  terlibat 
dalam  jaringan  tubuh  agribisnis  itu  sendiri  balk  dalam  kaitannya  dengan  pasar  lokal.  re- 
gional maupun  global.  Dengan  pola  kemitraan  seperti  itu  pencapaian  tujuan  keadilan  sosial 
akan  menjadi  lebih  terjamin. 

Dari  tahun  1985-1993  sebagai  akibat  dari  perkembangan  pesat  perekonomian  negara- 
negara  anggota  ME,  ekspor  non  migas  Indonesia  ke  negara-negara  tersebut  ikut  tumbuh 
dengan  pesatnya.  Hal  itu  menurut  Sjafrizal  bukan  hanya  karena  adanya  perluasan  pasar  se- 
bagai akibat  dari  penyatuan  Eropa,  tetapi  juga  karena  daya  saing  komoditi  ekspor  Indonesia 
memang  makin  menguat.  Oleh  karena  itu  dapat  dimengerti  bila  di  masa  mendatang  ekspor 
Indonesia  pun  akan  semakin  meningkat.  Ada  beberapa  alternatif  kebijakan  yang  kiranya 
dapat  diambil  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  mempertahankan  dan  meningkaikan  arus 
perdagangan  berbagai  komoditi  non  migas  tersebut,  seperti  pengembangan  tcknologi  pro 
duksi,  peningkatan  penetrasi  pasar,  pengembangan  fasilitas  transportasi  laui  sena  pengem- 
bangan kawasan  berikat  dan  kawasan  perdagangan  bebas. 

Kredit  macet  sudah  menjadi  suatu  masalah  serius  yang  membahayakan  pcrputaran  rcxia 
perekonomian  Indonesia.  Masalah  ini  menurut  Pandc  Radja  Silalahi  tidak  dapat  dilcpa.'^kan 
dari  "character"  para  pcngciola  maupun  dcbitur  bank  yang  (idak  scwajarnya.  Jadi.  bukan 
scmata-mata  karena  kctidakmampuan  bank  dalam  nicnilai  dcbitur  ataupun  calon  dcbi(ur> 
nya.  Dengan  dcmikian  untuk  mcngalnsi  masalah  tersebut  pcrlu  ditcgakkan  ciika  bisnis  dan 
transparansi  dalam  usaha  pcrbankan.  Jasa  pcnilai  dalam  hal  ini  amai  di|-K:rlukan.  Faktor  in»- 
lah  yang  fampaknya  bchim  bcrakar  dan  bahkaii  bclum  bcrkcmbang  dalam  dunia  perekono- 
mian kita. 


Isu  friksi  perdagangan  A.S-.Icpang  disoroli  oleh  lioh  H  nivaharfono  hahwa  iclah  dan 
Akan  terus  mendominasi  pcmbiiatan  kebijakan  Amcrika  mcngcnai  perdagangan  glohalnya. 


PENGANTAR  REDAKSI 


331 


Sekalipun  ada  tekanan  untuk  mengapresiasi  yen  terhadap  dolar,  bukannya  defisit  perda- 
gangan  AS-Jepang  menuran  melainkan  tetap  saja  meningkat;  sehingga  asumsi  menguatnya 
nilai  tukar  yen  akan  menyeimbangkan  perdagangan  tidaklah  benar.  Justru  Jepang  harus 
merelokasi  perusahaannya  ke  luar  negeri,  kalau  ingin  terus  mampu  bersaing  secara  global. 
Deregulasi  Mei  1995  membuka  peluang  menampung  relokasi  ini,  namun  kita  tak  boleh 
menutup  mata  adanya  upaya  negara  ASEAN  lain  dan  Cina  untuk  membuat  dirinya  lebih 
atraktif  bagi  relokasi  itu.  Kemauan  merelokasi  industri  atau  investasi  baru  tidak  hanya 
tergantung  pada  kesiapan  mitranya,  tetapi  juga  jaminan  efisiensi  dan  ketepatan  waktu  da- 
lam  pelayanan  BKPM  (Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal)  baik  di  tingkat  pusat  maupun 
di  tingkat  daerah. 

Kawasan  Timur  Indonesia  (KTI)  disoroti  Faisal  Siagian  bahwa  pertumbuhan  ekonomi- 
nya  tidak  secepat  Kawasan  Barat,  sehingga  dari  waktu  ke  waktu  KTI  makin  tertinggal.  Pe- 
nyebab  utamanya  adalah  investasi  yang  kurang  berarti  di  seluruh  KTI.  Tanpa  investasi, 
kualitas  hidup  rakyat  bukan  hanya  tidak  meningkat  bahkan  mungkin  merosot.  Berkembang- 
nya  investasi  akan  mempunyai  implikasi  luas,  multiplier  effect,  dan  sangat  mempengaruhi 
postur  pertumbuhan  KTI  dalam  PJPT  II.  Sudahlah  lama  gagasan  Go  East  muncul,  namun 
hanya- sedikit  porsi  perhatian  yang  diarahkan.  Maka,  pemerintah  pusat  dan  daerah  harus 
menciptakan  iklim  investasi  sehingga  investor  tidak  merasa  dipersulit,  sebaliknya  justru 
didukung  dengan  segala  fasihtas,  sarana,  prasarana  serta  partisipasi  masyarakat  secara  ter- 
buka. 

Sekarang  ini  Amerika  Serikat  menurut  Malik  Ruslan  masih  berada  pada  tahap  meraba- 
raba  dalam  upaya  memahami  secara  mendasar  persoalan-persoalan  yang  terjadi  di  Eropa 
dan  khususnya  Rusia.  AS  belum  cukup  memahami  substansi  kebijakan  luar  negeri  Rusia 
yang  hingga  kini  masih  bergelut  dengan  masalah  internalnya.  Rusia  dengan  bayangan  Uni 
Soviet- nya,  bagaimanapun  memiliki  komitmen  yang  kuat  untuk  menjadi  salah  satu 
kekuatan  utama  dunia.  Pada  pihak  lain  AS,  demi  mengamankan  kepentingannya  di  Eropa, 
merekayasa  skenario  bahwa  Rusia  adalah  bahaya  potensial  bagi  eksistensi  negara- negara  di 
Eropa.  Maka,  masa  depan  kawasan  Eropa,  khususnya  Eropa  Timur,  akan  menjadi  arena 
perebutan  kepentingan  antara  kekuatan  besar:  Eropa  Barat,  AS,  dan  Rusia;  sehingga  sulit 
melihat  bahwa  kawasan  Eropa  bisa  sepi  dari  perebutan. 
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Wirausaha,  Kemitraan  dan 
Pengembangan  Agribisnis 
Secara  Berkelanjutan 

Tri  Pranadji 


Pendahuluan 


MAKALAH  ini  mengetengahkan 
bahasan  tentang  peran  wirausaha 
dan  lembaga  kemitraan  dalam  pe- 
ngembangan agribisnis  secara  berkelanjut- 
an, yang  ditinjau  dari  perspektif  "transfor- 
masi  kuitural"  ke  arah  terwujudnya  masya- 
rakat  yang  adil  dan  hormat  lingkungan.  Wi- 
rausaha atau  entrepreneurship,  dalam  kon- 
teks  perkembangan  masyarakat,  dapat  di- 
pandang  sebagai  engine  of  economic  growth. 
Dengan  kata  lain  tanpa  spirit  wirausaha  dan 
pcran  wirausahawan,  akan  sulit  dibayang- 
kan  bahwa  bidang  agribisnis  akan  dapat  ber- 
kcmbang  ccpat  scirama  dengan  dinamika 
ckonomi  pasar  global  dan  regional. 

Pcnctrasi  ckonomi  uang  (pasar)  pada 
kegiafan  pcrtanian  umumnya  nkan  dircspon 
rclatif  ccpat  olch  golongnn  wirausahawan. 
dalam  hentuk  ia  akan  scmakin  gial  bcrusaha 
dan  mcngcksploilasi  sumbcr  daya  ckonomi 
pcrtanian  (lingkungan  alam  dan  masyara 
kat)  untuk  tujuan  komcrsial  (kcunlunpan 


uang).  Tanpa  berapriori  untuk  menyalahkan 
golongan  ini,  akibat  eksploitasi  yang  berle- 
bihan  terhadap  sumber  daya  alam  tadi  akan 
melahirkan  ancaman  terhadap  kelestarian 
sumber  daya  lingkungan  alam  yang  pada  gi- 
lirannya  hal  ini  akan  menimbulkan  "kema- 
cetan",  dan  perkembangan  agribisnis  iiu 
sendiri  akhirnya  tidak  bisa  berkelanjutan. 
Eksploitasi  sumber  daya  manusia  {unskilled 
labour,  mayoritas)  yang  berlebihan  akan  me- 
nimbulkan jurang  pemisah  (ketidakadilan) 
yalig  semakin  tajam  antara  "elite^pcmodal" 
dan  "massa-pekerja".  Sudah  barang  tcntu 
keadaan  ini  akan  menimbulkan  kctcgangarh 
kctegangan  sosial  yang  tinggi.  dan  pada  gi- 
lirannya  mudah  mcngarah  pada  icrjadinya 
"krisis  sosial"  yang  bcrkcp^mjangan.  Kri.sis 
sosial  ladi  .sangat  pofcn.sial  untuk  mcnimbuK 
kan  "kcmaccian"  bukan  .saja  pada  perkem- 
bangan agribisnis.  nannin  juga  kcsclunihan 
ilari  ckonomi  rakyal  di  pcvJcsaan. 

Pengembangan  agribisnis,  schagai  ca- 
bang  iisaha  ckonomi.  sangat  potcnsial  d»- 
inlcgrasikan  dengan  pclcstarian  sumbcr  daya 
lingkungan  (alam).  Jika  mutu  sumbcr  daya 
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alam  dapat  ditingkatkan  dengan  pengem- 
bangan  agribisnis,  misalnya  dengan  pengem- 
bangan  agribisnis  peternakan  rakyat  di  pede- 
saan  beragroekosistem  lahan  kering,  maka 
makna  tujuan  "hormat  lingkungan"  tadi 
dapat  dikatakan  telah  berhasil  dicapai.  Jika 
pengembangan  institusi  kemitraan  usaha 
dapat  dilakukan  dengan  tepat,  dalam  arti  in- 
terdependensi  antar  pelaku  agribisnis  tidak 
secara  ekstrem  asimetris,  maka  pengembang- 
an institusi  kemitraan  (terutama:  capital 
sharing)  yang  bersifat  mutually  beneficial 
(antara  "si  kecil"  dan  "sang  besar")  bukan 
saja  akan  menciptakan  iklim  yang  kondusif 
bagi  terwujudnya  "keadilan  sosial",  namun 
juga  akan  menguatkan  struktur  perkem- 
bangan  agribisnis  kita  dan  keberlanjutan- 
nya. 

Perspektif  "transformasi  kultural"  pen- 
ting  diketengahkan  mengingat,  pertama, 
bahwa  secara  teoritis  dan  fakta  perubahan 
masyarakat  pertanian  tidak  saja  dipengaruhi 
kuat  oleh  sebab-sebab  "budaya  material" 
(meminjam  istilah  Sorokin,  1964);  seperti: 
teknologi  dan  kapital;  namun  juga  dipenga- 
ruhi oleh  "budaya  non- material",  seperti: 
rekayasa  kelembagaan,  struktur  sosial,  dan 
sistem  nilai  (misalnya:  feodal/demokrasi). 
Kedua,  perubahan  masyarakat  pertanian 
tidak  akan  bebas  dari  pengaruh  perkem- 
bangan  peradaban/budaya  ekonomi  pasar 
(global)  yang  "disponsori"  oleh  negara-ne- 
gara  maju  (modern-industri),  beserta 
atribut-atribut  life  style- nya.  Ketiga,  secara 
konsepsional  kita  dapat  membuat  pembeda- 
an  antara  masyarakat  pertanian  yang  masih 
berciri  budaya  tradisional  (subsisten)  dan 
masyarakat  agribisnis  modern  (komersial); 
dengan  latar  ini  dapat  mempermudah  kita 
untuk  melakukan  peneropongan  ke  depan 
pada  terbentuknya  (ciri  ideal)  masyarakat 
agribisnis  yang  berkeadilan  dan  "hormat 
lingkungan". 


Agribisnis  yang  Hormat  Lingkungan 

Istilah  agribisnis,  yang  dipopulerkan  an- 
tara lain  oleh  Davis  dan  Goldberg  (1957),  se- 
cara harafiah  dapat  diartikan  sebagai  usaha 
atau  kegiatan  ekonomi  yang  berkaitan  de- 
ngan pertanian.  Mengutip  pendapat  Doweny 
dan  Erickson  (1987),  Sudaryanto  dan  Pasan- 
daran  (1993)  mengatakan  bahwa  agribisnis 
mencakup  secara  menyeluruh  aktivitas 
manajemen  dan  usaha  bisnis  (ekonomi) 
yang  melibatkan  perusahaan-perusahaan 
pemasok  input  pertanian,  penghasil  dan 
pengolah  produk  pertanian,  pengangkut- 
an,  jasa  keuangan  (modal),  penanganan 
(handle)  dan  pemasaran.  Dilihat  dari  basis 
sumber  dayanya,  antara  agribisnis  dan  bisnis 
non  pertanian  (misalnya  industri  tekstil)  ter- 
dapat  perbedaan  yang  kontras.  Agribisnis 
sangat  tergantung  dengan  faktor  ekosistem 
atau  lingkungan,  seperti:  lahan,  air  (kera- 
gaman)  sumber  daya  hayati,  dan  iklim;  se- 
dangkan  industri  tekstil  tidak  begitu  tergan- 
tung. Secara  ringkas  dapat  dikemukakan, 
bahwa  keberlanjutan  perkembangan  agribis- 
nis, dengan  demikian,  seharusnya  dapat  di- 
arahkan  agar  memiliki  kompatibilitas  yang 
tinggi  terhadap  lingkungan  alam  di  mana 
agribisnis  tadi  ditumbuhkan. 

Saat  ini  sumber  daya  manusia  Indonesia 
sebagian  besar  bermutu  relatif  rendah  (ma- 
yoritas  hanya  tamat  SD)  dan  masih  mengan- 
dalkan  nafkahnya  di  sektor  pertanian,  dan 
tampaknya  sebagian  besar  juga  masih  ku- 
rang  cocok  {skill  rendah)  untuk  "dipaksa" 
bisa  berkompetisi  secara  ketat  di  pasaran  te- 
naga  kerja  sektor  non  pertanian.  Sementara 
itu,  sumber  daya  agroekosistem  (lahan/laut, 
air,  iklim  dan  biodiversity)  kita  terutama  di 
luar  Jawa  (darat  dan  laut)  secara  potensial 
masih  sanggup  menopang  aktivitas  ekonomi 
masyarakatnya.  Pola  usaha  pertanian  yang 
bisa  dikembangkan  pada  sumber  daya  agro- 
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ekosistem  kita  pun  bisa  cukup  beragam,  dari 
yang  berpola  ekstensif  (sumber  daya  alam 
besar)  dan  intensif  (modal  tinggi  per  satuan 
sumber  daya  alam  dan  manusia).  Keuntung- 
an  ganda  yang  dapat  diperoleh,  antara  lain, 
periama,  bahwa  pengembangan  agribisnis 
didasarkan  pada  sumber  daya  alam  yang 
dapat  terbarukan  (renewable)  dan  secara 
kuantiias  tidak  akan  pernah  habis.  Kedua, 
kegiaian  agribisnis  dapat  dengan  mudah  di- 
integrasikan  dengan  proses  "daur  ulang" 
alam,  sehingga  mutu  interaksi  masyarakat 
agribisnis  dan  lingkungannya  (paling  tidak) 
tetap  dapat  dipertahankan.  Ketiga,  kegiatan 
agribisnis  sangat  fleksibel  diintegrasikan  de- 
ngan setiap  tahap  perkembangan  kelompok 
masyarakat  (pembangunan);  dalam  arti 
ekstrem  misalnya,  hampir  selalu  terbuka  pi- 
lihan  apakah  kegiatan  agribisnis  tadi  diarah- 
kan  untuk  ^dijadikan  sumber  pertumbuhan 
ekonomi  lokal  dan  pemenuhan  kecukupan 
subsistensi  saja,  ataukah  diarahkan  sebagai 
basis  pengembangan  ekonomi  nasional  kita. 
Juga  sangat  dimungkinkan  kombinasi  dari 
keduanya. 

Masuknya  peradaban  ekonomi  uang 
pada  masyarakat  pertanian  tradisional  pede- 
saan  membuka  kemungkinan  pemanfaatan 
atau  peningkatan  eksploitasi  sumber  daya 
alam  untuk  usaha  pertanian.  Peningkatan 
eksploitasi  tadi  ditandai  dengan  penggunaan 
tcknologi,  tcnaga  kcrja  dan  modal  yang  te- 
rus  mcningkat  dalam  usaha  pertanian.  Oleh 
Rambo(1982)  dikatakan  bahwa  peningkat- 
an penggunaan  tcknologi  dan  modal  tinggi 
pada  kawasan  yang  barn  dibuka,  scpcrti  di 
Kalimantan,  mcnunjukkan  indikasi  adanya 
pcngura.san  sumber  daya  alam.  Kasus  Iain 
yang  cukup  ckstrcm  yang  mcnpindikasikan 
kurangnya  ciri  "hormat  lingkungan'*  adnlnh 
pcmungutan  hasil  hufnn  olch  pcngusnha 
HPH  tanpa  pcngawasan  cfcklif.  yang  me- 


nyebabkan  lahan  bekas  hutan  sangat  terbu- 
ka terhadap  bahaya  erosi.  (Dalam  prakiek 
sehari-hari  "nilai  ekonomi  erosi"  belum  di- 
masukkan  dalam  kelembagaan  bisnis,  se- 
hingga jarang  dipedulikan").  Penanaman 
tanaman  semusim  bernilai  ekonomi  tinggi 
(misalnya:  sawi)  pada  tanah-tanah  berkemi- 
ringan  tinggi  oleh  petani-peiani  di  daiaran 
tinggi  adalah  contoh  kurangnya  wawasan 
"rasa  hormat"  terhadap  lingkungan  oleh 
golongan  masyarakat  pedesaan.  Hal  ini 
(kemungkinan)  akibat  tekanan  atau  kepen- 
tingan  ekonomi  yang  mendesak. 

Secara  ringkas  dapat  dikatakan  bahwa 
pengembangan  agribisnis  yang  hormat  ling- 
kungan merupakan  agribisnis,  yang  dari  segi 
perencanaan  usaha,  telah  memperhitungkan 
dukungan  kekuatan  alam  secara  berkelan- 
jutan.  Tingkat  eksploitasi  terhadap  sumber 
daya  alam  disesuaikan  dengan  daya  suksesi 
dan  resistensi  sumber  daya  alam  yang  ada, 
sehingga  produktivitas  sumber  daya  (teruta- 
ma  dalam  bentuk  energi  dan  biomasa,  ko- 
moditi  pertanian)  setempat  dari  waktu  ke 
waktu  tetaplah  stabil.  Alternatif  lain,  pengu- 
rasan  atau  pengrusakan  akibat  (eksploitasi) 
kegiatan  agribisnis  diupayakan  ditanggu- 
langi  dengan  penambahan  investasi  yang  di- 
khususkan  untuk  mengembalikan  mutu 
sumber  daya  alam  scpcrti  scmula  atau  (pa- 
ling tidak)  scpcrti  sebclum  diu.sahakan.  Al- 
ternatif yang  Icbih  baik  lagi.  mi.salnya  mc^ 
lalui  pengembangan  agribisnis  "hutan  ta- 
naman industri"  di  lahan  marjinal.  adalah 
yang  bcrdampak  posilif  terhadap  mutu  s»im- 
bcr  daya  alam  setempat.  Dengan  gambaran 
dcmikian.  sumber  daya  alam  hanislah  tidak 
dipandang  sebagai  faklor  yang  "gratis"  dan 
bebas  dari  campur  tangan  jvlaku-pclaku 
agribisnis.  Pcrlindungan  dan  pcngawasan 
hukum  (crhadap  sumber  daya  alam  untuk 
usaha  pertanian.  dengan  dcmikian.  mcnjadi 
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bagian  penting  dari  pengembangan  agri- 
bisnis  yang  berciri  hormat  terhadap  ling- 
kungan. 

Ekonomi  Pasar  dan  Transformasi 
Pertanian 

Masuknya  peradaban  ekonomi  pasar 
(uang)  dalam  masyarakat  pertanian  Indo- 
nesia tidak  lagi  dapat  dihindari,  dan  hampir 
dapat  dipastikan  bahwa  penetrasi  "ekono- 
mi-uang"  tadi  akan  semakin  meluas  dan  de- 
ngan  mudah  menembus  batas-batas  wilayah 
kekuasaan  politik  (political  boundaries).  In- 
donesia, di  mana  mayoritas  penduduknya 
masih  berada  di  sektor  pertanian  tradisional, 
tampaknya  hams  bisa  menerima  keadaan  itu 
sebagai  kenyataan.  Munculnya  blok-blok 
perdagangan,  setelah  Uruguay  Round  mene- 
tapkan  berlakunya  GATT  (General  Agree- 
ment on  Tariffs  and  Trade),  seperti:  EEC 
(European  Economic  Community),  dan 
akhir-akhir  ini  adalah  APEC  (Asia  Pacific 
Economic  Cooperation)  dan  "triangle 
growth":  semakin  memantapkan  "keharus- 
an"  bahwa  masyarakat  pertanian  Indonesia 
adalah  bagian  dari  institusi  ekonomi  pasar 
global.  Dalam  kaitan  ini,  transformasi  ma- 
syarakat pertanian  kita  mau  tidak  mau  bu- 
kan  saja  harus  diintegrasikan  dengan  peru- 
bahan-perubahan  pasar  yang  terjadi  di  ting- 
kat  global,  namun  juga  dengan  perubahan- 
perubahan  yang  terjadi  di  sektor  industri, 
jasa,  dan  perdagangan  di  tingkat  lokal  dan 
regional. 

Belajar  dari  sejarah  perkembangan  ma- 
syarakat Eropa  abad  17-19  (Polanyi,  1957), 
transformasi  dari  peradaban  pertanian  tradi- 
sional ke  industri,  akibat  "ekonomi  pasar", 
di  satu  sisi  berhasil  memacu  perkembangan 
ekonomi  yang  cepat,  namun  di  sisi  lain  telah 


menimbulkan  jurang  pemisah  (ketidakadil- 
an  sosial)  yang  tajam  antara  "elit-kaya" 
dan  "massa-miskin".  Jejak-jejak  ketidak- 
adilan  tadi  sedikit  banyak  masih  tampak  je- 
las  pada  munculnya  perbedaan  tingkat  ke- 
majuan  antar  dua  kelompok  negara;  negara 
maju  atau  modern  (berbasis  ekonomi:  indus- 
tri "raksasa"  dan  pertanian  modern)  dan  ne- 
gara sedang  berkembang  (berbasis  ekonomi: 
industri  "kecil"  dan  pertanian  tradisional). 
Akibat  adanya  perbedaan  tingkat  kemajuan 
di  antara  dua  masyarakat  tadi  menjadi  ter- 
buka  untuk  "disusupi"  hubungan  yang  di- 
sarati  dengan  muatan  eksploitasi,  baik  yang 
menyangkut  hubungan  (interdependensi)  an- 
tar kelompok  masyarakat  ("manusia") 
maupun  antara  manusia  dan  sumber  daya 
alam  (Hngkungan)  yang  menjadi  pendukung- 
nya  (Boockchin,  1982). 

Dalam  Pembukaan  UUD  1945,  keadilan 
sosial  ditempatkan  pada  tujuan  utama  dari 
penyelenggaraan  negara- bangsa.  Pencapai- 
an  tujuan  tadi  dilakukan  secara  bertahap 
melalui  pelaksanaan  pembangunan  secara  li- 
ma tahunan  (Pelita).  Pada  PJP-II  masalah 
keadilan  sosial  kembali  mencuat  mengingat 
dewasa  ini  di  satu  sisi  jumlah  golongan  ma- 
syarakat yang  miskin  relatif  masih  besar,  se- 
bagian  besar  di  sektor  pertanian  dan  pedesa- 
an,  di  sisi  lain  golongan  pengusaha  yang 
justru  berjumlah  relatif  kecil  (elit  ekonomO 
telah  menguasai  aktivitas  ekonomi  skala  be- 
sar melalui  konglomerasi  vertikal  dan  hori- 
sontal.  Konglomerasi  ini  juga  berlangsung  di 
sektor  pertanian,  misalnya:  pada  agribisnis 
perkebunan  (kelapa  sawit),  agribisnis  (per- 
ikanan)  udang  tambak,  dan  perunggasan. 
Itulah  sebabnya  mengapa  ekonomi  pasar, 
walaupun  sangat  kuat  pengaruhnya  terha- 
dap pertumbuhan  ekonomi,  tidak  dapat  di- 
andalkan  sebagai  faktor  tunggal  penggerak 
masyarakat  untuk  mencapai  keadilan  sosial. 
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Secara  umum  transformasi  masyarakat 
pertanian  dari  yang  berciri  budaya  tradisio- 
nal  (subsisten)  ke  modern  (komersial)  dapat 
ditunjukkan  seperti  pada  Gambar  1.  Dalam 
gambar  secara  eksplisit  tidak  ditunjukkan 
adanya  ciri  lingkat  keadilan  sosial  yang  ber- 
beda  sebagai  akibat  dari  tingkat  perkem- 
bangan  masyarakat  pertanian  yang  berbeda. 
Artinya,  munculnya  keadilan  sosial  tidak 
dapat  begitu  saja  dikatakan  sebagai  akibat 


langsung  dari  penetrasi  ekonomi  pasar  atau 
sebagai  akibat  dari  berkembangnya  budaya 
pertanian  dari  yang  berciri  tradisional  ke 
arah  agribisnis  modern.  Dengan  demikian, 
perwujudan  keadilan  sosial  haruslah  juga 
merupakan  bagian  dari  rekayasa  kelembaga- 
an  ekonomi  yang  dilakukan  secara  sadar 
oleh  perencana  dan  pelaksana  pembangun- 
an.  Rekayasa  tadi  terutama  lebih  diarahkan 
untuk  upaya  merangsang  tumbuhnya  parii- 


Gambar  1 


ARAH  TRANSFORMASI  DARI  BUDAYA  EKONOMI  PERTANIAN  TRADISIONAL 
KE  BUDAYA  EKONOMI  PASAR  (AGRIBISNIS  "MODERN")  DAN  FAKTOR  PENCIRINYA 
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sipasi  ekonomi  dari  golongan  masyarakat 
agribisnis  tingkat  bawah  di  pedesaan,  yang 
hingga  saat  ini  golongan  tadi  masih  "terce- 
cer"  di  belakang. 

Gambaran  budaya  masyarakat  agribisnis 
(modern)  antara  lain  dicirikan  oleh,  per- 
tama,  penggunaan  teknologi  mutakhir,  mo- 
dal tinggi,  manajemen  profesional.  Kedua, 
didukung  oleh  tenaga  kerja  berketrampilan 
relatif  tinggi,  energi  fosil  dan  nuklir,  bahan 
baku  kontinu  dan  berstandar  mutu  tinggi, 
lembaga  perkreditan  formal,  semangat  wira- 
usaha  yang  tinggi,  dan  sistem  politik  yang 
cukup  demokratik  dan  terbuka.  Ketiga,  di- 
warnai  pola  hubungan  sosial  yang  cenderung 
impersonal,  solidaritas  sosial  organik,  dan 
interdependensi  antar  pelaku  ekonomi  yang 
relatif  tidak  (asimetris)  ekstrem.  Keempat, 
tingkat  kompetisi  antar  pelaku  ekonomi  re- 
latif ketat  dan  tinggi,  serta  adanya  ketegang- 
an  sosial  yang  relatif  tinggi.  Pada  situasi  ini, 
perlindungan  usaha  melalui  proteksi  peme- 
rintah  mempakan  hal  yang  tidak  lazim 
(aneh)  dan  tidak  lagi  populer,  karena  dengan 
proteksi  tadi  justru  akan  mengorbankan  dan 
mengaburkan  tujuan  untuk  peningkatan  efi- 
siensi  pemanfaatan  sumber  daya  agribisnis 
yang  ada. 


Wirausaha  dan  Wawasan  Kebang- 
saan 

Menggabungkan  dua  tujuan  pengem- 
bangan  agribisnis,  yaitu  pertumbuhan  eko- 
nomi dan  keadilan  sosial,  adalah  analog  de- 
ngan menggabungkan  dua  sifat  (wirausaha 
dan  kebangsaan)  dalam  satu  tubuh  pelaku 
atau  struktur  ekonomi  masyarakat  Indone- 
sia. Dalam  kerangka  transformasi  sosial 
yang  direncanakan  (pembangunan),  penca- 


paian  keadilan  sosial  dinilai  lebih  utama  di- 
banding  pertumbuhan  ekonomi.  Hanya  sa- 
ja,  keadilan  yang  ingin  dicapai  haruslah  di- 
dasarkan  pada  landasan  perkembangan  eko- 
nomi yang  tumbuh  secara  mantap.  Dengan 
demikian,  makna  keadilan  sosial  bukanlah 
identik  dengan  "pemerataan  kemiskinan", 
melainkan  pencapaian  tujuan  pemerataan 
kesempatan  bagi  setiap  lapisan  masyarakat 
untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan 
ekonomi  (yang  terus  tumbuh)  ke  arah  terwu- 
judnya  peningkatan  kesejahteraan  masyara- 
kat lahir  dan  batin. 

Semangat  wirausaha  dan  pefan  wira- 
usahaan  penting  untuk  memacu  pertumbuh- 
an ekonomi,  termasuk  dalam  pengembang- 
an  agribisnis.  Ford  Young,  dikutip  Abeng 
(1991),  seorang  Executive  Chairman  Cable  & 
Wireless  (For/w/je,  August  26,  1991)  menya- 
takan:  "As  a  forests  are  made  trees,  so  you 
cannot  have  a  successful  economy  without 
entrepreneurs.  They  are  the  building  blocks 
of  any  economy  Maju  atau  tidaknya 
perkembangan  (usaha)  ekonomi  sangat  di- 
tentukan  oleh  besar  atau  kecilnya  dukungan 
wirausaha.  Hagen  (1962)  menjelaskan  bah- 
wa  bisa  saja  pada  dua  masyarakat  atau  ne- 
gara  mempunyai  sumber  daya  alam  dan  ka- 
pital  yang  sama  besar,  namun  tingkat  kema- 
juan  ekonomi  masing-masing  masyarakat 
tadi  bisa  jauh  berbeda.  Berkembangnya  se- 
mangat wirausaha  yang  lebih  baik  di  suatu 
masyarakat  akan  mendorong  perkembangan 
ekonomi  masyarakat  yang  bersangkutan  re- 
latif lebih  cepat.  Itulah  sebabnya,  mengapa 
masyarakat  Jepang  yang  relatif  miskin  sum- 
ber daya  alam  dan  modal,  dalam  tempo  rela- 
tif singkat  (kurang  dari  seabacO  bisa  menjadi 
bangsa  dan  negara  dengan  tingkat  kemajuan 
ekonominya  yang  mencengangkan. 

Walaupun  secara  alamiah,  semangat  wi- 
rausaha bisa  dibiarkan  berkembang  sendiri, 
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namun  semangat  ini  akan  jauh  lebih  bisa 
berkembang  jika  didukung  iklim  dan  infra- 
struktur  dunia  usaha  (agribisnis)  yang  kon- 
dusif.  Sebagai  gambaran,  pada  abad  18-19, 
semangat  wirausaha  pertanian  pada  masya- 
rakat  pribumi  (di  pesisir  utara)  Jawa  telah 
cukup  berkembang.  Hanya  saja,  karena  pe- 
merintah  (koloniaO  Hindia  Belanda  khawa- 
tir  akan  munculnya  kekuatan  ekonomi  pri- 
bumi yang  bisa  menyainginya,  semangat 
wirausaha  pribumi  tadi  secara  sengaja  "di- 
matikan",  yaitu  dengan  membatasi  ruang 
gerak  masyarakat  pribumi  agar  tidak  bisa 
akses  terhadap  ekonomi  pasar  (Geertz, 
1989).  Iklim  dan  infrastruktur  dunia  usaha 
justru  relatif  dilonggarkan  untuk  pedagang 
atau  pengusaha  keturunan  Tionghoa,  yang 
saat  itu  mungkin  dinilai  tidak  akan  mengun- 
dang  "bahaya"  bagi  pemerintah  kolonial. 
Barangkali  itulah  sebabnya,  mengapa  eko- 
nomi pertanian  pribumi  yang  berbasis  ko- 
moditi  perdagangan  bebas  tampak  "terlam- 
bat"  berkembang.  Sementara  itu,  dengan 
"strategi"  tadi  pemerintah  kolonial  bisa 
membangun  negerinya  (Belanda)  dari  sur- 
plus perdagangan  hasil  pertanian  yang  diusa- 
hakan  di  Indonesia. 

Mengapa  pemerintah  kolonial  Hindia 
Belanda  bisa  mengalirkan  secara  efektif  ha- 
sil surplus  perdagangan  hasil  pertanian  dari 
tanah  jajahan  ke  negerinya,  dan  pada  gilir- 
annya  bisa  dijadikan  sumbcr  daya  slrategis 
untuk  membangun  negerinya?  Mengapa  pu- 
la,  para  wirausahawan  bangsa  Jcpang,  da- 
lam  tempo  kurang  dari  50  tahun  (sctclah 
Pr>-II),  dapat  mcnjadikan  negerinya  relatif 
mudah  mcwujudkan  "kcscjahlcrann  sosial" 
pada  level  yang  relatif  tinggi?  Salnh  salu  ja- 
wabannya.  mercka  bisa  mcnggabungkan  se- 
mangat wirausaha  dan  wawasan  kchnngsnan 
dalam  satu  arus  kekuatan  ekonomi  yang  sa- 
ling  menguatkan.  Terlcpas  dari  pcnilainn 
bahwa  kcdua  bangsa  ini  mcnipunyai  "nafsu 


ekspansionis"  pada  masyarakat  negara  lain, 
sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  mere- 
ka  menjunjung  tinggi  ciri  clean  govermeni, 
disiplin  kerja  yang  tinggi,  penguasaan  ke- 
trampilan  teknik  (technical  know-how)  yang 
tinggi,  dan  kebijakan  ekonomi  yang  relatif 
transparan  bagi  setiap  pelaku  ekonominya. 

Adanya  iklim  persaingan  pasar  yang  ti- 
dak sehat  diperkirakan  akan  sangat  meng- 
hambat  perkembangan  semangat  kewirausa- 
haan,  yang  pada  gilirannya  bukan  saja  akan 
mengganjal  perkembangan  agribisnis  itu 
sendiri,  namun  juga  kelanjutannya.  Hal  ini 
akan  mudah  terjadi  jika  kekuatan  politik  se- 
cara terselubung  maupun  terang-terangan 
dimasukkan  dalam  persaingan;  dan  dengan 
demikian  peningkatan  eflsiensi  (akibat  han- 
curnya  harapan  untuk  menerapkan  teknik 
dan  metode  bam  dalam  pengembangan  agri- 
bisnis), tidak  terjadi.  Seorang  wirausahawan 
agribisnis  yang  ingin  secara  profesional  ber- 
hasil,  mengutip  pendapat  Abeng  (1991),  ti- 
dak akan  berpikir  monopolistis,  atau  berlin- 
dung  secara  terus-menerus  di  bawah  proteksi 
kekuasaan  politik.  Persaingan  yang  sehau 
bagi  seorang  wirausaha  sejati,  adalah  wa- 
hana  penting  untuk  terus-menerus  menum- 
buhkan  kreativitasnya,  yang  pada  akhirn>'a 
tei*wujud  dalam  bentuk  p>eningkatan  efisien- 
si  usaha  secara  berkelanjutan.  Proteksi  mo- 
lalui  campur  tangan  politik  secara  "pcrma- 
nen"  dalam  kegiatan  bisnis  (terma.suk  agri- 
bisnis). dengan  demikian.  bukan  saja  dinilai 
tidak  cocok  dengan  pcradaban  budaya  bisnis 
"universal",  namun  juga  dapai  diarlikan  sc^ 
bagai  menyusupkan  budaya  feixlal  secara 
"ilegal"  dalam  iransformasi  kc  arah  budaya 
agribisnis  modern. 

Dikailkan  dengan  wawasan  kcbangsaan. 
pengembangan  semangat  wirausaha  sangat 
nuingkin  k^mpaiibel  dengan  molivasi  pcng- 
abdian  (ahntismc)  pada  masyarakat  bangsa 
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Indonesia.  Pada  kasus  masyarakat  Jepang 
zaman  Restorasi  Meiji,  dengan  semangat 
busidho-nya.,  para  bekas  samurai  berhasil 
mengaplikasikan  kedisiplinan,  keahlian  ma- 
najemen,  ketekunan  dan  kreativitas  pengab- 
diannya  menjadi  kekuatan  penggerak  eko- 
nomi  yang  luar  biasa.  Persamaannya  dengan 
Indonesia,  hampir  semua  sub-kultur  masya- 
rakat Indonesia  mempunyai  budaya  malu 
atau  tepo  seliro  dan  harga  diri  yang  relatif 
tinggi,  yang  hal  ini  sangat  relevan  untuk 
upaya  mewujudkan  penyelenggaraan  agri- 
bisnis  yang  bersih  dan  jujur.  Di  samping  itu 
semangat  "mewajibkan"  untuk  melakukan 
pengabdian,  yang  terkandung  dalam  ajaran 
agama  Islam  (yang  mayoritas  dipeluk  ma- 
syarakat agraris  Indonesia),  sangat  sesuai 
untuk  menempatkan  wirausaha  dalam  bing- 
kai  (wawasan)  keadilan  sosial.  Jarang  sekali 
dijumpai  dalam  kasus  satu  sub-kultur,  an- 
tara  sesama  pelaku  ekonomi  meng-"halar'- 
kan  terjadinya  eksploitasi  secara  ekstrem 
yang  berpotensi  besar  untuk  menghancur- 
kan  sendi-sendi  sosial  setempat. 

Kemitraan  Agribisnis  dan  Keadilan 
Sosial 

Dewasa  ini  paling  tidak  terdapat  tiga  po- 
la  kemitraan  yang  berkembang  pada  kegiat- 
an  agribisnis,  yaitu:  pola  kemitraan  tradisio- 
nal,  kemitraan  "  pemerintah" ,  dan  kemitra- 
an pasar  (Kasryno  dan  Pranadji,  1994).  Ke- 
mitraan agribisnis  tradisional  mengikuti  po- 
la hubungan  patron-client.  Pelaku  ekonomi 
yang  berperan  sebagai  patron  adalah  pemilik 
modal  atau  peralatan  produksi  strategis  (se- 
perti:  lahan  pada  agribisnis  tanaman  semu- 
sim  dan  tahunan,  atau  pemilik  peralatan 
tangkap  pada  agribisnis  perikanan  tangkap); 
dan  yang  berperan  sebagai  client  adalah  pe- 
tani  penggarap,  peternak,  atau  nelayan  p&- 


kerja  (nelayan  belah,  istilah  di  Jawa  Timur; 
atau  sawi  istilah  di  Sulawesi  Selatan).  Pada 
pola  patron-client  seperti  ini  kemitraan  agri- 
bisnis yang  berkembang  lebih  bersifat  hori- 
sontal,  yaitu  agribisnis  yang  bergerak  di  bi- 
dang  produksi  atau  usahatani.  Kemitraan 
yang  lebih  bersifat  vertikal  umumnya  diwar- 
nai  oleh  hubungan  hutang  (panjar  atau  ijon) 
antara  pedagang  (pemberi  hutang)  dan  peta- 
ni  produsen  (penerima  hutang). 

Pada  pola  kemitraan  tradisional  ini  inter- 
dependensi  antara  patron  dan  client  bersifat 
sangat  asimetris,  dan  secara  terselubung  ter- 
jadi  eksploitasi  berkelanjutan  dari  "sang 
kuat"  (patron)  terhadap  "si  lemah"  (client). 
Pada  pola  kemitraan  ini  hampir  tidak  dijum- 
pai adanya  kompetisi  ekonomi  yang  bersifat 
terbuka,  sehingga  kreativitas  usaha  pelaku- 
pelaku  agribisnisnya  menjadi  sukar  sekali 
ditumbuhkan  secara  sehat.  Di  samping  itu, 
pola  ini  juga  sangat  kurang  kondusif  untuk 
pengadopsian  hasil  inovasi  di  bidang  iptek, 
permodalan,  dan  kelembagaan  ekonomi  mu- 
takhir.  Walaupun  pola  ini  mungkin  "sangat 
hormat"  terhadap  lingkungan,  namun  tetap- 
lah  dinilai  jauh  dari  cita-cita  untuk  mewu- 
judkan keadilan  sosial.  Pola  ini  sangat  con- 
dong  pada  ciri  usaha  yang  padat  tenaga  ker- 
ja (labour  intensive),  mungkin  akibat  dari 
perkembangan  struktur  ekonomi  yang  dua- 
listik  dan  sangat  mudah  disusupi  oleh  buda- 
ya feodal.  Di  samping  sangat  nyaman  untuk 
pelaku- pelaku  ekonomi  yang  mementingkan 
rasa  aman  (safety  first),  pola  ini  kurang  me- 
rangsang  bagi  tumbuhnya  semangat  mandi- 
ri,  dan  dapat  dinilai  sebagai  salah  satu 
"biang  keladi"  berkembangnya  kemiskinan 
massal  di  pedesaan. 

Pola  kemitraan  program  pemerintah  con- 
dong  pada  pengembangan  kemitraan  secara 
vertikal:  di  mana  model  umum  yang  dianut 
adalah  hubungan  "bapak  -  anak  angkat", 
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yang  pada  agribisnis  perkebunan  dikenal  se- 
bagai  pola  PIR  (Perkebunan  Inti  Rakyat). 
Pola  kemitraan  ini  masih  kuat  diwarnai  ada- 
nya  interdependensi  yang  bersifat  asimetris 
antara  "sang  kuat"  atau  pemilik  modal  (ba- 
pak  angkat)  dan  "si  lemah"  atau  petani  pe- 
kerja  (anak  angkat).  Dilihat  dari  kemam- 
puannya  mengadopsi  inovasi  di  bidang  ip- 
tek,  permodalan  dan  kelembagaan  ekonomi 
mutakhir,  pola  kemitraan  ini  dapat  dinilai 
sedikit  lebih  maju  dibanding  pola  patron- 
client.  Mengingat  begitu  kuatnya  posisi  tu- 
kar  "sang  bapak  angkat",  pola  ini  memberi 
peluang  terjadinya  "eksploitasi  legal"  dari 
"sang  bapak"  terhadap  "anak  angkat"- 
nya.  Menurut  Swasono  (1992),  Arief  (1990) 
dan  Kasryno  dan  Pranadji  (1994);  meng- 
ingat peran  KUD  (Koperasi  Unit  Desa)  yang 
masih  jauh  dari  mandiri  dan  kuat,  pola  ke- 
mitraan program  pemerintah  ini  masih  jauh 
dari  cita-cita  untuk  mewujudkan  keadilan 
sosial.  Jika  demokrasi  ekonomi  harus  ditum- 
buhkan  dalam  seluruh  jaringan  tubuh  agri- 
bisnis, maka  struktur  dari  pola  kemitraan  ini 
di  masa  datang  akan  sulit  dipertahankan  un- 
tuk mendukung  terwujudnya  pertumbuhan 
ekonomi  yang  mantap  dan  sekaligus  peme- 
rataannya. 

Pola  kemitraan  pasar  berkembang  seba- 
gai  akibat  dari  masuknya  peradaban  ekono- 
mi pasar  dalam  usaha  pertanian  rakyat  di  pe- 
desaan.  Jcnis  usaha  pertanian  yang  dibidik 
olch  pola  ini  adalah  usaha  yang  mcnghasil- 
kan  komoditi  pertanian  bcrnilai  ekonomi 
tinggi  dan  mcmpunyai  pcrmintaan  kuat  di 
pa.sar  dunia.  Pola  ini  berkembang  dcngan 
mclibatkan  petani,  scbagai  pcnnlik  ascl  tcna- 
ga  kcrja  dan  pcralatan  produksi.  dan  pemi- 
lik modal  bcvar  yang  bcrgcrak  di  bidnng  it)- 
dustri  pcngolah  dan  pcmasarnn  basil.  I^ua 
pclaku  ekonomi.  petani  (Inn  pemilik  modal, 
menggalang  kcrja  sama  (kemitraan)  karcna 
adanya   kcpcniingan  (nuHtiallv  hrnr/irial} 


untuk  berbagi  manfaat  ekonomi.  Dari  segi 
pengadopsian  atas  hasil  inovasi  di  bidang 
iptek  (revolusi)  permodalan,  dan  kelembaga- 
an ekonomi  modern,  pola  ini  mempunyai  ke- 
andalan  yang  relatif  lebih  tinggi  dibanding 
dengan  dua  pola  yang  disebutkan  terdahulu. 

Jika  pola  kemitraan  pasar  ini  diberi  ke- 
sempatan  lebih  besar  untuk  mendukung  pcr- 
kembangan  agribisnis,  secara  teoritis  masih 
terdapat  satu  kelemahan  pokok  yang  mung- 
kin  tetap  sukar  untuk  diatasi,  yang  dalam 
hal  ini  ketergantungan  petani  (termasuk:  ne- 
layan,  peternak  dan  pekebun)  terhadap  pe- 
ngusaha  besar  tetaplah  tinggi.  Jika  rasionali- 
sasi  ekonomi  dijadikan  dasar  untuk  menga- 
tur  pertukaran  sosial,  maka  dapat  dipasti- 
kan  posisi  daya  tukar  (bargaining  position) 
petani  akan  relatif  sangat  lemah.  Secara  en> 
pirik,  misalnya  dalam  penentuan  harga  ko- 
moditi pertanian,  posisi  petani  tetap  lemah 
dalam  struktur  pemasaran  yang  dikuasai  pe- 
dagang  besar  (oligopsonistik).  Biasanya,  se- 
cara individual,  petani  "dibuat"  mengalami 
kesukaran  untuk  bisa  berhubungan  langsung 
dengan  jaringan  pusat  pemasaran,  dan  de- 
ngan kemampuannya  pengusaha  atau  peda- 
gang  besar  mampu  mengendalikan  pasar, 
termasuk  untuk  menciptakan  situasi  sehing- 
ga  bisa  membuat  aparat  KUD  "tertidur  nye- 
nyak".  Dalam  jangka  panjang.  pola  ini  ma- 
sih diragukan  untuk  bisa  dijadikan  scbagai 
"jembatan  emas"  mcncapai  lujuan  keadilan 
sosial. 

Dari  bahasan  di  ata.s  adalah  wajar  jika 
kita  lantas  bcrlanya:  "pola  kemitraan  scpcr- 
(i  apa  yjing  dapat  diungpulkan  scbagai  pola 
altcrnaliC  yang  kuat  iintuk  mcncapai  lujuan 
keadilan  sosial?"  Allcrnalif  pola  kemitraan 
agribisnis  masa  dcpan  sudah  barang  (cnfu 
bukanlah  mcjnba»igun  "mahkoia  ekonomi 
pasar"  di  alas  usaha  pertanian  rakyat,  me- 
lainkan  adalah  mcnlransformasikan  ciri  usa- 
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ha  (ekonomi)  pertanian  tradisi  itu  sendiri 
hingga  menjadi  berciri  dan  pembentuk  struk- 
tur  ekonomi  pasar.  Bentuk  akhir  dari  kemi- 
traan  agribisnis  masa  depan  tadi  dicirikan 
oleh  beberapa  hal  berikut,  pertama,  petani 
(produsen)  haruslah  yang  menjadi  pemilik 
saham  keselunihan  jaringan  agribisnis,  se- 
hingga  petani  secara  kolektif  adalah  "pengu- 
saha"  tubuh  agribisnis.  Dengan  kata  lain, 
petani  adalah  penguasa  modal  pada  selunih 
tubuh  organisasi  agribisnis.  Kedua,  keorga- 
nisasian  petani  haruslah  tidak  dibatasi  hanya 
pada  kegiatan  produksi  bahan  baku,  namun 
pada  keseluruhan  jaringan  tubuh  agribisnis. 
Pada  situasi  demikian,  petanilah  yang  secara 
kolektif  membangun  (organisasi)  pasar  ber- 
sama,  termasuk  unit- unit  prosesingnya.  Da- 
lam  hal  ini  pencapaian  (asas)  skala  ekonomi 
bukan  hanya  pada  jaringan  kemitraan  seca- 
ra horisontal,  namun  (yang  lebih  penting) 
juga  pada  jaringan  kemitraan  secara  verti- 
kal.  Ketiga,  output  suatu  usaha  pertanian 
atau  agribisnis  bukanlah  bahan  mentah  yang 
tidak  stabil,  melainkan  komoditas  olahan 
(akhir)  yang  telah  memperoleh  sentuhan 
iptek  dan  bernilai  tambah  tinggi,  berciri  spe- 
sifik,  serta  berstandar  mutu  tinggi.  Target 
pasarnya  relatif  bervariasi  meliputi  jaringan 
pasar  lokal,  regional  dan  global.  Keempat, 
hubungan  kemitraan  antar  pelaku  agribisnis 
hams  juga  dimuati  rasionahtas  ekonomi  dan 
spesiahsasi  pembagian  kerja  secara  organik. 
Asas  keterbukaan  dan  demokrasi  diterapkan 
dalam  sistem  pengambilan  keputusan,  me- 
lalui  musyawarah. 

Dalam  rangka  membangun  kemitraan 
usaha  di  atas,  beberapa  aspek  yang  peme- 
rintah  hams  tumt  campur;  pertama,  meng- 
arahkan  kelembagaan  ekonomi  koperasi, 
temtama  KUD,  untuk  menjadi  bagian  dari 
tubuh  jaringan  agribisnis.  Kedua,  pengkon- 
solidasian  lahan  pertanian;  yang  diarahkan 
bahwa  lahan  pertanian  adalah  untuk  usaha 


pertanian,  dan  hanya  boleh  dimiliki  petani 
(perlu  ada  penajaman  definisi:  "siapa  pe- 
tani?"). Ketiga,  pembuatan  perangkat  hu- 
kum  (Undang-undang  atau  PP)  yang  men- 
dukung  sehatnya  perkembangan  kemitraan 
usaha,  temtama  yang  ditujukan  untuk  me- 
Undungi  hak-hak  individu  petani  dari  baha- 
ya  eksploitasi  pemodal  besar  dan  pengru- 
sakan  sumber  daya  alam  yang  menjadi  basis 
usaha  di  sektor  pertanian.  Keempat,  mencip- 
takan  kondisi,  misalnya:  pengembangan 
prasarana  ekonomi,  pengkajian  dan  pene- 
rapan  teknologi,  kemudahan  pelayanan  per- 
kreditan,  dan  pengem,bangan  sistem  infor- 
masi  pasar  untuk  pengembangan  produk 
pertanian.  Kelima,  membuat  suatu  pilot  pro- 
ject, misalnya  dengan  tahap  awalnya  meli- 
batkan  BUMN  (Badan  Usaha  Milik  Negara) 
dan  Koperasi,  kemitraan  usaha  di  daerah 
produsen  komoditi  (bahan  baku)  pertanian 
dan  di  daerah  transmigrasi.  Dalam  pilot  pro- 
ject ini  lembaga  semacam  BPP  atau  BPTP 
dijadikan  "komandan  lapangan"  atau  flag 
ship  (istilah  Nataatmadja  dkk.,  1993)  yang 
mengintegrasikan  peran  institusi-institusi 
antar  departemen  dan  badan  usaha  lain,  ter- 
masuk Swasta  dan  BUMN. 

Kesimpulan  dan  Saran 

(1)  Sebagai  cabang  usaha  ekonomi  yang  do- 
minan,  kegiatan  agribisnis  relatif  sangat 
mudah  diintegrasikan  dengan  pelestari- 
an  atau  peningkatan  mutu  sumber  daya 
alam.  Mengingat  sebagian  besar  masya- 
rakat  Indonesia,  khususnya  di  pedesaan, 
memperoleh  nafkah  dari  kegiatan  agri- 
bisnis, tidaklah  berlebihan  jika  masyara- 
kat  Indonesia  adalah  masyarakat  agri- 
bisnis. Jika  mutu  pengelolaan  atas  sum- 
ber daya  alam  (lahan/laut,  air,  ikhm  dan 
biodiversity)  untuk  agribisnis  dari  waktu 
ke  waktu  dapat  diperoleh  produktivitas 
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energi  dan  biomasa(komoditi  pertanian) 
dengan  volume  dan  nilai  ekonomi  yang 
konstan  (jika  perlu  meningkat),  maka 
dapat  dikatakan  bahwa  pengembangan 
masyarakat  agribisnis  kita  telah  menun- 
jukkan  "ciri  hormai"  terhadap  ling- 
kungan.  Jika  "rasa  hormat"  terhadap 
lingkungan  tadi  dapat  disandingkan  de- 
ngan upaya  mewujudkan  keadilan  so- 
sial,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  kita 
telah  menerapkan  wawasan  pengem- 
bangan masyarakat  agribisnis  secara  ber- 
kelanjutan; 

(2)  Masuknya  peradaban  atau  budaya  eko- 
nomi pasar  alam  masyarakat  agribisnis 
Indonesia,  yang  saat  ini  masih  didomi- 
nasi  oleh  ciri  budaya  pertanian  tradi- 
sional,  telah  menjadi  kenyataan;  dan  de- 
ngan ini  masyarakat  agribisnis  kita  telah 
menjadi  bagian  atau  institusi  ekonomi 
pasar  global.  Dampak  positif  dari  eko- 
nomi pasar,  masyarakat  agribisnis  kita 
akan  semakin  giat  untuk  meningkatkan 
produktivitas  usahanya  dalam  rangka 
memperoleh  keuntungan  ekonomi  berle- 
bih;  dan  dengan  begitu  pertumbuhan 
ekonomi  yang  berbasis  sumber  daya  per- 
tanian dapat  lebih  meningkat.  Dampak 
negatifnya,  bahwa  peningkatan  pertum- 
buhan ekonomi  tadi  umumnya  adalah 
kelanjutan  dari  peningkatan  eksploitasi 
terhadap  sumber  daya  alam  dan  manusia 
(masyarakat).  Jika  peningkatan  eksploi- 
ta.si  tadi  tidak  tcrkendali,  bahaya  yang 
akan  mudah  tcrjadi  adalah  "pclccchan" 
terhadap  lingkungan,  dan  munculnya 
kc-scnjangan  antara  "clil-pcmodal"  dan 
"ma.ssa-pckcrja"  yang  semakin  tajam. 
Ini  bcrarti  bahwa  "bcncana  alam  bikin- 
an  manusia"  dan  kctidakadilan  sosial 
akan  bcrkcpanjangan.  dan  pada  giliraiv 
nya  "kemacetan  total"  dalam  i>cngcm- 
bangan  masyarakat  agribisnis  Indonesia 
menjadi  tidak  tcrhindarkan; 


(3)  Budaya  ekonomi  pasar  (komersial)  bisa 
dipandang  sebagai  engine  of  develop- 
ment; dapat  digunakan  sebagai  energi 
tambahan  untuk  mempercepai  laju 
transformasi  (evolusi)  kuliural  masyara- 
kat pertanian  kita.  Dalam  transformasi 
ini  kita  tidak  membangun  pola  ekonomi 
dualistik  yang  menempatkan  ekonomi 
pasar  (uang)  sebagai  mahkota  pengem- 
bangan masyarakat  agribisnis;  melain- 
kan  kita  mentransformasikan  keselurub- 
an  ciri  budaya  pertanian  tradisional  ke 
arah  ciri  budaya  agribisnis  modem.  Un- 
tuk itu,  dalam  transformasi  ini,  rekayasa 
kelembagaan  harus  diarahkan  agar 
mampu  merangsang  tumbuhnya  panisi- 
pasi  ekonomi  dari  golongan  masyarakat 
(agribisnis)  tingkat  bawah  di  pedesaan 
sehingga  menjadi  pilar  kekuaian  ekono- 
mi nasional  yang  tangguh; 

(4)  Penetrasi  ekonomi  pasar  hanyalah  fak- 
tor  kondisi  yang  memungkinkan  kegiat- 
an  masyarakat  agribisnis  berkembang. 
Wirausaha  adalah  faktor  esensial  yang 
akan  langsung  mendorong  perkembang- 
an  agribisnis  menjadi  faktor  pertumbuh- 
an ekonomi  yang  mantap  dan  berlanjui. 
Semakin  besarnya  kewirausahaan  bisa 
dikembangkan.  semakin  besar  pula  pe^ 
luang  masyarakat  agribisnis  bisa  ber- 
kembang. Untuk  merangsang  tumbuh- 
nya jiwa  wirausaha  dalam  masyarakat 
agribisnis,  kita  pcrlu  mcmbuiiayakan 
citra  clean  ^ovcrnmcni,  kcbii^V^.TL-ian 

ekonomi  yang  (ransparan.  {ki  ..  »ng 

an  infrasirukiur  ekonomi  di  mana  ke^ 
giatan  agribisnis  l>crbasis  i>crtan»an  rak- 
yat  berkembang.  tidak  mcmasukkan  kc^ 
kuatan  politik  (tcrsclubung  maupun  te- 
rang  icrangan)  dalam  pcrsaingan  ekono- 
mi yang  kctat,  dan  mcnjauhkan  budaya 
prolcksi  "pcrmancn"  yang  bcrlcbihan 
(fc(xlaO  dalam  akfivjtas  ekonomi.  Dc^ 
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ngan  gambaran  ini,  kreativitas  usaha  da- 
lam  rangka  peningkatan  efisiensi  peman- 
faatan  sumber  daya  untuk  pengembang- 
an  masyarakat  agribisnis  secara  berke- 
lanjutan  dapat  diwujudkan; 

(5)  Untuk  lebih  menjamin  pencapaian  tuju- 
an  keadilan  sosial;  pengembangan  ma- 
syarakat agribisnis  Indonesia  harus  dida- 
sarkan  (paling  tidak)  atas  dua  faktor, 
pertama,  semangat  kewirausahaan  kita 
harus  dapat  dipadukan  dengan  wawasan 
kebangsaan.  Dengan  mengambil  pelajar- 
an  dari  kasus  Restorasi  Meiji  di  Jepang 
dan  pemerintahan  kolonial  (Hindia  Be- 
landa),  penggabungan  semangat  wira- 
usaha  dan  wawasan  kebangsaan  dapat 
menjadi  kekuatan  sinergis  yang  mempu- 
nyai  daya  dorong  sangat  kuat  bagi  ter- 
wujudnya  pertumbuhan  ekonomi  dan 
pencapaian  keadilan  sosial  pada  level 
(kesejahteraan  sosial)  yang  lebih  tinggi. 
Kedua,    rekayasa   institusi  kemitraan 
yang  memungkinkan  bahwa  berkem- 
bangnya  agribisnis  adalah  karena  du- 
kungan  partisipasi  pelaku-pelaku  eko- 
nomi dalam  jumlah  besar.  Partisipasi 
tadi  disarankan  diwujudkan  dalam  ben- 
tuk  penguasaan  aset  secara  kolektif  atas 
seluruh  jaringan  tubuh  agribisnis  (teru- 
tama)  oleh  masyarakat  produsen  perta- 
nian  di  pedesaan.  Pelaku  agribisnis  di 
pedesaan,  dalam  konteks  ini,  mempu- 
nyai  saham  (modal)  dalam  tubuh  agri- 
bisnis, dan  diarahkan  sebagai  penguasa 
keseluruhan  tubuh  agribisnis.  Dengan 
rekayasa  ini,  secara  sistematik  posisi  tu- 
kar  petani,  yang  dewasa  ini  adalah  pro- 
dusen, menjadi  lebih  kuat;  dan  pada  gi- 
lirannya  interdependensi  antara  pelaku 
agribisnis  menjadi  lebih  simetris.  Penca- 
paian tujuan  keadilan  sosial,  dengan  de- 
mikian,  secara  sistematik  menjadi  lebih 
terjamin. 
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Ekspor  Non  Migas  Indonesia  ke 
Uni  Eropa:  Perkembangan, 
Prospek  dan  Kebijakannya* 

Sjafrizal 


EROPA  merupakan  pasar  tradisional 
bagi  komoditi  ekspor  Indonesia.  Se- 
jak  zaman  penjajahan  Belanda,  ko- 
moditi ekspor  Indonesia  yang  umumnya  me- 
rupakan hasil  perkebunan,  terutama  rem- 
pah-rempah,  sudah  banyak  dikenal  di  pasar- 
an  Eropa.  Sampai  saat  ini,  Eropa  tetap  me- 
rupakan salah  satu  pasar  utama  komoditi 
ekspor  Indonesia,  waiaupun  komposisi  jenis 
komoditinya  telah  mengalami  banyak  peru- 
bahan.  Komoditi  primer  yang  semula  men- 
dominasi  ekspor  Indonesia,  dewasa  ini  telah 
banyak  digantikan  oleh  barang  hasil  manu- 
faktur,  baik  sebagai  bahan  baku  industri 
maupun  sebagai  barang  konsumsi  yang  da- 
pat  digunakan  iangsung  oleh  konsumen. 

Scjak  awal  tahun  scmbilan  puluhan, 
pcrckonomian  Eropa  telah  mengalami  peru- 
bahan  yang  sangat  drastis.  Pelaksanaan  Pa- 
sar Tunggal  Eropa  yang  dimulai  pada  tang- 
gal  1  .lanuari  1993  telah  mcngubah  F-ropa 
mcnjadi  suatu  kcsatuan  ckonomi  yang  kuat 
menandingi  Jcpang  dan  Amcrika  Scrikat. 

*Makiil«h  ditampaikfln  dalam  wminar  fndnnexia 
dan  Uni  Ernpa  yang  dilak*anakan  oleh  Dadan  Pcncli 
tUin  d«n  Pcngcmbangan.  r>cp8rlcmcn  Luar  Ncgcri  R^ 
publik  IndoncMa.  di  Jakarta,  tangjtal  X)  Marti  199? 


Kekuatan  ekonomi  ini  menjadi  semakin  kuat 
dengan  disepakatinya  pembentukan  Uni- 
Eropa  melalui  Perjanjian  Maastricht  dengan 
memasukkan  ke  dalam  persekutuan  ini  bebc- 
rapa  negara  yang  semula  tergabung  dalam 
kelompok  EFTA  (European  Free  Trade 
Area)  dan  Eropa  Timur. 

Makalah  ini  membahas  perkembangan 
dan  prospek  ekspor  non  migas  Indonesia  ke 
Uni-Eropa  dengan  memperhatikan  perkem- 
bangan di  atas.  Dalam  memperkirakan  pros- 
pek ekspor  tersebut,  permintaan  pasar  dan 
daya  saing  komoditi  ekspor  Indonesia  di  pa- 
saran  internasional  merupakan  unsur  utama. 
Selanjutnya,  makalah  ini  juga  membahas 
berbagai  kebijakan  yang  dapat  dilakukan 
pemerintah  dalam  rangka  pcningkaian  eks- 
por non  migas  Indonesia  kc  Uni-Eropa. 

Pi'rkenibaiiKnn  Fkspor  Non  Mijjas  kc 
Masyurakaf  Kropa 

Perkembangan  ekspor  Indonesia  kc  ka- 
wasan  Masyarakat  Eropa  (ME)  ini  dalam  s<s 
puluh  lahun  yang  lalu  tcrnyata  cukup  f inggi. 
Scbajjaimana  tcrlihat  pada  Tabcl  I  hahwa 
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nilai  ekspor  Indonesia  ke  ME  pada  tahun 
1985  bam  bernilai  US$1,170  juta.  Akan  te- 
tapi  pada  tahun  1993,  nilai  ekspor  tersebut 
meningkat  menjadi  US$5,298  juta,  yang  ber- 
arti  rata- rata  setiap  tahunnya  20,8%. 

Peningkatan  ekspor  yang  demikian  pe- 
sat  terutama  disebabkan  semakin  meluas- 
nya  daerah  pemasaran  komoditi  ekspor  In- 
donesia di  negara-negara  anggota  ME.  Se- 
bagaimana  telah  disinggung  di  atas  bahwa, 
semula  Belanda  merupakan  daerah  pemasar- 
an utama  di  Eropa  yang  telah  dimulai  sejak 
zaman  penjajahan.  Pangsa  pasar  Belanda 
pada  tahun  1985  mencapai  32,2%  dari  kese- 
luruhan  nilai  ekspor  Indonesia  ke  ME.  Akan 
tetapi,  pangsa  pasar  tersebut  telah  menurun 


cukup  tajam  menjadi  20,5Vo  pada  tahun 
1993.  Sementara  itu,  secara  berangsur  nilai 
ekspor  Indonesia  ke  negara  anggota  ME 
lainnya  meningkat  sangat  pesat.  Namun  de- 
mikian, penurunan  pangsa  pasar  tersebut  ti- 
daklah  berarti  bahwa  nilai  ekspor  Indonesia 
ke  Belanda  menurun.  Penurunan  pangsa 
pasar  ini  terutama  disebabkan  oleh  semakin 
meningkatnya  pangsa  pasar  komoditi  ekspor 
Indonesia  ke  negara-negara  Eropa  lainnya. 
Hal  yang  sama  juga  dialami  oleh  daerah  pe- 
masaran utama  lainnya  seperti  Jerman  dan 
Italia. 

Ekspor  Indonesia  ke  Inggris.  meningkat 
sangat  pesat  sehingga  pada  tahun  1993,  ne- 
gara ini  telah  menjadi  salah  satu  daerah  pe- 


Tabel  1 


INDONESIA:  PERKEMBANGAN  NILAI  EKSPOR  KE  MASYARAKAT  EROPA,  1985-1993 

(dalam  USS  Juta) 


1985                                      1993  Laju  Per- 

Negara      tumbuhan 

Nilai  Nilai  Vo  % 


Belanda 

389 

32,2 

1.136 

20,5 

13.7 

Belgia  dan 

Luxemburg 

45 

3,8 

366 

6,9 

30.0 

Denmark 

3 

0,3 

98 

1.9 

54.6 

Inggris 

191 

16,3 

1.005 

19,0 

23,1 

Irlandia 

2 

0,2 

40 

0,8 

45,4 

Italia 

152 

13.0 

615 

11.6 

19,1 

Jerman* 

268 

22,9 

1.178 

22,2 

20,3 

Perancis 

71 

6.1 

500 

9.4 

27,6 

Portugis 

2 

0.2 

29 

0.5 

39,7 

Spanyol 

44 

3.8 

333 

6.3 

28,8 

Yunani 

3 

0.3 

49 

0.9 

41.1 

Jumlah  1.170  100.0  5.298  100.0  20.8 


♦Hanya  Jerman  Barat 

Sumben   Biro  Pusat  Statistik,  Indikator  Ekonomi,  beberapa  terbitan,  Jakarta. 
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masaran  utama  komoditi  ekspor  Indonesia 
di  ME  dengan  pangsa  pasar  mencapai  19,0% 
dari  keseluruhan  nilai  ekspor  Indonesia  ke 
ME.  Peningkatan  ekspor  yang  cukup  besar 
juga  terjadi  untuk  Perancis  yang  pada  tahun 
1993  telah  mempunyai  pangsa  pasar  sebesar 
9,4<Vo.  Namun  demikian,  posisi  Belanda  keli- 
hatannya  masih  tetap  merupakan  daerah  pe- 
masaran  utama  komoditi  ekspor  Indonesia 
di  Eropa. 

Negara-negara  Eropa  lainnya  yang  mem- 
punyai potensi  besar  sebagai  mitra  dagang 
Indonesia  di  masa  mendatang  adalah  Belgia 
dan  Spanyol.  Potensi  tersebut  terlihat  dari 
perubahan  pangsa  pasar  dan  laju  pertum- 
buhan  ekspor  Indonesia  menuju  negara  ter- 
sebut di  masa  lalu.  Sebagaimana  terlihat 
pada  Tabel  1 ,  pangsa  pasar  Belgia  pada  ta- 
hun 1985  baru  3,S°/o,  tetapi  meningkat  cepat 
menjadi  6,9%  pada  tahun  1993. 

Sedangkan  laju  pertumbuhan  ekspor  In- 
donesia ke  negara  tersebut  mencapai  rata- 
rata  30,0%  setiap  tahunnya.  Hal  yang  sama 
juga  terlihat  pada  perkembangan  ekspor  In- 
donesia ke  Spanyol.  Dengan  demikian,  cu- 
kup logis  kiranya  bila  diperkirakan  bahwa 
ketiga  negara  ini  akan  merupakan  mitra  da- 
gang  penting  Indonesia  di  Eropa  di  samping 
yang  telah  ada  sekarang,  yaitu  Belanda,  Jer- 
man,  Inggris,  Italia  dan  Perancis. 

Munculnya  daerah  pcmasaran  baru  ter- 
sebut di  atas  adalah  merupakan  suatu  indi- 
ka.si  cukup  bcrhasilnya  penctrasi  pasar  yang 
dilakukan  olch  para  cksportir  Indonesia  kc 
Eropa.  Hal  ini  didukung  pula  olch  scmakin 
baiknya  kualitas  produk  dan  tingkal  cfisicn- 
produksi  mcnycbahkan  daya  saing  korncv 
diti  ekspor  Indonesia  menjadi  Icbih  kuat.  ,S<s 
dangkan  di  pihak  lain,  peningkatan  pertum- 
buhan ckonomi  dan  pcndapatan  nasionai 
negara-negara  ME  juga  merupakan  faktor 


lain  yang  mendorong  pengembangan  ekspor 
Indonesia  ke  kawasan  tersebut.  Diperkira- 
kan perluasan  pasar  ini  akan  berjalan  lerus 
di  masa  mendatang  yang  diperlihatkan  dari 
sangat  tingginya  laju  pertumbuhan  ekspor 
pada  beberapa  negara  mitra  dagang  baru 
walaupun  nilai  ekspornya  masih  relatif  kecil. 

Selanjutnya,  bila  diperhatikan  lebih  ter- 
perinci,  ternyata  terdapat  8  kelompok  ko- 
moditi ekspor  non  migas  andalan  Indonesia 
ke  negara-negara  Masyarakat  Eropa  dengan 
nilai  ekspor  tahun  1992  bergerak  dari  sekiiar 
US$100  juta  ke  atas.  Kelompok  komoditi 
ekspor  tersebut  meliputi  kopi,  teh,  coklai 
dan  rempah,  minyak  nabati,  kayu  lapis, 
tekstil  dan  benang  tenun,  perabot  ka>Tj,  pa- 
kaian  jadi  dan  kaos  kaki.  Namun  demikian, 
kelompok  produk  kayu  lapis,  tekstil,  pakai- 
an  jadi  dan  kaos  kaki  ternyata  merupakan 
empat  komoditi  ekspor  utama  Indonesia  ke 
Eropa  yang  mempunyai  nilai  ekspor  menca- 
pai US$2,642,6  juta  (54,5%)  pada  tahun 
1992.  Di  samping  itu,  perkembangan  ekspor 
dari  keempat  komoditi  ini  juga  sangat  me- 
ngagumkan  yang  tercermin  dari  persentase 
laju  pertumbuhan  rata-rata  setiap  tahunnya 
yang  sangat  tinggi.  Dari  keempjat  komoditi 
ekspor  andalan  tersebut,  sebegitu  jauh  keli- 
hatannya  pakaian  jadi  merupakan  komodui 
primadona  ekspor  Indonesia  kc  negara-ne- 
gara ME  (lihat  Tabel  2). 

Perkembangan  ekspor  pakaian  jadi  dan 
tekstil  yang  demikian  pcsat  icnitama  ditun- 
jang  olch  adanya  upah  buruh  yang  relatif 
Muirah  dengan  lingkat  produktivita.s  yang 
mcmadai.  Scnicntara  itu.  tcknologi  produksi 
yang  dipcrluknn  juga  tidaklah  tcrlalu  tinggi 
schingga  pciiggunaan  tcnaga  kcrja  lokal  da- 
pat  dilakiikan  dengan  hanya  mcmhcrikan  so- 
dikil  j>cla(ihan.  Mcngingai  kcdua  jcnis  pro- 
duksi tersebut  unnmmya  mcnggiinakan  tck- 
nologi padat  karya,  maka  adanya  upah  hu 
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ruh  yang  relatif  murah  tersebut  akan  dapat 
menekan  biaya  produksi  rata- rata.  Karena 
itu  tidaklah  mengherankan  bilamana  pulau 
Jawa,  yang  mempunyai  penduduk  terpadat, 
ternyata  sampai  saat  ini  merupakan  konsen- 
trasi  utama  industri  tekstil  dan  pakaian  jadi 
di  Indonesia.  Akan  tetapi  untuk  kelompok 
industri  tekstil  yang  menggunakan  bahan  bar 
ku  dari  rayon,  adanya  Industri  Petro  Kimia 
penghasil  bahan  baku  yang  cukup  banyak  di 
Indonesia,  turut  pula  mendukung  pengem- 
bangan  industri  tekstil  tersebut. 

Kedua  unsur  tersebut  di  atas  merupakan 
faktor  utama  yang  telah  dapat  memperkuat 
daya  saing  komoditi  ekspor  Indonesia  terse- 
but di  pasaran  internasional,  termasuk  nega- 
ra-negara  ME.  Namun  demikian,  pemasaran 
produk  ini  ke  negara  maju,  termasuk  Eropa 
dewasa  dilakukan  berdasarkan  quota  terten- 


tu  yang  ditetapkan  melalui  perjanjian  bilate- 
ral. Akan  tetapi,  dengan  telah  dapat  dise- 
lesaikannya  Putaran  Perjanjian  Uruguay 
(Uruguay  Round),  maka  ekspor  tekstil  dan 
pakaian  jadi  ke  negara- negara  Eropa  di 
masa  mendatang  hams  dilaksanakan  berda- 
sarkan ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan 
oleh  Organisasi  Perdagangan  Dunia  (World 
Trade  Organization)  yang  menggantikan 
fungsi  dari  GATT. 

Perkembangan  ekspor  kayu  lapis  cukup 
pesat  karena  tersedianya  bahan  baku  kayu 
bulat  yang  cukup  banyak  di  dalam  negeri. 
Hal  ini  jelas  karena  Indonesia  merupakan 
salah  satu  produsen  kayu  bulat  utama  dunia. 
Ketersediaan  bahan  baku  ini  didukung  pula 
oleh  kebijakan  pemerintah  yang  sejak  tahun 
1975  mulai  melarang  ekspor  kayu  bulat  ke 
luar  negeri.  Semenjak  itu,  industri  kayu  lapis 


Tabel  2 


INDONESIA:  PERKEMBANGAN  EKSPOR  BEBERAPA  KOMODITI  UTAMA 
KE  MASYARAKAT  EROPA  1985-1992 


Nilai  Ekspor  (US$  Juta)  Laju  Per- 

SITC      Jenis  Komoditi    tumbuhan 

1985  1992  (%) 


07 

Kopi,  Teh  dan  Coklat 

191,3 

154,6 

-3,0 

42 

Minyak  Nabati 

223,7 

403,1 

8,8 

63 

Kayu  Lapis  dan  Veneers 

86,1 

608,5 

32,2 

65 

Tekstil  dan  Benang  Tenun 

40,9 

587,9 

46,3 

76 

Alat  Telekomunikasi 

0,3 

139,1 

140,4 

82 

Perabot 

1.8 

137,9 

85,9 

84 

Pakaian  Jadi 

35,3 

1.033,9 

62,0 

85 

Kaos  Kaki 

4,2 

412,3 

92,6 

Komoditi  Lainnya 

552,0 

1.300,6 

13,0 

Jumlah 

1.169,6 

4.844,8 

22,5 

Sumber: 


Dihitung  dari  Biro  Pusat  Statistik,  Statistik  Perdagangan  Internasional:  Ekspor.  Jakarta,  berbagai  ter- 
bitan. 
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mulai  berkembang  dengan  pesat  di  Indone- 
sia yang  orientasi  pasarnya  sebagian  besar 
adalah  ke  luar  negeri.  Komoditi  kayu  lapis 
merupakan  produk  setengah  jadi  yang  per- 
mintaannya  cukup  besar  di  Eropa  yaitu  se- 
bagai  bahan  baku  industri. 

Peningkatan  produksi  kayu  lapis  terse- 
but,  di  lain  pihak,  telah  mendorong  pula 
pengembangan  industri  perabot  dengan  cu- 
kup pesat.  Di  samping  itu,  sejalan  dengan 
peningkatan  produksi,  kualitas  produk  juga 
terus  diperbaiki  sehingga  industri  perabot 
Indonesia  dewasa  ini  telah  mulai  pula  me- 
masuki  pasaran  beberapa  negara  ME.  Aki- 
batnya,  nilai  ekspor  perabot  Indonesia  ke 
ME  meningkat  dari  US$1,9  juta  pada  tahun 
1985  menjadi  US$145,9  juta  pada  tahun 
1992  dengan  laju  pertumbuhan  rata-rata  se- 
tiap  tahunnya  mencapai  86,6%. 

Pasar  Tunggal  Eropa  dan  Ekspor  In- 
donesia 

Konsep  Pasar  Tunggal  Eropa  (European 
Single  Market)  secara  resmi  telah  mulai  di- 
laksanakan  pada  tanggal  1  Januari  1993 
yang  lalu.  Dengan  dilaksanakannya  konsep 
tersebut,  hubungan  internasional  antara  se- 
sama  negara  anggota  Masyarakat  Eropa 
(ME)  maupun  dengan  negara  mitra  dagang 
di  Iilar  ME  diperkirakan  mengalami  peru- 
bahan  cukup  pcnting.  Bagian  ini  membahas 
bcrbagai  implikasi  dari  pclaksanaan  Pasar 
Tunggal  Eropa  (PTE)  tcrhadap  pcrkcm- 
bangan  ekspor  Indonesia  kc  negara- negara 
anggota  ME.' 


'PcTnb«ih««n  Icniwng  damptik  PIT  Irrhadap  hi>- 
tningan  ekonomi  inlrrrui.tinruii  drngjin  nc|tar»- ncfara 
A.SF.AN  leUh  dib«ha«  dalam  Nobert  Wagner  (ed  ). 
ASEAN  and  thr  HC  (Singapore:  Imtitulc  of  SoulheMl 
A«ui  Studies.  1991) 


PTE  pada  dasarnya  merupakan  deregu- 
lasi  besar- besaran  di  antara  negara- negara 
anggota  ME  baik  dalam  bidang  dunia  usaha 
maupun  sektor  birokrasi.  Sasaran  utama 
adalah  untuk  meningkaikan  pertumbuhan 
ekonomi  masing-masing  negara  melalui  pe- 
ngembangan hubungan  ekonomi,  baik  per- 
dagangan,  investasi  maupun  lalu  lintas 
orang,  yang  lebih  lancar.  Peningkatan  ke- 
lancaran  hubungan  ekonomi  tersebut  dido- 
rong  dengan  jalan  menghilangkan  hambai- 
an-hambatan  non  tarif  antara  sesama  negara 
anggota.  Hambatan  non  tarif  tersebut  meli- 
puti:  rintangan  fisik,  teknis  dan  fiskal.  De- 
ngan kata  lain,  PTE  berusaha  untuk  mencip- 
takan  Eropa  yang  bersatu  tanpa  batas  eko- 
nomi dan  administratif  (Europe  Without 
Frontier). 

Untuk  memperlancar  proses  perda- 
gangan  dan  investasi  antar  negara  anggota 
ME,  dilakukan  pula  penggunaan  mala  yang 
yang  sama  yaitu  European  Currency  Unit 
(ECU)  yang  nilainya  ditetapkan  berdasarkan 
nilai  tukar  dari  beberapa  mata  uang  negara 
Eropa  yang  cukup  kuat,  seperti  Deutsch- 
mark  (DM),  Poundsterling  dan  Gulden  Be- 
landa.  Di  samping  itu,  PTE  juga  melakukan 
penetapan  standar  produk  yang  dapat  dipcr- 
jual-belikan  di  Eropa.  Penetapan  standar 
produk  tersebut  sangat  penting  artinya  karc- 
na  dewasa  ini  banyak  negara  mcmpunyai 
standar  produk  yang  bcrbcda.  Pcngalaman 
mcnunjukkan  bahwa  keadaan  tcrsebui  telah 
mcnghambat  proses  perdagangan  karena  ba- 
nyak produk  hanya  dapat  digunakan  pada 
negara  lertcnlu  .saja. 

Namun  dcmikian,  PTE  tidak  mclakuktn 
pcngurangan  icrhadap  rintangan  non  tarif 
bagi  hubungan  ekonomi  dengan  ncgara- 
ncgara  non  anggota  ME.  Dengan  kata  lain, 
PTE  hanya  melakukan  pcrubahan  tcrhadap 
hubungan  ekonomi  sc^ama  negara  anggcKa 
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ME  saja.  Kebijakan  ini  cukup  beralasan, 
mengingat  perdagangan  luar  negeri  ME  se- 
bagian  besar  dilakukan  sesama  negara  ang- 
gota.  Karena  itu,  melalui  pelaksanaan  PTE 
diperkirakan  akan  timbulkan  berbagai  kesu- 
litan  bagi  mitra  dagang  yang  berasal  dari  ne- 
gara non  anggota  ME.  Dampak  ini  perlu  di- 
bahas  secara  rinci,  karena  hal  tersebut  akan 
mempengaruhi  pula  masa  depan  ekspor  In- 
donesia ke  ME. 

Kendala  pertama  yang  dapat  ditimbul- 
kan  dengan  telah  dilaksanakannya  PTE  ada- 
lah  dalam  bentuk  peningkatan  saingan  ter- 
hadap  komoditi  ekspor  Indonesia  dari  nega- 
ra-negara  anggota  ME  yang  memproduksi 
barang  yang  sama.  Sebagaimana  diketahui 
bahwa  tidak  semua  negara  ME  sebenarnya 
mempunyai  tingkat  pembangunan  yang  ting- 
gi.  Negara- negara  di  bagian  selatan  Eropa, 
seperti  Yunani  dan  Spanyol,  ternyata  mem- 
punyai kondisi  ekonomi  yang  relatif  lebih 
terbelakang  dibandingkan  dengan  negara- 
negara  di  bagian  utara  seperti:  Jerman,  Ing- 
gris  dan  Perancis.  Di  samping  itu,  produk- 
produk  yang  dihasilkan  oleh  negara- negara 
Yunani  dan  Spanyol  tersebut  sebagian  ada- 
lah  sama  dengan  apa  yang  dihasilkan  oleh 
Indonesia.  Dengan  demikian,  bila  rintangan 
non  tarif  sesama  negara  ME  dihilangkan, 
maka  produk-produk  dari  Yunani  dan  Spa- 
nyol tersebut  akan  merupakan  saingan  yang 
cukup  berat  bagi  komoditi  ekspor  Indonesia. 

Kendala  kedua  menyangkut  penerapan 
standarisasi  produk-produk  yang  diperjual- 
belikan  dalam  wilayah  ME.  Hal  ini  merupa- 
kan salah  satu  ketentuan  yang  ditetapkan 
dalam  konsep  PTE  yang  berlaku  untuk  selu- 
ruh  negara  anggota  ME.  Ketentuan  ini  diper- 
kirakan akan  merupakan  kendala  yang  cu- 
kup serius  karena  tidak  semua  komoditi  eks- 
por Indonesia  memenuhi  standar  yang  ber- 
laku di  kalangan  negara  ME.  Keadaan  terse- 


but selanjutnya  akan  dapat  pula  merupakan 
hambatan  terhadap  pengembangan  ekspor 
Indonesia  ke  Eropa  di  masa  mendatang. 

Namun  demikian,  pelaksanaan  PTE  di- 
perkirakan akan  dapat  pula  memberikan  pe- 
luang  bagi  pengembangan  ekspor  Indonesia 
ke  negara- negara  ME.  Peluang  tersebut 
muncul  karena  dengan  adanya  PTE  po- 
tensi  pasar  juga  meningkat.  Hal  ini  kare- 
na dengan  dihilangkannya  hambatan  tek- 
nis  dan  administratif  antar  negara  ME, 
maka  sekali  komoditi  ekspor  Indonesia  me- 
masuki  salah  satu  negara,  otomatis  akan 
dapat  beredar  di  seluruh  negara  anggota. 
Dengan  demikian,  dengan  adanya  PTE,  pa- 
sar komoditi  ekspor  Indonesia  di  ME  akan 
semakin  luas,  bukan  saja  Belanda,  Jerman 
dan  Inggris  saja  sebagaimana  yang  terjadi 
dewasa  ini,  tetapi  meliputi  seluruh  negara 
anggota  ME.  Perluasan  pasar  tersebut  diper- 
kirakan akan  cukup  besar,  karena  negara- 
negara  anggota  ME  yang  mempunyai  jum- 
lah  penduduk  sekitar  150  juta  orang  pada 
umumnya  mempunyai  pendapatan  per  kapi- 
ta  cukup  tinggi.  Dengan  demikian,  daya  beli 
yang  dimiliki  negara- negara  ME  pada 
umumnya  juga  relatif  tinggi.  Tentunya  hal 
yang  sangat  menentukan  nantinya  adalah 
kemampuan  komoditi  ekspor  Indonesia  da- 
lam memasuki  pasar  negara- negara  ME  dan 
memanfaatkan  kenaikan  permintaan  terse- 
but secara  optimal. 

Daya  Saing  Komoditi  Ekspor  Indo- 
nesia 

Walaupun  peluang  pengembangan  eks- 
por ke  negara  anggota  ME  telah  dibahas  di 
atas,  namun  demikian,  seberapa  besar  dari 
peluang  tersebut  dapat  dimanfaatkan  akan 
sangat  tergantung  dari  daya  saing  komoditi 
ekspor  Indonesia  sendiri.  Bila  daya  saing  ter- 
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sebut  ternyata  lemah,  maka  walaupun  po- 
tensi  pasar  yang  tersedia  cukup  besar,  pe- 
ngaruhnya  terhadap  peningkatan  nilai  eks- 
por  tidak  akan  banyak.  Karena  itu,  pemba- 
hasan  tentang  daya  saing  komoditi  ekspor 
Indonesia  di  pasaran  ME  secara  umum  ada- 
lah  sangat  penting  artinya  untuk  dapat  mem- 
perkirakan  prospek  pengembangan  ekspor 
ke  kawasan  tersebut  di  masa  mendatang  se- 
cara lebih  realistis. 

Pembahasan  tentang  daya  saing  komo- 
diti ekspor  Indonesia  di  pasaran  interna- 
sional  seharusnya  dilakukan  secara  rinci  de- 
ngan  melakukan  perbandingan  kualitas  dan 
harga  untuk  setiap  komoditi  yang  diperda- 
gangkan  ke  luar  negeri.  Hal  ini  tentunya 
sulit  dilakukan  karena  komoditi  tersebut  sa- 
ngat bervariasi  baik  jenis,  kualitas  dan  spe- 
sifikasi  teknis  yang  dimilikinya.  Akibatnya, 
kalkulasi  yang  baik  dan  tepat  menjadi  cukup 
rumit  untuk  dapat  dilakukan.  Karena  itu, 
untuk  keperluan  analisis,  daya  saing  komo- 
diti ekspor  Indonesia  dalam  studi  ini  hanya 
dilakukan  secara  umum  dengan  mengguna- 
kan  ukuran  relatif  melalui  apa  yang  lazim  di- 
namakan  sebagai  Indek  Spesialisasi  Perda- 
gangan  (Trade  Specialization  Ratio  -  TSR).^ 

Mengingat  jenis  komoditi  ekspor  In- 
donesia yang  cukup  beragam,  maka  untuk 
kemudahan  analisis,  pembahasan  hanya  di- 
tekankan  pada  beberapa  komoditi  andalan 
saja.  Di  samping  itu,  untuk  dapat  memberi- 
kan  gambaran  yang  Icbih  baik  tentang  pc- 
ngaruhnya  terhadap  nilai  ekspor  Indonesia 
secara  kcscluruhan,  pembahasan  pcrlu  pula 
dihubungkan  dengan  kontribusi  ekspor  tcr- 

'Indck  Spcsiali.ui^i  PcrdagAngAn  (TSR)  ini  muln 
miil«  digTioakfln  nich  Knnckn  dan  Yanngi  (I98R)  ddlnm 
analiunya  terhadap  daya  «aing  fcnmprdtivrnrxxj  ko 
modili  ck^pof  dalam  hiibunaan  ctrnipin  pcnrrapan  korv 
%cp  Prnffurl  f.i/r  C'vcfr.  PcnjfUvnn  lrkni<  Irnlang  indrk 
TSR  (mcbui  d«pat  dilihal  pada  I.ampiran  2. 


sebut  dalam  nilai  ekspor  secara  keseluruhan. 

Mempertimbangkan  hal  tersebut  dan  de- 
ngan menggunakan  data  nilai  ekspor  dan 
impor  untuk  Standard  International  Trade 
Commodities  (SITC)  dua  digit,  dapat  dilaku- 
kan perhitungan  Indek  Spesialisasi  Perda- 
gangan  untuk  beberapa  komoditi  ekspor 
utama  Indonesia  ke  Eropa  pada  lahun  1985 
dan  1992  seperli  terlihat  pada  Tabel  3.  Dari 
tabel  ini  terlihat  bahwa  daya  saing  komoditi 
ekspor  andalan  Indonesia  ke  negara-negara 
ME  secara  umumnya  masih  relatif  tinggi. 
Keadaan  ini  terlihat  dari  masih  banyaknya 
komoditi   ekspor  andalan   tersebut  yang 
mempunyai  nilai  TSR  yang  negatif,  seperti: 
sayur-sayuran,  kopi  dan  batubara.  Hal  ini 
terutama  disebabkan  oleh  saingan  yang  sa- 
ngat kuat  dari  negara-negara  anggota  ME 
lainnya  yang  juga  banyak  menghasilkan 
komoditi  tersebut.  Di  samping  itu,  biaya 
transportasi  yang  hams  ditanggung  oleh  In- 
donesia untuk  membawa  komoditi  tersebut 
ke  Eropa  juga  jauh  lebih  tinggi  dibanding- 
kan  dengan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh 
negara-negara  anggota  ME  sendiri. 

Akan  tetapi,  untuk  komoditi- komoditi 
lainnya  seperti  tekstil,  pakaian  jadi  dan  ka.vu 
lapis,  perabot,  dan  kaos  kaki  ternyata  daya 
saing  Indonesia  di  negara-negara  Eropa  ada- 
lah  relatif  kuat  yang  ditunjukkan  oich  angka 
TRS  yang  positif  untuk  kctiga  komoditi  ter- 
sebut. Scbagaimana  disinggung  (crdahulu, 
keadaan  ini  tcnitama  disebabkan  oleh  ada- 
nya  dukungan  bahan  baku  van  cukup  .scrta 
ongkos  buruh  yang  relatif  Icbih  murah.  Khu- 
sus  untuk  ickstil.  adanya  industri  pcirokimia 
di  Indonesia  yang  bcrkcinbanfi  cukup  r>csal 
mcnychabkan  icrsctlianya  bahan  baku  wnluk 
indusiri  ickstil  dalam  jumlah  yang  cukup  b<s 
sar.  Dcmikian  pula  halnya  dengan  industri 
kayu  lapis  yang  pcnycdiaan  bahan  bakunya 
dari  dniani  nrprri  cukup  banyak  scjak  dila- 


ANGKA  SPESIALISASI  PERDAGANGAN  INDONESIA  KE  MASYARAKAT  EROPA  DAN 
KONTRIBUSI  BEBERAPA  KOMODITI  EKSPOR  UTAMA,  1985  DAN  1992 


Jenis  Komoditi 
Ekspor  Andalan 


Indeks  Spesialisasi 
Perdagahgan  (TSR) 


1985 


1992 


Kontribusi 
Terhadap  Ni- 
lai  Ekspor 
(%) 


Kopi,  Teh,  Coklat  dan  Rempah 

0,996 

0,788 

3,2 

Karet  Alam  dan  Sejenisnya 

0,944 

0,788 

2,7 

Minyak  Nabati 

0,980 

0,994 

8,3 

Kayu  Lapis  dan  Veneers 

0,994 

0,997 

13,6 

Tekstil  dan  Benang  Tenun 

0,573 

0,838 

12.1 

Alat  Telekomunikasi 

-0,995 

-0,368 

2,9 

Perabot  Kayu 

-0,367 

0,964 

2.8 

Pakaian  Jadi 

0,989 

0,994 

21,3 

Alas  Kaki 

0,827 

0,991 

8.5 

Dihitung  dengan  menggunakan  data  nilai  ekspor  dan  impor  dari  Biro  Pusat  Statistik,  Statistik  Perda- 
gangan  Luar  Negeri  Indonesia,  beberapa  penerbitan. 


EKSPOR  NON  MIGAS  INDONESIA  KE  UNI-EROPA 
Tabel  3 


SITC 


07 
23 
42 
63 
65 
76 
82 
84 
85 


Sumber: 


kukannya  larangan  ekspor  untuk  kayu  bu- 
lat. 


Prospek  Ekspor  Indonesia  ke  Uni- 
Eropa 

Dengan  memperhatikan  perkembangan 
ekspor  Indonesia  ke  negara-negara  ME  di 
masa  lalu,  tantangan  dan  peluang  dengan 
adanya  Pasar  Tunggal  Eropa  serta  kondisi 
daya  saing  komoditi,  maka  pada  bab  ini  di- 
lakukan  proyeksi  ekspor  Indonesia  untuk 
periode  sampai  dengan  tahun  2000  menda- 
tang.  Proyeksi  ini  sangat  penting  artinya  un- 
tuk dapat  melihat  gambaran  yang  lebih  kon- 
kret  tentang  masa  depan  ekspor  Indonesia 
ke  Uni  Eropa.  Di  samping  itu,  proyeksi  ini 
dapat  pula  digunakan  sebagai  dasar  pertim- 
bangan  dalam  merumuskan  berbagai  kebi- 


jakan  yang  perlu  dilakukan  untuk  mengem- 
bangkan  kegiatan  ekspor  tersebut  di  masa 
mendatang. 

Metode  proyeksi  yang  digunakan  adalah 
dalam  bentuk  Persamaan  Permintaan  Eks- 
por yang  ditaksir  melalui  sistem  regresi  ber- 
ganda  dengan  menggunakan  dua  variabel 
bebas,  yaitu:  (1)  Produksi  Nasional  Bruto 
(PNB)  per  kapita  yang  memperlihatkan  pe- 
ningkatan  daya  beli  negara  mitra  dagang;  (2) 
proporsi  ekspor  Indonesia  dari  keseluruhan 
impor  negara  mitra  dagang  yang  memperli- 
hatkan tingkat  persaingan  yang  terjadi  di  pa- 
saran  internasional.  Uraian  rinci  tentang  me- 
tode proyeksi  ini  dapat  dilihat  pada  Lampir- 
an  1. 

Dengan  menggunakan  metode  tersebut 
maka  proyeksi  nilai  ekspor  Indonesia  ke  ne- 
gara-negara Masyarakat  Eropa  adalah  se- 
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perti  terlihat  pada  Tabel  4.  Hasil  perkiraan 
memperlihatkan  bahwa  sampai  dengan 
tahun  2000  mendatang,  ekspor  Indonesia  ke 
negara-negara  anggota  ME  akan  terus  me- 
ningkat  pesat  dengan  laju  pertumbuhan 
rata-rata  mencapai  10,3%  setiap  tahunnya. 
Namun  demikian,  bila  dibandingkan  dengan 
periode  1985-1992,  perkiraan  laju  pertum- 
buhan tersebut  adalah  lebih  rendah.  Hal  ini 
didasarkan  pada  perkiraan  bahwa  tingkat 
persaingan  dalam  memasarkan  produk  ke 
negara-negara  ME  akan  semakin  meningkat 
di  masa  mendatang. 

Peningkatan  persaingan  tersebut  dapat 
muncul  dari  sesama  negara  berkembang 
yang  mengekspor  produk  yang  sama  ke  ME 
maupun  saingan  yang  datang  dari  negara 


anggota  ME  sendiri.  Dengan  adanya  pro- 
duk-produk  yang  sama  dihasilkan  oleh 
negara  ME  sendiri  tentunya  akan  semakin 
meningkat  dengan  telah  semakin  lancarnya 
pelaksanaan  Pasar  Tunggal  Eropa.  Sebagai- 
mana  diketahui  bahwa  ada  beberapa  negara 
anggota  ME  di  bagian  selatan  seperti  Spa- 
nyol,  Portugis  dan  Yunani  tingkat  kemajuan 
ekonominya  belum  setinggi  negara-negara  di 
Eropa  bagian  utara.  Negara-negara  ini  ma- 
sih  menghasilkan  produk-produk  yang  lazim 
diproduksi  oleh  negara  berkembang  seperti 
tekstil,  pakaian  jadi,  sepatu  dan  lair>-lain- 
nya.  Produk-produk  ini  akan  menjadi  saing- 
an yang  cukup  berat  bagi  Indonesia  karena 
perdagangan  sesama  negara  anggota  ME 
tidak  dikenakan  bea  masuk  sebagaimana 
halnya  dengan  barang  yang  datang  dari  luar 
kawasan  tersebut. 


TabcU 


PROYEKSI  EKSPOR  NON  MICAS  INDONESIA  KE 
NEGARA-NEGARA  MASYARAKAT  EROPA,  1994-2000 
(dalam  US$  Juta) 


Laju  Per- 

No.    Negara  1994  1996  1998  2000  tumbuhan 

(%) 


1.  Beianda 

1.183 

1.367 

1.579 

1.825 

7^ 

2.  Bcigia* 

444 

544 

667 

817 

10.7 

3.  Denmark 

97 

100 

102 

lOS 

1,3 

4.  Inggri-s 

862 

895 

929 

965 

1.9 

5.  Irlandia 

48 

51 

55 

59 

3.5 

6.  luiia 

647 

798 

985 

1.216 

il.l 

7.  Jerman 

I.IIR 

1.460 

1.908 

2.493 

14.3 

8.  Pcrancis 

555 

697 

876 

I.IOI 

ai 

9.  Portugis 

20 

30 

46 

71 

23,7 

10.  Spanyoi 

296 

4<X1 

^40 

7» 

16.2 

II.  Yunani 

33 

41 

52 

66 

11,4 

Maxyarakat  Prnp« 

5.237 

6  .184 

7.739 

9  447 

10..^ 

TrrrrUMtik  LtSMBbMlfg 
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Berlainan  dengan  pola  kegiatan  ekspor 
terdahulu,  proyeksi  ekspor  pada  Tabel  4 
memperlihatkan  bahwa,  di  samping  Belanda 
dan  Jerman  terdapat  dua  negara  lain  yang 
menjadi  pasaran  utama  komoditi  ekspor  In- 
donesia di  Eropa  yaitu:  Italia  dan  Perancis. 
Nilai  ekspor  Indonesia  ke  negara- negara  ini 
telah  melebihi  US$1  milyar  dengan  laju  per- 
tumbuhan  rata- rata  di  atas  lOVo  setiap  ta- 
hunnya.  Sedangkan  negara- negara  lainnya, 
walaupun  ada  yang  mempunyai  laju  pertum- 
buhan  yang  cukup  tinggi,  namun  demikian 
nilainya  masih  sangat  kecil  sehingga  penga- 
ruhnya  terhadap  jumlah  ekspor  Indonesia 
keseluruhan  hampir  tidak  ada. 

Uni-Eropa  adalah  merupakan  proses  pe- 
nyatuan  yang  sedang  berjalan.  Berbagai  ben- 
tuk  perubahan  masih  dapat  terjadi,  teruta- 
ma  dalam  hal  keanggotaan  karena  masih  ba- 
nyak  negara- negara  Eropa  yang  ingin  berga- 
bung.  Pada  tanggal  1  Januari  1995  yang  lalu 
tiga  negara  anggota  European  Free  Trade 
Areas  (EFTA),  yaitu  Austria,  Swedia,  dan 
Finlandia  resmi  diterima  sebagai  anggota 
baru  Uni-Eropa.  Sedangkan  Norwegia  yang 
semula  juga  merencanakan  akan  bergabung 
dengan  Uni-Eropa  ternyata  tidak  mendapat- 
kan  dukungan  cukup  dari  masyarakatnya. 

Di  masa  mendatang,  negara- negara  Ero- 
pa Timur  yang  telah  meninggalkan  sistem 
ekonomi  Sosialis  diperkirakan  juga  akan 
ada  yang  bergabung  dengan  Uni-Eropa.  Wa- 
laupun akhir-akhir  ini  terlihat  ketidaksetu- 
juan  Rusia  terhadap  keinginan  ini,  namun 
demikian  usaha-usaha  negara  Eropa  Timur 
tersebut  untuk  bergabung  dengan  Uni  Eropa 
terus  berkembang,  baik  di  kalangan  politisi 
maupun  masyarakat  secara  umum. 

Perubahan  keanggotaan  Uni-Eropa  ter- 
sebut tentunya  akan  mempengaruhi  pula 
proyeksi  ekspor  Indonesia  ke  kawasan  terse- 
but. Namun  demikian,  karena  perubahan 


yang  terjadi  masih  sangat  baru,  maka  aspek 
dinamis  ini  belum  tercakup  dalam  proyeksi 
ekspor  Indonesia  ke  Eropa  sebagaimana  di- 
tampilkan  pada  Tabel  4  di  atas. 

Kebijakan  Ekspor  Indonesia  Meng- 
hadapi  Uni-Eropa 

Analisis  terdahulu  memperlihatkan  pula 
bahwa  ekspor  Indonesia  ke  negara- negara 
Masyarakat  Eropa  (ME)  diperkirakan  terns 
meningkat  dengan  tingkat  yang  cukup  ting- 
gi. Akibatnya,  posisi  kawasan  Eropa  sebagai 
salah  satu  daerah  pemasaran  utama  komo- 
diti ekspor  Indonesia  diperkirakan  akan  se- 
makin  penting  dalam  periode  PJP-II.  Se- 
mentara  itu,  terlihat  pula  adanya  tendensi 
yang  semakin  kuat  pada  dua  tahun  terakhir 
ini  untuk  berkembangnya  kelompok  ME 
menjadi  Uni  Eropa  yang  meliputi  juga  nega- 
ra-negara  Skandinavia  dan  Eropa  Timur. 
Perkembangan  ini  tentunya  akan  menyebab- 
kan  semakin  besarnya  potensi  pemasaran 
yang  dapat  dimanfaatkan  bagi  peningkatan 
ekspor  Indonesia  ke  kawasan  ini.  Tentunya 
seberapa  jauh  potensi  pasar  tersebut  dapat 
dimanfaatkan  akan  sangat  tergantung  dari 
potensi  dan  daya  saing  komoditi  ekspor  In- 
donesia dan  kebijakan  pengembangan  eks- 
por yang  dilakukan  oleh  pemerintah. 

Dalam  rangka  ini,  kebijakan  ekspor  In- 
donesia yang  tepat  untuk  menghadapi  per- 
kembangan Uni-Eropa  perlu  dibahas  dan  di- 
rumuskan  sejak  dini.  Pada  satu  pihak,  kebi- 
jakan ini  sangat  penting  artinya  untuk  dapat 
meningkatkan  daya  saing  komoditi  ekspor 
Indonesia  secara  keseluruhan.  Sedangkan  di 
pihak  lain,  hal  ini  juga  sangat  penting  arti- 
nya untuk  dapat  menyiapkan  perekonomian 
nasional  dalam  menghadapi  perubahan-pe- 
rubahan  yang  dapat  muncul  sebagai  akibat 
dari  pembentukan  Uni-Eropa. 
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Melanjutkan  Deregulasi  Sektor  Riil 

Kebijakan  deregulasi  telah  dilakukan 
oleh  Pemerintah  Indonesia  sejak  pertengah- 
an  tahun  delapanpuluhan  dalam  rangka  me- 
ningkatkan  daya  saing  komoditi  ekspor  In- 
donesia di  pasaran  internasional.  Kebijakan 
deregulasi  tersebut  terutama  dilakukan  da- 
lam sektor  moneter,  perdagangan  dan  ang- 
kutan  serta  kegiatan  investasi,  baik  pena- 
naman  modal  dalam  negeri  maupun  luar  ne- 
geri.  Kebijakan  deregulasi  tersebut  akan 
mempengaruhi  sektor  riil  (produksi)  secara 
tidak  langsung,  yaitu  melalui  aspek  perizin- 
an,  pendanaan,  pemasaran  dan  angkutan. 
Sedangkan  kebijakan  deregulasi  yang  lang- 
sung berhubungan  dengan  sektor  produksi, 
sebegitu  jauh  kelihatannya  masih  belum  ba- 
nyak  dilakukan. 

Karena  itu,  dalam  rangka  meningkatkan 
daya  saing  komoditi  ekspor  Indonesia  di  pa- 
saran internasional,  khususnya  di  negara-ne- 
gara  anggota  ME,  maka  kebijakan  deregula- 
si perlu  terus  dilanjutkan  dengan  penekanan 
pada  sektor  riil  (produksi).  Sasaran  utama 
dalam  hal  ini  adalah  mendorong  peningkat- 
an  efisiensi  produksi  melalui  pengembangan 
teknologi  dan  manajemen  produksi.  Di  sam- 
ping  itu,  melalui  pengembangan  teknologi, 
akan  dapat  pula  ditingkatkan  kualitas  pro- 
duk  lama  atau  diciptakan  produk-produk 
baru.  Hal  ini  sangat  pcnting  artinya  guna 
meningkatkan  daya  saing  di  pasaran  atau 
untuk  mcnciptakan  pasar  baru  scsuai  de- 
ngan pcrkcmbangan  kcbiifiihan  masyarakat. 

Kebijakan  deregulasi  sckior  riil  pcrlu  di- 
lakukan tidak  hanya  mcnyangkut  dengan 
barang  jadi  atau  barang  konsumsi.  ictapi 
juga  meliputi  produk-prcxiuk  bahan  baku. 
Hal  ini  pcrlu  dilakiiknn  mcngingat  (ingkal 
pcrlindungan  cfcktif  f/^/frcfivr  Ratr  of  Pro 
tection)  ma.sih  sangat  tinggi  dibandingkan 


dengan  besarnya  bea  masuk  nominal.  Ke- 
adaan  ini  lerjadi  karena  baik  inpui  maupun 
output  dikenakan  pcrlindungan  melalui  bea 
masuk  sehingga  dampaknya  menjadi  ber- 
kumulatif,  yang  pada  akhirnya  membawa 
pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap  harga 
jual  produk. 

Tidak  dapat  disangkal  bahwa  deregulasi 
sektor  riil  tersebut  pcHu  dilakukan  secara 
bertahap  karena  kenyataan  mcnunjukkan 
bahwa  daya  saing  industri  Indonesia  masih 
sangat  bervariasi.  Dalam  hal  ini,  deregulasi 
dalam  waktu  dekat  perlu  diarahkan  pada 
sektor-sektor  yang  produknya  sudah  mampu 
bersaing  di  pasaran  internasional,  sepeni 
tekstil,  pakaian  jadi,  barang- barang  dari 
kayu  dan  barang-barang  dari  karet.  Sedang- 
kan sektor-sektor  yang  produknya  masih  be- 
lum mampu  bersaing,  untuk  sementara  pcr- 
lindungan akan  masih  dipcrlukan  walaupun 
dengan  tingkat  yang  sudah  lebih  rendah  di- 
bandingkan sebelumnya. 

Mengingat  Indonesia  adalah  merupakan 
anggota  dan  terlibat  aktif  dalam  kerja  sama 
dengan  berbagai  badan  internasional,  maka 
dalam  melakukan  deregulasi  sektor  riil  icrsc^ 
but,  khususnya  dalam  bentuk  pengurangan 
bea  masuk,  kebijakan  harus  disesuaikan  de- 
ngan kesepakatan-kesepakatan  internasional 
yang  telah  disetujui  oleh  Indonesia.  Hal  ini 
sangat  pcnting  artinya  dalam  menjaga  posisi 
Indonesia  dalam  hubungan  politik  dan  cko- 
nomi  di  dnnia  intfrnasional. 

Pertama.  kcscpakatan  pclaksanaan 
ASHAN  f-'rvt'  I'radc  Arra  yang  (clah  disoiu- 
jui  dalam  Konpcrcnsi  Tingkat  Tmgji:i  (KTT) 
ASr.AN  IV  di  Singapura  tanggal  Jf 
nuari  1992  yang  telah  niulai  ditcrapkan  se- 
cara formal  scjak  tanggal  1  Januan  1993 
yang  lain.  Dalam  hal  ini.  pcr»nividan  perda- 
gangan hchfls  dilakukan  melalui  pcnurunan 
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bea  masuk  secara  bersama  dan  bertahap  de- 
ngan  skema  yang  disebut  sebagai  Common 
Effective  Preferential  Tariff  (CEPT).  Me- 
lalui  kebijakan  ini,  perdagangan  bebas  se- 
cara menyelunih  di  kalangan  negara-negara 
ASEAN  baru  akan  dapat  diwujudkan  dalam 
jangka  waktu  lima  belas  tahun,  yaitu  sampai 
dengan  tahun  2008  mendatang.  Akan  tetapi, 
pada  Pertemuan  Tingkat  Menteri  ASEAN 
ke-26  tanggal  22-23  September  1994  yang 
lalu  telah  disepakati  pula  untuk  memperce- 
pat  jangka  waktu  pelaksanaan  AFTA  terse- 
but  menjadi  hanya  10  tahun,  yaitu  sampai 
dengan  tahun  2003  yang  akan  datang. 

Untuk  tahap  pertama  pelaksanaan 
AFTA  telah  ditetapkan  sebanyak  15  komo- 
diti  yang  termasuk^ke  dalam  skema  CEPT 
tersebut.  Di  samping  itu,  masing-masing 
negara  ASEAN  dapat  pula  mengajukan  Daf- 
tar  Pengecualian  (Exclusion  List)  bagi  ko- 
moditi-komoditi  yang  dianggap  masih  sensi- 
tif  dan  belum  mampu  bersaing  dalam  kon- 
disi  perdagangan  bebas.  Selanjutnya,  dila- 
kukan  pula  pembagian  komoditi  atas  dua 
kelompok  jadwal  penurunan  bea  masuk, 
biasa  (normal  track).  Barang-barang  yang 
peningkatan  daya  saingnya  memakan  waktu 
cukup  lama  dapat  dikelompokkan  kepada 
Jalur  Biasa.  Hanya  komoditi- komoditi  yang 
kondisi  persaingan  lebih  baik  dikelompok- 
kan Jalur  Cepat.  Rencana  penurunan  bea 
masuk  yang  demikian  dihasilkan  melalui 
suatu  negosiasi  yang  cukup  alot  dengan  ne- 
gara-negara ASEAN  lainnya. 

Kedua,  kesepakatan  perdagangan  dalam 
kerangka  General  Agreement  on  Tariff  and 
Trade  (GATT)  yang  telah  dapat  dicapai  pa- 
da  bulan  April  1994,  dengan  berhasilnya  di- 
laksanakan  proses  negosiasi  yang  cukup 
panjang  dalam  Putaran  Uruguay.  Sama  hal- 
nya  dengan  AFTA,  sasaran  utama  kesepa- 
katan ini  adalah  untuk  mewujudkan  perda- 


gangan bebas  (free  trade)  menyelunih  untuk 
seluruh  dunia  secara  bertahap  melalui  p^- 
ngurangan  hambatan  bea  masuk  dan  ham- 
batan  perdagangan  lainnya.  Kesepakatan 
GATT  tersebut  dilaksanakan  mulai  tanggal 
1  Januari  1995.  Sedangkan  untuk  melaku- 
kan  pengawasan  terhadap  pelaksanaannya, 
pada  tanggal  tersebut  telah  dibentuk  pula 
suatu  lembaga  internasional  bernama  Or- 
ganisasi  Perdagangan  Dunia  (World  Trade 
Organization)  berkedudukan  di  Geneva. 

Ketiga,  kesepakatan  Bogor  tentang  pe- 
laksanaan perdagangan  bebas  di  kalangan 
negara-negara  anggota  Kerja  Sama  Ekono- 
mi  Asia  Pasifik  (APEQ.  Dalam  hal  ini  telah 
disepakati  untuk  menghilangkan  hambatan- 
hambatan  perdagangan  secara  bertahap  se- 
hingga  akan  terwujud  kondisi  perdagangan 
bebas  di  kalangan  Negara  Industri  Maju 
(NIM)  sampai  dengan  tahun  2010,  sedang- 
kan untuk  Negara  Sedang  Berkembang 
(NSB)  pada  tahun  2020.  Namun  demikian, 
rencana  dan  jadwal  penurunan  bea  masuk 
yang  konkret  menurut  jenis  komoditi  sebe- 
gitu  jauh  masih  menunggu  rapat  teknis  pada 
tingkat  menteri. 


Pengembangan  Teknologi  Produksi 

Pengembangan  teknologi  produksi  jelas 
merupakan  unsur  yang  sangat  penting  dalam 
meningkatkan  daya  saing  suatu  produk. 
Pada  satu  pihak,  melalui  pengembangan 
teknologi  akan  dapat  dilakukan  peningkatan 
efisiensi  produksi  sehingga  biaya  produksi 
rata- rata  akan  dapat  ditekan.  Dengan  demi- 
kian, daya  saing  produk  yang  bersangkutan 
akan  dapat  pula  ditingkatkan.  Sedangkan  di 
pihak  lain,  pengembangan  teknologi  akan 
dapat  pula  mengusahakan  terwujudnya  pe- 
nemuan  produk- produk  baru  sesuai  dengan 
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kebutuhan  masyarakat  dan  mempunyai 
daya  saing  yang  tinggi.  Dalam  hal  ini,  pe- 
ngembangan  teknologi  dilakukan  melalui 
penciptaan  inovasi  baru  dengan  mengguna- 
kan  perkembangan  Ilmu  Pengetahuan  dan 
Teknologi  (IPTEK)  yang  ada  serta  memper- 
hatikan  perkembangan  permintaan  pasar. 
Dengan  demikian  peranan  penelitian  dan  pe- 
ngembangan  (Research  and  Development) 
dalam  hal  ini  akan  memegang  peranan  sa- 
ngat  penting.  Dalam  rangka  ini  perlu  dikem- 
bangkan  hQbtxdiTpdi  Pusat  Aplikasi  Teknologi 
dan  Pengembangan  Bisnis  di  setiap  propinsi 
yang  akan  mempertemukan  para  pengusaha 
dan  ilmuan  (teknisi)  dalam  mewujudkan 
produk-produk  baru  sesuai  dengan  permin- 
taan pasar. 

Dalam  pemilihan  jenis  teknologi  yang 
akan  digunakan,  prinsip  efisiensi  perlu  se- 
lalu  dijadikan  sebagai  dasar.  Ini  berarti 
bahwa  jenis  teknologi  yang  akan  digunakan 
haruslah  dapat  memberikan  manfaat  yang 
lebih  besar  dari  biaya  yang  harus  dikeluar- 
kan  untuk  menggunakan  teknologi  tersebut. 
Dengan  kata  lain,  pemilihan  teknologi  yang 
akan  digunakan  tidak  hanya  didasarkan  atas 
besarnya  Nilai  Tambah  (value-added)  yang 
dapat  diberikan  oleh  suatu  produk,  tetapi 
juga  mempertimbangkan  Tambahan  Biaya 
(additional-cost)  yang  harus  dikeluarkan  da- 
lam penerapan  teknologi  tersebut. 

Untuk  dapat  mendorong  proses  pengem- 
bangan teknologi  tersebut,  maka  pcnycdiaan 
dana  untuk  kcpcriuan  I'cnclitian  dan  Pe- 
ngembangan (Research  and  Development) 
perlu  ditingkatkan  dalam  jumlah  yang  mcs 
madai.  Dcwa.sa  ini  alokasi  dana  untuk  kc- 
giatan  ini  di  Indonesia  masih  sangal  kccil. 
yaitu  di  bawah  1%  dari  nilai  pcndapatan  nn- 
sional.  Sedangkan  ncgnra-ncgara  ASf-AN 
lainnya  scpcrfi  Filipina.  Malaysia  dan  Thai- 
land yang  kondisi  ckonominya  hampir  sama 


dengan  Indonesia  telah  mempunyai  porsi 
alokasi  dana  yang  lebih  besar  dari  persentase 
tersebut. 

Sejalan  dengan  hal  tersebut,  perlu  pula 
diusahakan  agar  balas  jasa  bagi  seorang  F>e- 
neliti  dapat  lebih  diperbesar  sehingga  gairah 
para  peneliti  dan  ilmuan  dalam  melakukan 
penelitian  akan  dapat  pula  ditingkatkan.  Se- 
lanjutnya,  perlu  pula  diusahakan  agar 
Undang-undang  Hak  Cipta  yang  baru  saja 
dikeluarkan  oleh  pemerintah  dapat  pula  di- 
laksanakan  secara  baik  dan  konsekuen. 


Penetrasi  Pasar  Uni-Eropa 

Komoditi  ekspor  andalan  Indonesia,  se- 
perti  tekstil,  pakaian  jadi,  kayu  lapis  dan 
'komoditi  lainnya  sejak  beberapa  tahun  yang 
lalu  telah  mulai  memasuki  pasaran  negara- 
negara  Uni-Eropa.  Di  samping  itu,  nilai  eks- 
por yang  telah  dapat  dilakukan  juga  cukup 
besar  dan  meningkat  cukup  cepat.  Namun 
demikian  secara  umum  keberadaan  komodi- 
ti ekspor  Indonesia  tersebut  di  pasaran  ne- 
gara-negara  Eropa  masih  relatif  baru.  Kare- 
na  itu,  kebijakan  untuk  melakukan  penetrasi 
pasar  perlu  dilakukan  secara  lebih  iniensif 
agar  pangsa  pasar  yang  dapat  dikuasai  men- 
jadi  lebih  besar.  Kebijakan  tersebut  dapat 
dilakukan  oleh  pengusaha  sendiri  sesuai  de- 
ngan kondisi  dan  keniampuannya.  Pemerin- 
tah dalam  hal  ini  hanyalah  borsifai  mcm- 
bantu  dan  mendorong  melalui  penciptaan 
kondisi  yang  dapai  mcrangsang  [vngcm- 
bangan  kcgialan  tcrscbui. 

nalain  rangka  ini.  kcgiatan  promosi  ko- 
moditi ekspor  Indonesia  di  ncpara-ncgara 
anggola  Uni  l-ropa.  baik  mclahii  media  cc- 
lak  tnaupuji  cicktronik  perlu  fcnis  ditingkat- 
kan. Sejalan  dengan  kcgiatan  tersebut.  ke- 
ikulsertaan  Indonesia  dalam  pameran  da- 
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gang  yang  dilakukan  pada  negara-negara 
Uni-Eropa  juga  perlu  diteruskan  dan  diting- 
katkan  guna  lebih  memperkenalkan  produk- 
produk  buatan  Indonesia  kepada  calon  kon- 
sumen.  Sementara  itu,  kunjungan  dan  kon- 
tak  dagang  dengan  para  pengusaha  di  Eropa 
perlu  pula  diperbanyak. 

Dalam  menghadapi  masyarakat  dengan 
ekonomi  maju  seperti  Eropa,  usaha-usaha 
untuk  melakukan  penetrasi  pasar  bukanlah 
hal  yang  mudah.  Tingkat  persaingan  telah 
sangat  tajam,  sehingga  eksportir  Indonesia 
yang  umumnya  kecil  dan  lemah  akan  menga- 
lami  kesulitan  yang  cukup  besar  dalam  me- 
masuki  pasaran  Eropa.  Karena  itu,  para  pe- 
ngusaha Indonesia  perlu  pula  menjalin  kerja 
sama  dengan  perusahaan  atau  distributor 
yang  telah  lama  ada  dan  mempunyai  posisi 
yang  kuat  di  Eropa  guna  membantu  pema- 
saran  produk-produk  buatan  Indonesia.  Da- 
lam hal  ini,  perusahaan  dagang  dan  agen  dis- 
tributor dari  negeri  Belanda  yang  telah  lama 
terkenal  di  Eropa  dapat  dimanfaatkan  oleh 
pengusaha  Indonesia  untuk  meningkatkan 
kegiatan  pemasaran  produknya.  Malah  bila 
diperlukan,  perusahaan  Indonesia  dapat 
pula  melakukan  usaha  patungan  dengan  pe- 
rusahaan sejenis  di  negeri  Belanda  sehingga 
pemasaran  produk  ke  Eropa  menjadi  lebih 
mudah. 


Pengembangan  Fasilitas  Angkutan  Laut 

Angkutan  laut  merupakan  fasilitas  yang 
paling  banyak  digunakan  untuk  mengangkut 
komoditi  ekspor  Indonesia  ke  luar  negeri, 
termasuk  ke  negara-negara  Uni-Eropa.  Hal 
ini  disebabkan  jenis  fasilitas  angkutan  ini 
merupakan  alat  yang  paling  efektif  dan 
murah  karena  negara  mitra  dagang  Indo- 
nesia umumnya  dipisahkan  dengan  lautan 
dan  mempunyai  jarak  yang  cukup  jauh.  Di 


samping  itu,  dengan  menggunakan  fasilitas 
angkutan  ini,  jumlah  barang  yang  dapat  di- 
bawa  adalah  relatif  lebih  banyak  sehingga 
biaya  angkutan  per  unitnya  menjadi  lebih 
murah.  Dengan  demikian,  tersedianya  fasi- 
litas angkutan  laut  yang  memadai  merupa- 
kan salah  satu  faktor  utama  yang  memp&- 
ngaruhi  pengembangan  ekspor  Indonesia. 

Penyediaan  fasilitas  angkutan  laut  un- 
tuk keperluan  ekspor  di  Indonesia  sampai 
saat  ini  masih  sangat  terbatas.  Keadaan  ini 
menyebabkan  pelaksanaan  ekspor  Indonesia 
masih  terpaksa  dilakukan  berdasarkan  har- 
ga  free  on  board  (f.o.b.).  Ini  berarti  Indone- 
sia baru  mampu  menyediakan  fasilitas  ang- 
kutan ekspor  sampai  barang  berada  di  atas 
kapal  di  pelabuhan  tempat  pengiriman  ba- 
rang ke  luar  negeri.  Sedangkan  pengadaan 
fasilitas  angkutan  laut  menuju  tempat  im- 
portir  harus  dilakukan  dengan  mengguna- 
kan perusahaan  angkutan  luar  negeri. 

Keadaan  yang  demikian  menimbulkan 
permasalahan  yang  cukup  besar  bagi  Indo- 
nesia. Pada  satu  pihak,  keadaan  tersebut 
menyebabkan  kurang  lancarnya  kegiatan 
ekspor  karena  harus  menunggu  jadwal  kapal 
yang  datang  dari  luar  negeri.  Sedangkan  di 
pihak  lain,  hal  ini  juga  menyebabkan  sangat 
besarnya  jumlah  devisa  yang  digunakan  un- 
tuk pembayaran  jasa  angkutan  tersebut  yang 
merupakan  salah  satu  penyebab  masih  se- 
ringnya  nilai  Transaksi  Berjalan  (Current- 
Account)  dalam  Neraca  Pembayaran  In- 
donesia mengalami  defisit. 

Sebenarnya  bila  Indonesia  telah  mempu- 
nyai fasilitas  angkutan  laut  yang  memadai, 
pelaksanaan  ekspor  dapat  dilakukan  dengan 
kondisi  cost,  insurance  and  freight  (c.i.f.) 
yaitu  eksportir  menanggung  seluruh  biaya 
sampai  barang  berada  di  pelabuhan  tempat 
pembeli  di  luar  negeri.  Dengan  cara  demi- 
kian, maka  kelancaran  pengiriman  barang 
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akan  menjadi  lebih  terjamin,  karena  tidak 
harus  menunggu  jadwal  kedatangan  kapal 
dari  luar  negeri.  Keadaan  ini  selanjutnya 
akan  mendorong  pula  pengembangan  eks- 
por  Indonesia  secara  keseluruhan. 

Dalam  rangka  peningkatan  penyediaan 
fasilitas  angkutan  laut  ini,  kebijakan  ke  arah 
pengembangan  perusahaan  gaiangan  kapal 
yang  telah  ada,  baik  di  Jakarta  maupun  Su- 
rabaya, perlu  terus  ditingkatkan.  Sebegitu 
jauh,  karena  keterbatasan  modal  dan  tekno- 
logi  yang  dimiliki,  kelihatannya  kapal-kapal 
yang  diproduksi  oleh  gaiangan  kapal  terse- 
but  pada  umumnya  baru  berukuran  kecil  se- 
hingga  hanya  dapat  dimanfaatkan  untuk 
pengangkutan  dalam  negeri.  Karena  itu  da- 
lam rangka  meningkatkan  kemampuan  mo- 
dal dan  teknologi,  perlu  pula  diusahakan 
agar  perusahaan- perusahaan  gaiangan  kapal 
tersebut  dapat  melakukan  usaha  patungan 
(Joint-Venture)  dengan  perusahaan  gaiang- 
an kapal  besar  yang  banyak  terdapat  di  Jer- 
man  maupun  Belanda.  Dewasa  ini,  penga- 
turan  terhadap  Penanaman  Modal  Asing  di 
Indonesia  telah  diperlonggar  dengan  keluar- 
nya  PP.  20  Tahun  1994,  sehingga  usaha  pa- 
tungan dalam  usaha  gaiangan  kapal  telah  di- 
perbolehkan. 


Pengembangan  Kawasan  Berikat 

Pcmbentukan  kawasan  perdagangan  be- 
tas telah  scjak  lama  digunakan  Indonesia 
untuk  mendorong  pengembangan  ckspor  na- 
sional.  Kebijakan  ini  dimulai  dengan  mcncs 
tapkan  Pulau  Sabang  scbagai  kawasan  pcr- 
dagangan  bcbas  pada  pcrmulaan  tahnn  lu- 
juhpuliihan.  Kcmudian  tcrnynla  bahwa  pe- 
ngembangan kawasan  ini  tidak  bcgitu  hcr- 
ha.sil  sehingga  akhirnya  ditiiliip.  Scbagai 
pcngganti.  dikcmbangkan  pula  F'ulau  Bnlnni 
sebagai  kawasan  pcrdagangan  bcbas  yang 


baru  dengan  lokasi  yang  lebih  strategis  yaitu 
terletak  di  dekat  Singapura  yang  merupakan 
pusat  perdagangan  internasional  terbesar 
dan  jalur  lalu  lintas  paling  ramai  di  Asia 
Tenggara. 

Pengembangan  Batam  sebagai  kawasan 
perdagangan  bebas  kelihatannya  memberi- 
kan  hasil  cukup  mengagumkan.  Hal  ini  ter- 
lihat  dari  banyaknya  perusahaan  dalam  dan 
luar  negeri  yang  melakukan  penanaman  mo- 
dal di  kawasan  tersebut  untuk  mengembang- 
kan  kegiatan  produksi  yang  berorientasi  eks- 
por.  Sementara  itu,  arus  perdagangan  luar 
negeri  yang  dilakukan  melalui  kawasan  ini 
juga  meningkat  pesat.  Bahkan  Batam  dewa- 
sa ini  merupakan  daerah  pariwisata  yang 
banyak  dikunjungi  penduduk  Singapura. 

Sejalan  dengan  hal  tersebut,  pemerintah 
Indonesia  pada  Paket  Kebijaksanaan  6  Mei 
1986  (PAKEM)  juga  membuka  kemungkin- 
an  pembukaan  Kawasan  Berikat  (Bounded 
Zone)  di  beberapa  pelabuhan  ekspor  di  In- 
donesia. Kawasan  berikat  ini  pada  dasarnya 
adalah  suatu  tempat  yang  disediakan  dalam 
wilayah  pabean  di  mana  para  pengusaha  di- 
izinkan  membuka  pabrik  yang  produksinya 
semua  untuk  diekspor.  Keuntungan  yang  da- 
pat dinikmati  pengusaha  bila  mendirikan  pa- 
brik pada  kawasan  tersebut  adalah  bcniuk 
pembebasan  bea  masuk  untuk  bahan  baku 
yang  berasal  dari  impor.  Kebijakan  ini  .<ia- 
ngat  penting  artinya  untuk  dapat  mcnckan 
biaya  produksi  komoditi  ekspor  yang  selan- 
jutnya akan  dapat  pula  meningkatkan  daya 
saingnya  di  pasaran  internasional. 

Pengembangan  kawasan  berikat  tersebut 
semakin  didorong  oleh  jKnicriniah  dengan 
kcluarnya  Pakcf  Dcrcgulasi  10  Juni  199?  di 
inana  dipcrbolchkan  pihak  swasta  untuk 
mendirikan  Kawasan  Pntrrpot  Produksi  un- 
tuk Ptijuan  Ekspor  {VVTV) .  Scdangkan  lo 
kasinya  dapat  hcrada  di  dalam  atau  di  luar 
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kawasan  berikat  asalkan  keamanan  dan  ke- 
selamatannya  terjamin  serta  mudah  diawasi 
petugas  Bea  Cukai.  Selain  pembebasan  bea 
masuk  bahan  baku  dan  barang  modal,  paket 
ini  juga  memberikan  kesempatan  bagi  para 
investor  untuk  menikmati  pembebasan  Pa- 
jak  Penghasilan  (PPh)  dan  penangguhan 
pembayaran  Pajak  Pertambahan  Nilai 
(PPN). 

Dalam  rangka  pengembangan  ekspor  In- 
donesia, termasuk  untuk  kawasan  Uni- 
Eropa,  pengembangan  kawasan  perdagang- 
an  betas  dan  kawasan  berikat  akan  sangat 
penting  artinya.  Melalui  kebijakan  tersebut 
diharapkan  baik  modal  asing  maupun  modal 
dalam  negeri  yang  memproduksi  komoditi 
ekspor  dengan  menggunakan  banyak  bahan 
baku  impor  akan  dapat  dikembangkan  pada 
masing-masing  kawasan  tersebut.  Untuk  ini, 
penyediaan  prasarana  dan  saran  pada  kawa- 
san tersebut  perlu  terns  dikembangkan  guna 
mendorong  kegiatan  produksi  secara  lebih 
efisien.  Di  samping  itu,  perlu  pula  terus  di- 
usahakan  agar  iklim  investasi  pada  kawasan 
tersebut  semakin  baik  sehingga  dapat  me- 
rangsang  para  investor  untuk  meningkatkan 
kegiatan  penanaman  modal  pada  usaha  yang 
berorientasi  ekspor. 


Kesimpulan 

Ekspor  non  migas  Indonesia  ke  negara- 
negara  Uni-Eropa  dalam  periode  1985-1993 
ternyata  berkembang  cukup  pesat.  Pening- 
katan  permintaan  tersebut  timbul  sebagai 
hasil  dari  pertumbuhan  ekonomi  negara- 
negara  anggota  ME  yang  semakin  membaik. 
Di  samping  itu,  daya  saing  beberapa  komo- 


diti ekspor  andalan  Indonesia  sendiri  juga 
telah  mulai  menguat  sehingga  mampu  me- 
masuki  dan  bertahan  di  pasaran  Eropa. 

Pelaksanaan  Pasar  Tunggal  Eropa  sebe- 
gitu  jauh  ternyata  tidaklah  menimbulkan 
dampak  negatif  terhadap  perkembangan 
ekspor  Indonesia  ke  negara-negara  Masyara- 
kat  Eropa.  Bahkan  ada  tendensi  bahwa  eks- 
por Indonesia  ke  Masyarakat  Eropa  akan 
terns  meningkat  di  masa  mendatang.  Per- 
luasan  pasar  sebagai  hasil  dari  penyatuan 
Eropa  serta  peningkatan  daya  saing  komo- 
diti ekspor  Indonesia  merupakan  dua  faktor 
utama  yang  mendorong  pengembangan  eks- 
por tersebut. 

Dalam  rangka  pengembangan  ekspor  In- 
donesia ke  negara-negara  Uni-Eropa,  selu- 
ruh  kebijakan  perlu  di  arahkan  pada  usaha- 
usaha  peningkatan  daya  saing  produk  buat- 
an  Indonesia  di  pasaran  negara-negara  Uni- 
Eropa.  Dalam  rangka  tersebut,  terdapat  be- 
berapa alternatif  kebijakan  yang  dapat  di- 
laksanakan  oleh  pemerintah  Indonesia.  Per- 
tama,  terus  melanjutkan  kebijakan  deregu- 
lasi  dengan  menitikberatkan  pada  sektor  riil 
(produksi).  Kedua,  pengembangan  teknologi 
produksi  dalam  rangka  meningkatkan  kuali- 
tas  produk  dan  efisiensi  proses  produksi.  Ke- 
tiga,  meningkatkan  usaha-usaha  penetrasi 
pasar  melalui  kegiatan  promosi  dan  kerja 
sama  dagang  dengan  perusahaan  di  Eropa. 
Keempat,  pengembangan  fasilitas  transpor- 
tasi  laut  guna  memperlancar  pengangkutan 
komoditi  ekspor  Indonesia  dan  sekaligus  un- 
tuk menekan  ongkos  angkut.  Kelima,  pe- 
ngembangan kawasan  berikat  dan  kawasan 
perdagangan  bebas  guna  menekan  biaya 
produksi  komoditi  ekspor  yang  bahan  baku- 
nya  sebagian  besar  berasal  dari  impor. 
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Lampiran  1 
METODE  PROYEKSI  EKSPOR 


Metode  proyeksi  yang  digunakan  pada  prinsipnya  adalah  dcngan  mcnggunakan  teknik  Re^resi Berganda (Multi- 
ple Regression).  Dalam  hal  ini.  pcrsamaan  yang  dijadikan  dasar  regresi  adalah  apa  yang  dikcnaJ  scbagai  Persamaan 
Permintaan  Ekspor  (Export  Demand  Function)  dcngan  mcmasukkan  dua  variabcl  bcbas  utama,  yaiiu:  (a)  Penda- 
patan Nasional  Bruto  (PNB)  per  kapita;  dan  (b)  proporsi  ekspor  Indonesia  di  Uni-Eropa.  Dcngan  dcmikian.  pcrsa- 
maan regresi  yang  dihitung  adalah  scbagai  berikut: 

log  E^  =  a  +  b  log(Y /P^  -I-  c  log(E /M^  (1) 

di  mana  variabcl  E^  menunjukkan  nilai  ekspor  Indonesia  pada  tahun  t,  Y  pendapatan  nasional  negara  pengimpor, 
P^  jumlah  penduduk  negara  pengimpor  dan  seluruh  impor  dari  negara  mitra  dagang.  Kocfisicnsi  b  dan  c  masing- 
roasing  menunjukkan  elastisitas  pendapatan  dan  tingkat  persaingan.  Sedangkan  a  adalah  konstanta. 

Unsur  PNB  per  kapita  dijadikan  scbagai  salah  satu  unsur  penentu  mengingat  permintaan  akan  ekspor  sangat 
ditentukan  oleh  perkembangan  ekonomi  nasional.  Ini  berarti  bahwa  permintaan  akan  komoditi  ekspor  Indonesia 
akan  meningkat  bilamana  perekonomian  nasional  negara-ncgara  anggota  Uni-Eropa  bcrkembang  baik,  dan 
dcmikian  pula  sebaliknya.  Sedangkan  proporsi  eks|>or  Indonesia  pada  dasarnya  melambangkan  pangsa  pasar  >-ang 
dapat  dikuasai  yang  memperlihatkan  pula  tingkat  persaingan  yang  ada  di  pasaran.  Tingkat  persaingan  dikaiakan 
tinggi  bilamana  pangsa  pasar  yang  dikuasai  adalah  relatif  kecil,  dan  dcmikian  pula  sebaliknya. 

Karena  pcrsamaan  regresi  adalah  dalam  bentuk  fungsi  logaritma  ganda,  kocfisien  regresi  yang  dihasilkan  dapat 
diartikan  scbagai  kocfisien  elastisitas,  kecuali  untuk  konstanta.  (intercept).  Kocfisien  yang  menghubungkan  antara 
nilai  eksf>or  dan  PNB  per  kapita  dapat  diartikan  scbagai  elastisitas  pendapatan  yang  menunjukkan  proscntasc  peru- 
bahan  ekspor  akibat  perubahan  PNB  per  kapita.  Sedangkan  kocfisien  yang  menghubungkan  antara  nilai  ekspor  de- 
ngan  kontribusi  ekspor  Indonesia  di  masing-masing  negara  mitra  dagang  dapat  diartikan  scbagai  elastisitas  per- 
saingan yang  menunjukkan  pengaruh  tingkat  persaingan  terhadap  perkembangan  ekspor  Indonesia.  Penafsiran  ini 
dilakukan  sesuai  dcngan  prinsip-prinsip  yang  berlaku  dalam  Tcori  Ekonomi  Mikro. 

Dcngan  mcnggunakan  data-data  dari  tahun  1985-1992,  maka  hasil  regresi  untuk  bebcrapa  ncgara  miira  dagang 
utama  adalah  scperti  tcrlihat  pada  Tabcl  L.l.  Di  sini  terlihat  bahwa  sebagian  besar  dari  hasil  regresi  tcrsehut  adalah 
baik  yang  tcrlihat  dari  nilai  kocfisien  determinasi  yang  berada  sckitar95^.  Di  .samping  ilu,  terlihat  pula  Nahwa  nilai 
t  hitung  umumnya  berada  di  atas  dua  yang  berarti  mempunyai  tingkat  kcpcrcayaan  99«^.  Ini  berani  hahwa  kocfi- 
sien ha.sil  regresi  tcrscbut  dapat  dipcrcaya  dan  digunakan  scbagai  dasar  untuk  mclakukan  pro>Tk.<ii. 

Dcngan  tclah  dipcrolchnya  hasil  regresi  pcrsamaan(  I)  schaguimnnn  dipcrlihaikan  olch  Tabcl  II.  maka  proyckw 
nilai  ekspor  untuk  masa  yang  akan  datang  dapat  dilakukan  dcngnn  mcnggunakan  pcrsamaan  berikut: 

E^^  «  E  (1  -HCbyKl"  (2) 

dl  mana  y  adalah  laju  pcrlumbuhan  pendapatan  per  kapita  ncgara  mitra  dagang  Indonesia  pada  pcriodc  >'ati|t  bcr- 
sangkutan  dan  adalah  pcrirxlc  proyeksi.  Kocfisien  b  dan  i-  dimasiikkan  dalam  iviAamaan  (?)  jnina  lunit  mcmprrtim 
bangkan  unsur  unsur  pcn<lapatan  dan  jxrsaingatj  kc  dalam  i>crkiraan  ptovrksi  rksp<M  Indonesia  Pada  daMiiTi>'a 
elastisitas  pendapatan  akan  mrmpunyai  {x-ngaruh  posjiif  terhadap  nilai  cksp<n  katrna  pcningkatan  pcrxlapatan  na- 
sional per  kapita  akan  mrninKkalkan  daya  hrli.  Scdanitkan  elastisitas  persaingan  mcmpsmvai  pcnganih  positif  ter- 
hadap proyeksi  nilai  ekspor  karena  persaingan  yang  (ajam  akan  ccndcrwng  mcnjiutangi  konamp^ian  komoditi  eks- 
por Indonesia  untuk  mcnguasai  pa.sar  luar  nrgcri. 
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Tabel  L.l 

HASIL  REGRESI  FUNG^I  PERMINTAAN  EKSPOR  INDONESIA 
MENURUT  NEGARA  MASYARAKAT  EROPA  1985-1992 


Negara  Mitra  Konstanta  Elastisitas  Elastisitas  Koefisien 

Dagang  Pendapatan  Persaingan  Determinasi 


Belanda 

0,414 

0,927 

0,667 

0,991 

(14,3 /3j 

Belgia* 

2,665 

0,659 

1,179 

0,995 

Denmark 

5,403 

0,083 

1,205 

0,998 

Inggris 

-2,991 

1,433 

0,119 

0,611 

Irlandia 

3.969 

0,212 

1,193 

0,998 

iiaiia 

7  cm 

0  686 

0,911 

0,990 

(11.381) 

(10,120) 

Jerman 

3,905 

0,773 

1,650 

0,980 

(4,114) 

(4,080) 

Perancis 

0,524 

1,052 

0,895 

0,997 

(7,616) 

(8.918) 

Portugal 

0,790 

1,040 

1,088 

0,987 

(11,227) 

(13,292) 

Spanyol 

-0,160 

1,118 

0,797 

0,996 

(20,625) 

(9,504) 

Yunani 

0,322 

1,101 

1,063 

0,993 

(6,200) 

(16.686) 

Catalan:   Angka  dalam  kurung  menunjukkan  nilai  t  hitung  untuk  derajat  kebebasan  (degree  of  freedom)  5. 


•tergabung  dengan  Luxembourg. 


Lampiran  2 

INDEKS  SPESIALISASI  PERDAGANGAN 

Indeks  Spesialisasi  Perdagangan  (Trade  Specialisation  Ratio  -  TSR)  dapat  digunakan  untuk  mengetahlii  kondisi 
relatif  daya  saing  suatu  komoditi  ekspor  pada  pasar  internasional  tertentu.  Indeks  ini  mula-mula  digunakan  oleh 
Kaneko  dan  Yanagi  pada  tahun  1988  dalam  membahas  daya  saing  komoditi  ekspor  dalam  hubungan  dengan 
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analisis  Product  Lif^Cycle.  Dalam  studi  ini.  Angka  TSR(0  ini  digunakan  untuk  memperkirakan  daya  saing  komo- 
diti  ekspor  Indonesia  tanpa  mengaitkan  dengan  analisis  Product  Life-Cycle.  Angka  TSR  ini  dapat  dihitung  dengan 
menggunakan  rumus  scdcrhana  bcrikut  ini: 

TRS(0    =  —   i=1.2  n 

E(0  +  M(0 

di  mana  E(0  dan  M(0  masing-masing  adalah  nilai  ekspor  dan  impor  untuk  komoditi  i.  Angka  indeks  TSIUO  akan 
bergerak  dari  - 1 ,0  sampai  +  1 ,0. 

Bila  nilai  TRS(D  yang  diperoleh  adalah  bergerak  dari  0.1  -  0.  maka  indeks  ini  mcnunjukkan  bahwa  komodiu  ler- 
sebut  mempunyai  daya  saing  yang  cukup  kuat,  karena  ekspor  untuk  komoditi  yang  bcrsangkuian  melcbihi  impor. 
Nilai  trkstrem  1.0  akan  diperoleh  bilamana  negara  yang  bersangkutan  tidak  mempunyai  impor  untuk  komodiu  yang 
bcrsangkutan.  Sebaliknya.  bilamana  angka  TSR(0  yang  diperoleh  bergerak  dari  - 1 .0  sampai  0.  hal  ini  menunjukkan 
bahwa  komoditi  yang  bersangkutan  mempunyai  daya  saing  yang  lemah  karena  negara  yang  bcrsangkutan  mempu- 
nyai impor  yang  melebihi  ekspor  komoditi  yang  bersangkutan.  Nilai  ekstrem  -1.0  akan  diperoleh  bilamana  negara 
yang  bcrsangkutan  tidak  mempunyai  sama  sekali  ekspor  untuk  komoditi  yang  bersangkutan. 
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Peranan  Penilai  dalam  Mencegah 
Terjadinya  Kredit  Macet* 

Pande  Radja  Silalahi 


Pengantar 


MASALAH  kredit  macet  (bermasa- 
lah)  yang  melanda  sektor  per- 
bankan  dewasa  ini  sudah  merupa- 
kan  masalah  serius  yang  memerlukan  pena- 
nganan  yang  serius  pula. 

Masalah  ini  sebenarnya  sudah  lama  di- 
angkat  ke  permukaan.  Namun  karena  ber- 
bagai  hal,  seperti  masih  kuatnya  sikap  keter- 
tutupan  dari  para  pengelola  bank  dan  peme- 
rintah,  kurang  beraninya  fungsionaris  Per- 
banas  menguakkan  permasalahan  secara 
proporsional,  masalah  ini  kurang  mendapat 
perhatian. 

Sesudah  memperkirakan  bahwa  jumlah 
kredit  macet  (bermasalah)  telah  melarnpaui 
tingkat  yang  dianggap  wajar  dan  dikaitkan 
dengan  praktek  yang  menyangkut  aktivitas 
perbankan  dalam  beberapa  tahun  belakang- 
an  ini,  berbagai  macam  prakarsa  dan  tawar- 

♦Makalah  disampaikan  pada  Seminar  dan  Simpo- 
sium  Nasional  Jasa  Penilai  &  Konsultansi  Properti  yang 
diselenggarakan  PWI  Jaya,  Gracia  Hall,  Kanindo 
Plaza,  14  September  1994. 


an  pemikiran  bermunculan.  Prakarsa  dan 
tawaran  pemikiran  tersebut  ada  yang  berwu- 
jud  cara  menanggulangi  masalah  yang  telah 
terjadi  dan  tidak  jarang  tindakan-tindakan 
preventif  agar  masalah  yang  ada  tidak  men- 
jadi  bertambah  rumit  atau  masalah  yang 
sama  tidak  terulang  lagi  di  kemudian  hari. 

Salah  satu  tawaran  pemikiran  yang  di- 
lontarkan  baru-baru  ini  adalah  memfungsi- 
kan  Jasa  Penilai  untuk  mencegah  terjadinya 
kredit  bermasalah.  Secara  tentatif  dapat  di- 
katakan  bahwa  titik  tolak  tawaran  pemikir- 
an ini  adalah  dengan  memanfaatkan  jasa  pe- 
nilai semua  pihak  yang  memerlukan  penilai- 
an  atas  sesuatu  harta  tertentu  akan  menda- 
pat gambaran  atau  informasi  yang  baik  dan 
tepat,  sehingga  bila  timbul  permasalahan 
mereka  tidak  akan  menderita  kerugian  yang 
tidak  wajar. 

Secara  gamblang  dapat  dikatakan  bahwa 
keberhasilan  mengelola  usaha  bank  sangat 
ditentukan  oleh  ketepatan  dalam  penilaian 
dan  kegiatan  ini  merupakan  kegiatan  yang 
terus-menerus  dilakukan  oleh  bank.  Dengan 
demikian,  sejak  berdirinya  sesuatu  bank  hal 
yang  berkaitan  dengan  kegiatan  penilaian 
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pasti  mendapat  perhatian  khusus.  Kalau  de- 
mikian  halnya,  pada  tingkat  pertama  perlu 
dipertanyakan,  mengapa  timbiil  gagasan  un- 
tuk  mempersoalkan  peranan  jasa  penilai  da- 
lam  mencegah  kredit  bermasalah. 

Makalah  ini  tidak  berpretensi  menjawab 
secara  sempurna  pertanyaan  tersebut.  Yang 
akan  diuraikan  adalah  beberapa  hal  yang 
menyangkut  kegiatan  dan  keadaan  perbank- 
an  di  Indonesia  dengan  maksud  memperjelas 
di  mana,  bagaimana  jasa  penilai  dimanfaat- 
kan  bilamana  diperlukan. 

Digelarnya  masalah  yang  menyangkut 
Bapindo  mulai  beberapa  waktu  yang  lalu 
merupakan  awal  terungkapnya  secara  jelas 
borok  yang  sudah  lama  diderita  oleh  per- 
bankan  di  Indonesia.  Pada  saat  ini  sangat 
sulit  menyatakan,  yang  mana  bank  yang  be- 
nar-benar  sehat  atau  yang  mana  bank  yang 
benar-benar  dapat  dipercaya.  Yang  dapat  di- 
katakan  adalah  bahwa  sektor  perbankan  de- 
wasa  ini  tengah  sakit  dan  kalau  penyakit  ter- 
sebut tidak  diobati  dengan  cepat  maka  per- 
ekonomian  nasional  akan  terganggu,  pada- 
hal  terapinya  tidak  mudah  dan  memakan 
waktu  yang  mungkin  cukup  lama. 

Dengan  diterapkannya  deregulasi  dan  de- 
birokratisasi  di  bidang  perbankan  sejak  be- 
berapa tahun  yang  lalu,  sektor  ini  bergerak 
dengan  cepat  memanfaatkan  peluang  yang 
tersedia  dan/atau  tercipta.  Setelah  tindakan 
deregulasi  dan  debirokrasi  yang  dilakukan 
secara  beruntun  tersebut,  sektor  perbankan 
berhasil  mcngcrahkan  dan  mcnyalurkan 
dana  dari  dan  kc  masyarakat  dengan  per- 
tumbuhan  yang  cepat.  Scjalan  dengan  ini 
persaingan  antar  bank  scmakin  tajam  karc- 
na  di  satu  si.si  jumlah  hank  dan  kantor  bank 
meningkat  dengan  pcsat.  scdang  di  lain  sisi 
masing-masing  bank  bcrkcinginan  mcmnn- 
tapkan  posisinya  di  pasar(lihal  label  I). 


Kenyataan  menunjukkan  bahwa  dalam 
gerakan  yang  cepat  ini  beberapa  bank  ku- 
rang  atau  bahkan  tidak  memperhatikan 
arah,  kecepatan,  keteraturan  gerakannya 
dan  bahkan  sampai  tingkat  lertentu  tidak 
menyesuaikan  dirinya  dengan  kemampuan 
yang  dimilikinya  dalam  melakukan  suatu  ge- 
rakan tertentu. 

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa 
sampai  dengan  tahun  1993  yang  telu  sekitar 
91%  Pendapatan  Operasional  Perbankan 
berasal  dari  hasil  bunga.  Sedang  di  lain  pi- 
hak,  untuk  setiap  pemberian  kredit  sebesar 
Rp  1. 000,-  secara  rata- rata  bank  mampu 
menciptakan  laba  sebelum  pajak  hanya  se- 
besar sekitar  Rp  14,-  padahal  kita  mengeta- 
hui  bahwa  spread  yang  berlaku  dewasa  ini 
berada  di  sekitar  5%-7%. 

Data  ini  menunjukkan  bahwa  sektor  per- 
bankan masih  kurang  atau  bahkan  tidak  eO- 
sien  dewasa  ini,  dan  sampai  beberapa  tahun 
yang  akan  datang  nasibnya  masih  sangat  ter- 
gantung  kepada  kepiawaiannya  memperta- 
ruhkan  dana  yang  sebagian  terbesar  bukan 
miliknya  tetapi  milik  masyarakat.  Dengan 
gambaran  seperti  ini  berarti  manakala  ke- 
percayaan  masyarakat  kepada  bank  mcn- 
ciut,  pupus  atau  sirna,  maka  dampaknya  sa- 
ngat besar  bagi  para  pengelola  bank  dan  tcr- 
utama  bagi  perekonomian  nasional.  .Alas 
dasar  ini  dapat  dikatakan  bahwa  u<«ha  m<s 
mclihara  kepercayaan  masyarakat  kepada 
.sektor  perbankan  pcrlu  dipclihara  dan  di- 
tingkatkan  secara  terns- mcncrus. 

Di  k;il;uii.tan  dunia  usaha  scring  dikcmu- 
kakan  bahwa  bcrbisnis  berarti  hcrgumul  de- 
ngan rcsiko.  Pcrnyataan  ini  bcnar  adanya. 
Namun  dcmikian,  dalam  hcrgumul  dengan 
rcsiko  tersebut,  jKngciahuan  akan  bcsarnya 
rcsiko  dan  kemampuan  bcrgulat  dengan 
calculated  rixk  tersebut  pcrlu  dikctahui. 
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Tabel  1 


DANA  PERBANfKAN 
MENURUT  KELOMPOK  BANK 


1987 


1988 


1989 


1990 


1992 


1993         Juni  1994 


TAHUN 


PEMERINTAH 


-a—  SWASTA 


-B-  TOTAL 


DANA  PERBANKAN  MENURUT  KELOMPOK  BANK 


Kredit  Bank       Pengerahan       Kredit  Bank       Pengerahan  Total  Total  Penge- 

Pemerintah       Dana  Pem.  Swasta         Dana  Swasta         Kredit  rahan  Dana 


1987 

21.676 

18.111 

7.462 

8.040 

32.852 

29.331 

1988 

28.631 

22.527 

10.714 

11.167 

44.001 

37.510 

1989 

39.579 

29.731 

18.591 

29.657 

63.606 

54.376 

1990 

53.524 

40.638 

34.975 

33.951 

97.696 

83.156 

1991 

59.861 

41.813 

41.836 

43.142 

113.608 

95.118 

1992 

68.236 

52.600 

42.337 

51.079 

123.689 

114.850 

1993 

71.760 

61.683 

60.419 

67.395 

148.296 

141.946 

Juni  1994 

74.498 

60.604 

71.658 

73.467 

163.557 

147.526 

3^6 

Mengkaji  data  yang  tersedia  dapat  dika- 
takan  bahwa  para  pengelola  bank  di  Indone- 
sia tidak  ubahnya  bak  pemain  sirkus.  Bank- 
bank  yang  sebagian  terbesar  pendapatannya 
diperoleh  dari  pemberian  kredit  yang  berasal 
dari  dana  yang  dikerahkannya  dari  masya- 
rakat,  harus  mampu  mengatur  keseimbang- 
an  antara  perolehan  dana  yang  sebagian  ter- 
besar bersifat  jangka  pendek  dengan  pemi-' 
likan  dengan  jumlah  yang  terbatas  dengan 
kebutuhan  kredit  yang  cenderung  semakin 
bersifat  jangka  menengah  dan  panjang.  Ke- 
adaan  ini  dengan  sendirinya  membuat  per- 
bankan  di  tanah  air  sangat  rawan  terhadap 
perihal  likuiditas  dan  terkonsentrasi  ber- 
saing  memperebutkan  dana  dari  badan,  lem- 
baga  atau  perorangan  tertentu,  serta  ber- 
saing  keras  menyalurkan  dana  ke  bidang 
usaha  tertentu  dianggap  layak.  Kondisi  pa- 
sar  seperti  ini  menyebabkan  dalam  berbagai 
kesempatan  beberapa  pertiain  sirkus  tersebut 
melepaskan  jaring  pengaman  atau  sabuk  pe- 
ngamannya  agar  penampilannya  dapat  me- 
mukau. 

Besarnya  proporsi  pendapatan  dari 
bunga  dalam  perolehan  pendapatan  bank  di 
Indonesia  dengan  sendirinya  mengharuskan 
para  pengelola  perbankan  menilai  debitur- 
nya  dengan  hati-hati.  Dalam  dunia  perbank- 
an pada  lazimnya  penilaian  atas  debitur  di 
dasarkan  atas  lima  faktor  yang  dikenal  de- 
ngan 5C  yaitu  capital,  capability  (capacity), 
character,  collateral  dan  condition  of  eco- 
nomics. Kclima  faktor  ini  dalam  dirinya  ber- 
sifat dinamis  dan  faktor  yang  satu  dengan 
faktor  lainnya  scring  bcrkaiian.  Ini  mcnun- 
jukkan  bahwa  unfiik  mcncnlukan  scscorang 
atau  suatu  nasabah  dapat  dikatcgorikan  bo- 
nafit.  bukanlah  pekcrjaan  yang  mudah. 
Para  pengelola  bank  fidak  jarang  bcrhu- 
bungan  dengan  scscorang  yang  hchim  dikc- 
aal   scbclumnya   schingga   undik  menilai 
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character  dari  (calon)  nasabah  tersebut  me- 
reka  mengalami  kesulitan.  Menghadapi  ke- 
adaan  seperti  ini  referensi  menjadi  berperan. 
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa 
referensi  tidak  selalu  berakibat  negatif  bagi 
perbankan  bahkan  mungkin  dengan  referen- 
si banyak  hasil  positif  yang  dapat  diraih  oleh 
perbankan. 

Sampai  beberapa  tahun  yang  lalu  dan 
mungkin  sampai  saat  ini  di  kalangan  dunia 
usaha  dianut  tiga  macam  pembukuan  sesuai 
dengan  tujuannya,  yaitu  pembukuan  untuk 
perbankan,  pembukuan  untuk  perpajakan 
dan  pembukuan  untuk  pemilik  perusahaan. 
Kiranya  masih  segar  dalam  ingatan  kita, 
bahwa  di  masa  lalu  pemerintah  pernah  mem- 
beri  keringanan  tertentu  dalam  bidang  per- 
pajakan kepada  perusahaan  yang  memper- 
gunakan  tenaga  Akuntan  Publik  dalam 
mengaudit  penisahaannya.  Tetapi  apa  yang 
terjadi.  Sesudah  kebijakan  tersebut  berlang- 
sung  beberapa  tahun,  pemerintah  menghen- 
tikannya  dengan  alasan-alasan  tertentu.  Sa- 
lah  satu  alasan  yang  menonjol  adalah  karena 
character  dari  beberapa  Akuntan  Publik  sa- 
ngat menyimpang  dari  harapan  pemerintah 
(masyarakat).  Dalam  situasi  kelangkaan  te- 
naga Akuntan  Publik  pada  saat  iiu.  bebe- 
rapa Akuntan  Publik  justru  memperdagang- 
kan  jasanya  tanpa  didasarkan  kepada  ctika. 

Praktek  beberapa  Akuntan  Publik  terse- 
but menyebabkan  kcpercayaan  perusahaan 
kepada  akuntan  ciul  atau  bahkan  .sirna  dan 
scbagai  akibatnya  para  pengelola  pcnisaha- 
an  cenderung  mcmpcrgunakan  icnaganva 
scndiri  walaupun  untuk  itu  harus  mcmbayar 
Icbih  mahal. 

Dari  uraian  di  atas  kiranya  incniadi  jclas 
bahwa  penilaian  atas  collateral  hanya  mcru- 
pakan  salah  salu  faktor  dalam  menilai  layak 
lidaknya  pemberian  kredit.  Di  sisi  lain,  arti 
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kebenaran  dan/atau  ketepatan  atas  penilai- 
an  tersebut  akan  semakin  penting  manakala 
timbul  permasalahan. 

Dalam  praktek  perbankan,  pada  lazim- 
nya  besarnya  kredit  yang  diberikan  kepada 
nasabah  tidak  selalu  sama  dengan  jumlah 
yang  diminta  oleh  para  nasabah.  Di  samping 
itu,  jumlah  kredit  yang  disetujui  biasanya 
lebih  kecil  dari  harga  pasar  agunan  yang  di- 
ajukan  oleh  debitur.  Praktek  ini  diterapkan 
untuk  menghindari  kerugian  bilamana  nasa- 
bah tidak  dapat  menunaikan  kewajibannya 
kelak  di  kemudian  hari. 

Bila  nasabah  tidak  menunaikan  kewajib- 
annya, maka  langkah  yang  akan  ditempuh 
oleh  pihak  bank  seharusnya  adalah  menyita 
dan/atau  mencairkan  agunan.  Tetapi  kenya- 
taan  menunjukkan  bahwa  untuk  mencair- 
kan agunan  tersebut  pada  umumnya  sangat 
sulit  dan  memakan  waktu  yang  cukup  lama. 
Bank  Indonesia  telah  berusaha  keras  mem- 
percepat  prosesnya  dan  hal  ini  merupakan 
tindakan  yang  sangat  tepat.  Betapa  tidak. 
Bagi  pihak  perbankan  kelambatan  pencairan 
agunan  berarti  biaya  dan  kalau  hal  ini  tidak 
dapat  diatasi  dengan  baik  maka  para  penge- 
lola  bank  akan  cenderung  memberi  kredit 
dalam  jumlah  yang  jauh  lebih  kecil  dari 
harga  agunan  yang  diberikan  oleh  debitur. 

Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  untuk 
memperoleh  kredit,  banyak  di  antara  para 
debitur  yang  cenderung  menaikkan  harga 
dari  agunan  yang  diberikannya.  Kalau  demi- 
kian  halnya,  berarti  penilaian  yang  benar 
sangat  dibutuhkan  oleh  pihak  bank  dan  ma- 
syarakat  yang  menitipkan  dananya  pada 
bank.  Terjadinya  kasus  Bapindo- Golden 
Key  Group  menguakkan  beberapa  hal  yang 
menuntut  perhatian.  Dalam  kasus  tersebut 
tampaknya  praktek  mark-up  termasuk 
mark-up  atas  agunan  telah  dilakukan,  se- 


hingga  masalah  penilaian  atas  agunan  tampil 
ke  depan  atau  menjadi  sangat  menonjol.  Te- 
tapi kalau  dikaji  lebih  jauh,  dapat  dikatakan 
bahwa  yang  menjadi  persoalan  yang  paling 
utama  adalah  character.  Bapindo  yang  sebe- 
lumnya  dianggap  piawai  dalam  menyalur- 
kan  dana  yang  bersifat  jangka  panjang  un- 
tuk membiayai  perusahaan  industri  ternyata 
kebobolan  karena  dikelola  oleh  beberapa 
orang  yang  tidak  memiliki  character  yang 
baik. 

Kasus  Bapindo- Golden  Key  Group  dan 
kasus  Kanindo  yang  digelar  baru-baru  ini 
menunjukkan  bahwa  yang  paling  menentu- 
kan  adalah  character.  Dengan  demikian  usa- 
ha  yang  paling  mendesak  untuk  dilakukan 
adalah  membentuk  character  yang  dianggap 
baik.  Dari  pengalaman  selama  beberapa  ta- 
hun  belakangan  ini,  dapat  diketahui  dan/ 
atau  dirasakan  bahwa  tindakan  yang  men- 
ciptakan  (kegiatan)  perekonomian  semakin 
transparan  dalam  prosesnya  berhasil  menge- 
depankan  praktek- praktek  bisnis  yang  di- 
anggap menyimpang.  Dan  sebagai  hasil 
akhirnya,  transparansi  perekonomian  dapat 
berfungsi  membentuk  character  yang  sesuai 
dengan  harapan  masyarakat.  Atas  dasar  pe- 
mikiran  ini  dapat  dikatakan  bahwa  usaha 
menjadikan  perekonomian  Indonesia  dan 
praktek  bisnis  di  Indonesia  menjadi  semakin 
transparan  sangat  dibutuhkan. 

Sebagai  salah  satu  alternatif  untuk  men- 
cegah  timbulnya  kredit  macet  (bermasalah), 
ada  yang  mengemukakan,  dengan  cara  pe- 
makaian  jasa  penilai  yang  independen.  Se- 
cara  sepintas  usul  ini  sangat  menarik.  Na- 
mun  sebelum  sampai  kepada  kesimpulan  fi- 
nal berbagai  faktor  perlu  dipertimbangkan. 
Seperti  dijelaskan  sebelumnya,  penilaian 
yang  dilakukan  oleh  perbankan  kepada  (ca- 
lon)  nasabahnya  pada  umumnya  didasarkan 
atas  lima  faktor  dan  faktor  tersebut  saling 
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berkait  satu  sama  lain.  Dengan  demikian, 
pada  tingkat  pertama  perlu  dipertanyakan, 
apakah  jasa  penilai  yang  akan  ditawarkan 
meliputi  kelima  faktor  yang  dimaksudkan. 
Kalau  penilaian  yang  akan  ditawarkan  jasa 
penilai  hanya  meliputi  penilaian  atas  agu- 
nan,  apakah  kebenaran  penilaiannya  dapat 
menjamin  bahwa  kredit  macet(bermasalah) 
tidak  akan  terjadi.  Selanjutnya  bila  jasa  pe- 
nilai yang  dimaksudkan  meliputi  seluruh 
faktor  yang  dikemukakan,  bagaimana  cara- 
nya  menempatkannya  agar  tidak  bertentang- 
an  dengan  Undang-undang  No.  7  Tahun 
1992  (kerahasiaan  bank  dan  nasabah  bank). 

Memasuki  pasar  dan  memperkokoh  ke- 
dudukan  di  pasar  bagi  suatu  perusahaan 
adalah  pekerjaan  yang  sulit  apalagi  dalam 
situasi  persaingan  yang  semakin  tajam.  Ke- 
sulitan  semacam  ini  sering  menyebabkan 
para  pengusaha  gampang  tergoda  untuk  se- 
cara  bersama  meminta  bantuan  pihak  ketiga 
dengan  berbagai  dalih,  baik  dalih  yang  da- 
pat  diterima  akal  sehat  atau  bahkan  dengan 
dalih  yang  menyatakan  seekor  cecak  adalah 
seekor  aligator  yang  membahayakan,  untuk 
membukakan  pasar  baginya. 

Adalah  merupakan  suatu  kenyataan 
bahwa  tenaga  penilai  yang  dianggap  qua- 
lified di  Indonesia  sampai  saat  ini  masih 
langka.  Keadaan  ini  disebabkan  oleh  ber- 
bagai faktor,  seperti  belum  tersedianya  atau 
bclum  memadainya  lembaga-lembaga  yang 
dapat  mcmproduksi  tenaga  penilai  yang  se- 
suai  dengan  yang  dibutuhkan.  Dcwasa  ini 
ada  yang  beranggapan  bahwa  pcmcrinlah 
dan  masyarakat  bisnis  masih  mcnganggap 
jasa  penilai  tidak  bcgilu  pcnting.  Anggapan 
seperti  ini  fampaknya  kcliru.  Pcmikiran  lo 
gi.s  mcngajarkan.  bahwa  manakala  pcnawar 
jasa  penilai  masih  langka  scdang  pcrrninta- 
annya  mcningkat  dengan  ccpal  niaka  posisi 
tawar  para  penawar  jasa  pcfiilai  akiui  sema- 


kin kuat  dan  kalau  mereka  tidak  mendapat 
harga  yang  tepat,  pasti  telah  terjadi  sesuatu 
ketidakberesan. 

Menjual  mainan  anak-anak  di  dalam  dis- 
ko  atau  menyewakannya  kepada  mereka 
yang  belum  menikah  adalah  strategi  penjual- 
an  yang  kurang  dan/atau  tidak  tepat. 

Seperti  dikemukakan  sebelumnya,  aktivi- 
tas  sehari-hari  perbankan  dan  perusahaan 
asuransi  adalah  menilai.  Dalam  beberapa  ta- 
hun belakangan  ini  kegiatan  usaha  dalam 
kedua  bidang  ini  meningkat  cukup  pesat  dan 
sebagai  akibatnya,  secara  potensial  permin- 
taan  akan  tenaga  penilai  berkembang  de- 
ngan cepat  pula.  Bagi  perbankan  dan/atau 
asuransi  tersedia  pilihan,  memiliki  sendiri 
tenaga  penilai  atau  menyewanya.  Pertim- 
bangan  adalah  biaya  dan  manfaat  yang  di- 
hasilkan. 

Pada  tanggal  19  Mei  1994  yang  lalu.  Pre- 
siden  telah  menandatangani  PP  No.  20  Ta- 
hun 1994  tentang  Pemilikan  Saham  dalam 
Perusahaan  yang  didirikan  dalam  rangka  pe- 
nanaman  modal.  Peraturan  Pemerintah 
yang  diumumkan  pada  tanggal  2  Juni  1994 
mau  tidak  mau  harus  diperhitungkan  oleh 
mereka  yang  bergerak  dalam  jasa  penilai. 

Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  PP  No.  20 
Tahun  1994  ini  termasuk  peraturan  yang  sa- 
ngat  liberal  dan  kalau  dapai  dilaksanakan 
dengan  baik  (tanpa  hambaian  leknis  dan  bi- 
rokratis)  akan  dapat  mempcrccpai  dan  mem 
pcrdcras  arus  invcsiasi  asing  masuk  kc  Indo- 
nesia. Ma.salah  yang  akan  limbul  sebagai 
akibai  PP  ini  cukup  luas  dan  tidak  scdcr- 
hana. 

Scpcrii  dikctaluii.  sniah  satu  faktor  yang 
nicnjadikan  Pularan  Uruguay  hcrjaian  lam- 
bal  dan  pcnindingannya  <>angat  alot  adalah 
karcna  adanya  kecngganan  dari  ncgara  maju 
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melepaskan  industrinya  bersaing  secara  lang- 
sung  di  pasar  internasional.  Ketidaksiapan 
negara-negara  industri  maju  melakukan  re- 
stnikturisasi  industrinya  dan/atau  mengalih- 
kan  industrinya  yang  tidak  lagi  kompetitif, 
dalam  banyak  hal,  telah  menyebabkan  nega- 
ra-negara bersangkutan  melakukan  tindak- 
an  proteksi  dan  hal  ini  secara  jelas  terlihat 
dalam  bidang  produk  tekstil  dan  pakaian 
jadi. 

Dengan  PP  No.  20  Tahun  1994  sangat 
besar  kemungkinan  negara-negara  maju 
ataupun  pengusahanya  akan  melakukan  re- 
lokasi  industrinya  atau  kegiatan  bisnisnya  ke 
Indonesia  dan  melakukan  kegiatan  yang  ber- 
sifat  export  substitution.  Adanya  kecende- 
rungan  seperti  dengan  sendirinya  menyebab- 
kan mereka  yang  bergerak  di  bidang  jasa  pe- 
nilai  bagaikan  kena  stroom  aliran  listrik,  Be- 
tapa  tidak.  Berdasarkan  PP  No.  36  Tahun 
1977,  perusahaan  penilai  asing  dilarang  ber- 
operasi  di  Indonesia.  Yang  diperkenankan 
adalah  penasihat  teknik  asing  oleh  perusaha- 
an penilai  nasional. 

Dengan  diberlakukannya  PP  No.  20  Ta- 
hun 1994  perusahaan  penilai  nasional  akan 
berhadapan  secara  langsung  dengan  perusa- 
haan penilai  asing  yang  dianggap  lebih  su- 
perior. Gambaran  persaingan  ini  dilukiskan 
bagaikan  pertandingan  sepakbola  antara  ke^ 
sebelasan  amatir  dengan  kesebelasan  profe- 
sional  atau  bagaikan  pertandingan  tinju  an- 
tara juara  bertahan  kelas  ringan  melawan 
juara  kelas  berat. 

Pertandingan  tinju  atau  sepakbola  jelas 
berbeda  dengan  persaingan  dalam  dunia  bis- 
nis.  Untuk  menghindari  akibat  persaingan 
yang  tajam  dan/atau  untuk  menurunkan 
biaya  dalam  menghasilkan  sesuatu,  dalam 
dunia  bisnis  dikenal  istilah  strategic  alliance. 
Para  pengusaha  yang  bergerak  dalam  bidang 


jasa  penilai  tampaknya  perlu  melirik  ke  arah 
strategic  alliance  yang  dimaksudkan.  Tetapi 
sebelum  sampai  kepada  suatu  keputusan, 
analisa  SWOT  atas  usahanya  perlu  dilaku- 
kan  secara  baik.  Seperti  diketahui  bahwa  di 
antara  beberapa  faktor  yang  mendorong  in- 
vestor asing  menanamkan  modalnya  di  In- 
donesia adalah  kehmpahan  tenaga  kerja 
yang  relatif  murah  dan  kehmpahan  sumber 
alam.  Kalau  demikian  halnya,  kemungkinan 
tersisihnya  perusahaan  penilai  nasional  dari 
pasar  domestik  akan  suht,  apalagi  bila  peru- 
sahaan penilai  nasional  dapat  mengkombi- 
nasikan  tenaga  asing  yang  dianggap  lebi.h 
ahh  dengan  tenaga  penilai  nasional  yang 
harga  tenaganya  relatif  lebih  murah. 

Dalam  era  globalisasi  Pasca  GATT  1994 
perekonomian  dunia  telah  seolah  menjadi 
satu.  Persaingan  yang  akan  terjadi  bukan 
lagi  hanya  persaingan  antar  perusahaan  na- 
sional dengan  pengusaha  mancanegara  teta- 
pi sudah  mehputi  persaingan  antara  pengu- 
saha domestik  yang  di  dalamnya  unsur  inter- 
nasionalnya  telah  melebur. 

Ketakutan  menghadapi  persaingan  yang 
semakin  tajam  dapat  saja  menimbulkan  pe- 
mikiran  yang  bersifat  proteksionis  tumbuh 
dan  berkembang.  Namun  dalam  era  Pasca 
GATT  1994  pemikiran  seperti  ini  sudah  ter- 
tinggal  dan  semakin  tidak  mendapat  tempat 
lagi.  Yang  dibutuhkan  sekarang  adalah  ba- 
gaimana  caranya  memenangkan  persaingan 
melalui  peningkatan  efisiensi  tanpa  hams 
meninggalkan  etika  bisnis. 

Penutup 

Kredit  macet  (bermasalah)  dewasa  ini  te- 
lah menjadi  masalah  serius  di  Indonesia.  Da- 
ta terakhir  menunjukkan  bahwa  kepercaya- 
an  masyarakat  terhadap  sektor  perbankan 
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telah  berkurang  dan  kalau  keadaan  seperti 
ini  dibiarkan  berlarut-larut  maka  taruhan- 
nya  sangat  besar  karena  dapat  memacetkan 
roda  perputaran  perekonomian  nasional. 

Dari  berbagai  kasus  yang  terjadi  bela- 
kangan  ini  dapat  diketahui  bahwa  terjadinya 
kredit  macet  disebabkan  oleh  berbagai  hal 
dan  yang  terutama  adalah  character  dari 
para  pengelola  bank  dan  debitur  bank. 

Bagi  bank  agunan  dalam  bentuk  harta 
bergerak  dan  tidak  bergerak  adalah  penting 
dan  dengan  demikian  penilaian  yang  benar 
atas  harga  pasar  agunan  tersebut  penting 
pula.  Namun,  bagi  bank  agunan  tersebut 
akan  berarti  besar  manakala  terjadi  ketidak- 
beresan  atau  malah  tindakan  penyitaan  atau 
pencairan  agunan  tersebut  oleh  bank  adalah 
merupakan  upaya  terakhir. 

Kepedulian  masyarakat  terhadap  segala 
hal  yang  menyangkut  sektor  perbankan  sa- 
ngat beralasan  karena  dana  yang  diputar 
oleh  bank  sebagian  terbesar  berasal  dari 
masyarakat  dan  malah  sebagian  terbesar 


pendapatan  bank  berasal  dari  hasil  bunga. 

Melihat  kasus  perbankan  yang  terjadi  be- 
lakangan  ini  dapat  dikatakan  bahwa  penilai- 
an terhadap  debitur  tidak  dilakukan  sebagai- 
mana  mestinya.  Hal  ini  terjadi  bukan  sema- 
ta-mata  karena  ketidakmampuan  bank-bank 
melakukan  penilaian  atas  debitur,  tetapi  ter- 
utama karena  character  dari  pengelola  bank 
dan  debiturnya.  Dengan  demikian  masalah 
utama  yang  perlu  dibenahi  adalah  character. 
Etikq  bisnis  perlu  ditegakkan  dan  salah  saiu 
strategi  yang  dapat  diterapkan  adalah  men- 
jadikan  perekonomian  Indonesia  semakin 
transparan. 

Jasa  penilai  sangat  dibutuhkan  dalam  ke- 
giatan  perbankan.  Tetapi  walaupun  demi- 
kian hal  ini  tidak  lantas  berarti  bahwa  peru- 
sahaan  yang  bergerak  dalam  jasa  penilai  per- 
lu dilindungi  atau  diberikan  kapling  tenentu 
tanpa  memperhatikan  manfaat  yang  dapat 
diraih  daripadanya  dan  tanpa  menyesuaikan 
diri  dengan  tuntutan  globalisasi  atau  tun- 
tutan  yang  tidak  dapat  dihindari  sesudah 
Putaran  Uruguay  1994. 


Konfrontasi  Perdagangan 
AS-Jepang 

Bob  Widyahartono 


H UBUNGAN  bilateral  dalam  perda- 
gangan AS-Jepang  Pasca  Perang 
Dunia  II  tidaklah  selalu  berlang- 
sung  mulus.  Ini  karena  selama  kurun  waktu 
itu,  Jepang  menganggap  Amerika  sebagai  se- 
orang  kakak  yang  lebih  tua,  bahkan  sebagai 
sosok  ayah  (an  elder  brother,  even  a  father- 
figure),  demikian  antara  lain  Dr.  Tadahiro 
Sekimoto,  Wakil  Ketua  Keidanren  dan  Ke- 
tua  Dewan  Direksi  NEC  dalam  Agenda  for 
Global  Trade  (Mei  1995).  Seorang  negosia- 
tor  Jepang,  Noboru  Hatakeyama,  bekas 
asisten-menteri  MITI  untuk  urusan  interna- 
sional  dalam  The  Japanese  Market  Is  Not 
Closed  (Juni  1994)  mengungkapkan  bahwa 
sejak  awal  dekade  1970- an  Jepang  senantia- 
sa  menderita  tekanan  AS  ketika  Jepang  mu- 
lai  berada  dalam  taraf  menjadi  negara  maju. 
Sikap  mengalah  Jepang  di  masa  lalu  dan 
sampai  membuat  konsesi  ekonomi  ialah  ka- 
rena adanya  pengaturan  keamanan  (security 
arrangement)  dengan  AS  yang  sangat  pen- 
ting  (paramount  importance). 

Dalam  disput  tekstil  dan  semua  kasus 
friksi  perdagangan  yang  menyangkut  pro- 
duk  dan  sektor-sektor  bisnis  Jepang  selama 
itu,  AS-lah  yang  memperoleh  kemenangan 


dari  konsesi- konsesi  yang  dituntutnya.  Da- 
lam tahun  1971,  Presiden  Nixon  mengena- 
kan  bea  tambahan  yang  menyangkut  semua 
kategori  impor  (across- the  board  import  sur- 
charge), yang  ^ecara  khusus  dibuat  untuk 
menghalangi  impor  produk-produk  Jepang. 
Tindakan  ini  disusul  dengan  tindakan-tin- 
dakan  restriktif  atau  ancaman  atas  baja  khu- 
sus (specialty  steel),  televisi  berwarna,  besi 
dan  baja,  kendaraan  penumpang,  alat-alat 
mesin,  semi-conductor,  suku  cadang  kenda- 
raan bermotor,  telekomunikasi,  peralatan 
kedokteran,  sektor  keuangan,  produk  kulit 
dan  sebagainya. 

Hubungan  itu  makin  menunjukkan  ke- 
cenderungan  yang  merenggang  sejak  paruh 
kedua  dasawarsa  1980- an  yang  diakibatkan 
oleh  defisit  kembar  (twin  deficit)  yaitu  defi- 
sit  perdagangan  AS-Jepang  dan  defisit  ang- 
garan  federal.  Dalam  hubungan  bilateral  se- 
nantiasa  dirasakan  adanya  tekanan  AS  pada 
Jepang  untuk  mengikuti  kehendak  AS.  Te- 
kanan ini  dikenal  di  kalangan  bisnis,  politisi 
dan  akademisi  sebagai  "gaiatsu".  Pemerin- 
tah  AS  di  bawah  Presiden  Reagan  terus 
menghadapi  kesulitan  ekonomi  akibat  rong- 
rongan  defisit  kembar  itu.  la  menghadapi 
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kesulitan  untuk  mengatasinya  disebabkan 
oleh  subsidi  pemerintah,  anggaran  militer 
yang  tinggi,  teknologi  yang  tersaingi  oleh 
negara-negara  lain,  semakin  menguai  dan 
bertambahnya  negara-negara  yang  mampu 
menyaingi  AS  di  pasaran  internasional  dan 
domestik. 

Dalam  tahun  1985  atas  inisiatif  Presiden 
Reagan  dicapai  Persetujuan  Plaza  (Plaza 
Accord).  Waktu  itu  AS  setengahnya  memak- 
sa  kepada  negara-negara  sekutunya  untuk 
meningkatkan  pembelian  produk-produk 
AS  dan  mengurangi  ekspor  ke  AS,  dan  peng- 
gunaan  nilai  tukar  dolar  oleh  AS  untuk  me- 
ngurangi defisit  perdagangan  tersebut.  Seka- 
lipun  adanya  tekanan  untuk  mengapresiasi 
yen  terhadap  dolar  sebesar  60%  itu,  defisit 
perdagangan  AS-Jepang  bukannya  menu- 
run,  tetapi  justru  meningkat: 


DEFISIT  PERDAGANGAN  AS-JEPANG 
(dalam  Milyar  Dolar  AS) 


Tahun 

Jumlah 

1984 

33.6 

1985 

46,2 

1986 

55,0 

1987 

56.3 

1988 

51,8 

1989 

49,0 

1994 

65,6 

Sumbcr:    Kompas,  19  Mci  1994.  Dcfisil  ada  di  pihak 
AS. 


Pada  tahun  1985  $1  =  Yen  260,  dan  .scl(^ 
lah  .scpuluh  tahun  yailu  tahun  1994  $1:^ 
Yen  105  dan  sejak  tahun  1995  nilai  tukar  div 
lar  AS  turun  sccara  drasii.s  hingga  di  bnwah 
Yen  100  yang  waktu  itu  dischul  batas  psiko- 
logis,  pcrnah  mcncapai  Yen  80  dan  icrakhir 
ini  mcnjadi  Yen  81-83  (.luni  1995). 


Suatu  kejadian  yang  cukup  menarik  da- 
lam awal  tahun  I990-an  adalah  lindakan 
Presiden  Bush  ketika  di  dalam  kunjungan- 
nya  ke  Jepang  bulan  Januari  1992  membawa 
rombongan  eksekutif  puncak  induslri  mobil 
AS  yaitu  dari  GM,  Chrysler,  dan  Ford.  Ke- 
jadian yang  tak  terlupakan  oleh  ratusan  juia 
pemirsa  televisi  di  seluruh  dunia  adalah  keti- 
ka Bush  pingsan  di  tengah  jamuan  makan 
kenegaraan  yang  diselenggarakan  oleh  PM 
Kiichi  Miyazawa.  Kejadian  itu  seolah-olah 
menjadi  simbol  atau  perianda  dari  lemahnya 
kekuatan  adidaya  AS  serta  kalangan  industri 
otomotifnya. 

Berbagai  negosiasi  dilakukan  kedua  pi- 
hak secara  bilateral,  namun  ternyata  tidak 
tercapai  kesepakatan  terutama  dalam  sekior 
perdagangan  otomotif.  Amerika  mengambil 
prakarsa  untuk  mengadukan  keiidakjujuran 
dan  atau  ketertutupan  pasar  Jepang  untuk 
otomotif  kepada  Organisasi  Perdagangan 
Dunia  (WTO).  Jepang  pun  sesungguhnya 
sudah  jauh-jauh  had  siap  untuk  tindakan  se- 
rupa,  Kesepakatan  maksimal  yang  dapat  ter- 
capai sementara  ini  adalah  mempersiapkan 
negosiasi  baru  di  bawah  peradilan  WTO  di 
Jenewa  tanggal  12-13  Juni  1995.  Tanggal  ini 
adalah  babak  pertamanya,  sedangkan  AS 
mengusulkan  babak  kedua  dilanjutkan  sege- 
ra  setelah  KTT  G-7  yang  berlangsung  tang- 
gal 15  Juni  1995. 

Setiap  ncgara  sepcrti  .Amerika  maupun 
Jepang,  mempunyai  kcpcntingan  .sendiri  da- 
lam kcbijaksanaan  dagang  global  mcrcka. 
Mcrcka  tctap  ingin  nicmclihara  bahkan  m(v 
ningkatkan  akscs  pa.saran  luar  ncgcri  dcngan 
tncnggantungkan  iliri  pada  sistcm  perda- 
gangan multilateral.  Dcngan  oara  ini  mcrcka 
mcrasa  {cv]}MW\n  (s(if<>fiuarrled}  akscsnya  itu. 
tcrmasuk  akscs  timhal  balik. 

Pola  gcografis  dari  perdagangan  Amcri- 
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ka  sejak  lama  tidaklah  memiliki  fokus  re- 
gional. Dalam  tahun  1990- an  sebesar  35% 
dari  jumlah  perdagangan  Amerika  adalah 
dengan  Pacific  Basin,  dengan  Amerika  Uta- 
ra  (Kanada  dan  Meksiko)  sebesar  26%  dan 
Eropa  Barat  24% .  Pangsa  ekspor  Amerika 
dibagi  merata  antara  ketiganya  yaitu  Pacific 
Basin  29% ,  Amerika  Utara  28%  dan  Eropa 
27% ,  sedangkan  pangsa  impor  Amerika  pa- 
ling besar  berasal  dari  Pacific  Basin.  Tidak- 
lah mengherankan  bahwa  selama  ini  Pacific 
Basin  merupakan  kawasan  yang  senantiasa 
menimbulkan  masalah  bagi  Amerika  yaitu 
defisit  perdagangan  yang  besar. 

Isu  fiksi  perdagangan  AS-Jepang  telah 
dan  akan  terus  mendominasi  pembuatan  ke- 
bijakan  Amerika  mengenai  perdagangan 
globalnya.  Selama  ini  hams  disadari  bahwa 
pemecahan  fundamental  atas  friksi  perda- 
gangan yang  dirumuskan  Amerika  tidak  per- 
nah  akseptabel  bagi  Jepang.  Sikap  Amerika 
lebih  banyak  dipengaruhi  dan  dijadikan  isu 
politik  manakala  politisi  mereka  tidak  puas 
atas  kebijakan  dalam  negeri  dan  interna- 
sional  Presiden  CHnton.  Banyak  poHtisi  AS 
dalam  menyoroti  hubungan  bilateral  AS-Je- 
pang tidak  banyak  tahu  dan  mendalami  apa 
yang  sepatutnya  harus  mereka  usulkan  pada 
para  pembuat  kebijakan  mereka. 

Hatakeyama  tegas-tegas  menyatakan 
bahwa  pasar  Jepang  tidaklah  tertutup.  Se- 
cara  keseluruhan  suatu  pasar  tertentu  adalah 
tertutup  atau  terbuka  ditentukan  oleh  peni- 
laian  atas  tiga  faktor.  Pertama,  kuota  im- 
por, tarif  dan  hambatan  yang  sengaja  dibuat 
oleh  pemerintah  (water's-edge  restrictions 
made  by  the  government).  Kedua,  standar- 
standar,  prosedur  sertifikasi  dan  peraturan 
domestik  untuk  keamanan  konsumen,  per- 
lindungan  lingkungan  (environmental  pro- 
tection) dan  sasaran-sasaran  lainnya.  Dan 
ketiga,  praktek  bisnis  domestik.  Jepang  me- 


liberalisasi  TV  berwarna  dalam  tahun  1964, 
kendaraan  bermotor  dalam  tahun  1965,  semi 
konduktor  dalam  tahun  1974,  dan  komputer 
dalam  tahun  1975.  Dalam  tahun  1985  pro- 
duk-produk  kulit  juga  telah  diliberalisasi. 

Kesungguhan  Jepang  untuk  mehberali- 
sasi  berbeda  dengan  sikap  AS  sendiri.  Pem- 
batasan  untuk  semua  kategori  (across  the 
board  restrictions)  yang  tetap  dilakukan  oleh 
AS  pada  impor  tekstil  melalui  Multi  Fiber 
Arrangement  jelas  sekali  tidak  layak.  Sela- 
ma tahun  1980- an,  AS  mengenakan  serang- 
kaian  hambatan  de  facto  atas  impor  dari  Je- 
pang melalui  apa  yang  dikenal  sebagai  Vol- 
untary Export  Restraints  (VER)  atas  kenda- 
raan bermotor,  besi  dan  baja,  dan  peralatan 
mesin.  Dalam  kebijakan  bea,  Jepang  ternya- 
ta  adalah  lebih  terbuka  dibandingkan  AS 
dan  Masyarakat  Eropa  (ME).  Tingkat  rata- 
rata  tertimbang  (weighted  average)  selama 
ini  adalah  1,9%  untuk  Jepang,  5,5%  untuk 
AS,  dan  5,6%  untuk  ME. 

Defisit  perdagangan  tidak  hanya  dialami 
Amerika,  tetapi  Jepang  pun  tahun  1993  me- 
ngalaminya  dalam  komoditi  primer  sebesar 
$16  miliar  dan  $20  miliar  dalam  jasa.  Me- 
mang  dalam  manufaktur,  Jepang  menga- 
lami  surplus  sebesar  $65  miliar.  Berarti  se- 
cara  total  Jepang  mengalami  surplus  sebesar 
$50  mihar  yang  berasal  dari  perdagangan 
dalam  barang-barang  industrial  atau  barang 
manufaktur. 

Waktu  berunding  dengan  Perdana  Men- 
teri  Hosokawa,  Presiden  CUnton  menyadari 
bahwa  titik  berat  defisit  perdagangan  Ame- 
rika dengan  Jepang  berasal  dari  sektor  ma- 
nufaktur (highly  concentrated  in  manufac- 
turing). Ini  bukti  bahwa  Jepang  tidak  mela- 
kukan  restriksi  impor.  Kini  pun  menghadapi 
Perdana  Menteri  Murayama  sikap  Amerika 
tidak  memperlihatkan  kemajuan.  Mengapa 
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kelemahan  ini  tidak  dicari  di  pihak  manu- 
faktur  Amerika  sendiri  yan^  produknya  ma- 
haJ  dan  tidak  atau  kurang  disukai  oleh  kon- 
sumen  sasaran  Jepang  (Japan's  target  mar- 
ket). 

Sebelum  sepakat  untuk  membawa  f/i$/7W/ 
ke  WTO  daJam  bulan  Mei  1995,  aneh  sekali 
bahwa  Presiden  Clinton  mengumumkan  se- 
cara  sepihak  pengenaan  sanksi  tarif  100% 
oleh  AS  terhadap  13  jenis  mobil  mewah  im- 
por  dari  Jepang.  Ketigabelas  mobil  tersebut 
antara  lain,  Acura  Legend  dan  Acura  dari 
Honda,  Lexus  LS  400,  Lexus  SC  400  dari 
Toyota,  Infiniti  Q45,  Infiniti  J30  dan  In- 
finiti  130  dari  Nissan,  Mazda  929  dan  Mil- 
lenia  dari  Mazda  serta  Danante  4  pintu  dari 
Mitsubishi.  Ancaman  ini  yang  diberlaku- 
kan  akhir  bulan  Juni  1995  membuat  ber- 
bagai  industri  otomotif  Jepang  merugi.  To- 
yota Corp.  akan  menderita  kerugian 
US$2,58  mihar,  Nissan  US$1,03  miliar, 
Mazda  Motor  Corp.  US$970  juta,  Mitsu- 
bishi Motor  akan  kehilangan  US$230  juta. 
Secara  keseluruhan,  nilai  ekspor  Jepang 
yang  terkena  sanksi  tersebut  berjumlah 
US$5,9  miliar. 

Tindakan  sepihak  AS  yang  terang-te- 
rangan  bertentangan  dengan  aturan  main 
WTO  bisa  jadi  merupakan  semacam  manu- 
ver  AS  untuk  menyelesaikan  konflik  dagang 
dengan  mitra-mitra  dagangnya  lewat  sanksi- 
sanksi  yang  sifatnya  unilateral.  Sanksi  da- 
gang  yang  didasarkan  pada  Section  301  UU 
Perdagangan  AS  tahun  1988  itu  mcmang  s(s 
ngaja  dirancang  untuk  mclipui  bidung- 
bidang  yang  bclum  dicakup  dalam  kctcntuan 
GATT  dan  WTO.  Section  301  ifu  mcnjadi 
landasan  kebijakan  AS  mcnghadapi  prak- 
tck-praktck  perdagangan  lidak  fair  dari 
mifra  dagangnya.  Section  301  ini  merupakan 
rcvisi  ata?;  vSection  301  UU  Perdagangan  Ta- 
hun 1974  yang  dinilai  kurang  mcmadai  da- 


lam memperjuangkan  kepentingan  (interest) 
industri  AS.  Jelas  sekali  bahwa  sikap  yang 
"mau  menang  sendiri"  di  pihak  AS  tercer- 
min  dari  The  301  Unfair  Trade  Laws  (Lam- 
piran  1). 

Jepang  sejak  akhir  dekade  1980-an  sudah 
siap  dengan  tindakan  keras  juga.  Jepang 
pun  sudah  siap  dengan  daftar  produk-pro- 
duk  AS  yang  memiliki  pangsa  pasar  besar  di 
Jepang  untuk  dibalas  dengan  sanksi.  Tin- 
dakan resiprokal  ini  bisa-bisa  makin  mem- 
pertajam  ketidaknyamanan  hubungan  bila- 
teral. Tampaknya  negara-negara  lainnya 
yang  memiliki  persoalan  dagang  dengan  AS 
pun  hams  waspada,  karena  AS  akan  melan- 
jutkan  sanksi  itu  pada  negara-negara  yang 
termasuk  "  daftar"  nya  (watch  list  atau  hit 
list). 

Dalam  posisi  terdesak  AS  terus  melan- 
carkan  tindakan  dan/atau  ancaman  yang  ti- 
dak akan  ada  akhirnya  dalam  friksi  perda- 
gangan antara  kedua  negara  itu,  mulai  dari 
barang-barang  industri  ringan  dan  terus 
sampai  produk-produk  pertanian  dan  pro- 
duk  hi-tech,  karena  kegagalan  banyak  bisnis 
Amerika  membenahi  diri  serta  membeng- 
kaknya  twin  deficits  anggaran  perdagangan 
dan  federal.  Pihak  pembuat  kebijakan  .Ame^ 
rika  seringkali  lupa  bahwa  tekanan  yang  ti- 
dak masuk  akal  agar  Jepang  mcmbuka  pa- 
sarnya  dengan  target  numerikal  bisa-bisa 
mcnjadi  ala.san  bagi  scbagian  bcsar  masya- 
rakat  Jepang  dan  Asia  Tinnir  lainnya  mctv 
jadi  "ami- Amerika"  dan  pula  alasan  bagi 
Jepang  untuk  bcrgcrak  mcnyatu  dengan 
Asia. 

Jepang  sejak  awal  (alum  IWO-an.  ketika 
F'M  Miya/awa  dan  Hosokawa.  hcrani  her- 
kala  "tidak".  Mcngapa  sclx-hjmnva  Jepang 
mau  fncmbuai  konscsi  dalam  perdagangan? 
Jawahannya  adalah  sc<lcrhana:  demi  man- 
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faat  ekonomis  (economic  gain).  Besarnya 
(size)  pasar  AS,  dan  ketergantungan  Jepang 
pada  pasar  itu,  yang  pernah  mencapai  40% 
dari  ekspor  total  Jepang,  dan  hasrat  Jepang 
untuk  mempertahankan  pasar  ini  selama 
mungkin  menipakan  faktor-faktor  yang  me- 
maksa  Jepang  untuk  menerima  tuntutan  AS 
akan  VER,  mengalah  dalam  suatu  persetu- 
juan  semi-konduktor,  dan  menyetujui  untuk 
melibatkan  diri  dalam  perundingan^  Struc- 
tural Impediments  Initiative  (SII)  yang  di- 
maksud  untuk  memperluas  rencana  dasar 
bagi  investasi  publik  (basic  plan  for  public 
investment)  ditambah  lebih  dari  100  triliun 
yen  dari  awalnya  430  triliun  yen.  Melalui 
pembelanjaan  yang  fleksibel  ini  diharap 
dapat  mendorong  pelaksanaan  stimulus  eko- 
nomi  secara  komprehensif. 

Mengapa  sejak  tahun  1993-1994  Jepang 
berani  mengatakan  "tidak"  untuk  membuat 
suatu  konsesi?  Jawabannya  pun  sederhana 
dan  gamblang:  Jepang  siap  untuk  mengako- 
modasi  tuntutan  AS  kecuali  dalam  satu  hal: 
tidak  bisa  menerima  target  numerikal.  Te- 
kanan  AS  membuat  masyarakat  terpelajar 
Jepang  risau  dan  bahkan  agak  jengkel.  Awal 
tahun  1990-an  muncul  buku  yang  terkenal 
The  Japan  That  Can  Say  No:  Why  Japan 
Will  Be  First  A  mong  Equals  tulisan  Shintaro 
Ishikawa.  Terungkap  kesan  bahwa  Jepang 
makin  memiliki  kepercayaan  nasional  yang 
tinggi  setelah  mampu  menjadi  kekuatan  eko 
nomi  global,  apalagi  sejak  Plaza  Accord 
(1985)  itu. 

Waktu  PM  Hosokawa  dalam  bulan  Fe- 
bruari  1994  menolak  target  numerikal  yang 
menurutnya  bertentangan  dengan  ekonomi 
pasar  bebas  (free  market  economy),  sikap- 
nya  didukung  oleh  Direktur  Jenderal 
GATT,  calon  sekretaris  jenderal  OECD, 
Menteri  Perekonomian  Jerman  dan  sejum- 
lah  menteri  kebanyakan  negara  Asia.  Terda- 


pat  kesan  umum  baik  AS  maupun  Asia 
bahwa  "persetujuan  untuk  tidak  setuju" 
(agreement  to  disagree)  antara  Hosokawa 
dan  Clinton  menipakan  pertanda  berakhir- 
nya  hubungan  spesial  antara  AS  dan  Jepang 
yang  pernah  terjadi  selama  Perang  Dingin. 

Anggapan  publik  Amerika  yang  banyak 
dipengaruhi  oleh  opini  publik  seolah  pasar- 
an  Jepang  adalah  tertutup  didasarkan  atas 
argumentasi  yang  salah.  Contohnya:  pangsa 
pasar  semi-konduktor  AS  adalah  54%  se- 
dangkan  Jepang  hanya  20% .  Angka-angka 
ini  tentunya  mengandung  kebenaran,  tetapi 
argumentasinya  yang  salah.  Pangsa  pasar 
Jepang  lebih  kecil  disebabkan  bukan  oleh 
ketertutupan  pasar  tetapi  karena  industri 
semi-konduktor  Jepang  mampu  bersaing  se- 
cara mantap.  Peralatan  kedokteran  AS  men- 
duduki  40%  dari  pasaran  Eropa  dan  hanya 
15%  dari  pasaran  Jepang.  Apakah  dengan 
demikian  pasar  Jepang  tertutup?  Mengapa 
tidak  ditelusuri  kemampuan  bersaing  indus- 
tri peralatan  kedokteran. 

Asumsi  bahwa  menguatnya  nilai  tukar 
yen  akan  mampu  mengembalikan  ketidakse- 
imbangan  perdagangan  menjadi  seimbang 
ternyata  tidaklah  benar.  Henny  Sender 
dolsim Nippon's  Choice  {PEER,  8  Juni  1995) 
mengungkapkan  bahwa  selama  satu  dekade, 
industriawan  Jepang  telah  mengurangi 
(pared)  biaya  untuk  menanggapi  nilai  yen 
yang  naik.  Tetapi,  membubungnya  nilai  yen 
menuntut  adanya  tindakan-tindakan  yang 
lebih  drastis.  Selama  dekade  belakangan  ini 
industri  manufaktur  Jepang  benar- benar  se- 
cara pelan-pelan  terpukul.  Bayangkan  sejak 
bulan  Januari  1995  hingga  awal  Juni  ini 
membubungnya  nilai  yen  sebesar  17%  (kini 
US$l  =  Yen82)  merupakan  kejutan  hingga 
hampir  semua  perusahaan  di  Jepang  harus 
membuat  perencanaan  baru  untuk  tahun 
1995.  Banyak  bisnis  melakukan  revisi  hasil 
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keluarannya/'ow//7w/'/  melakukan  penyesuai- 
an  atas  lokasi  produksi  (production  site), 
meninjau  dan  menelaah  kembali  pengambil- 
an  keputusan  pembelian  (procurement  deci- 
sions) dan  merevisi  peramalan  keuntungan 
(profit  forecast),  yang  hampir  semuanya  me- 
nurun  secara  drastis. 

Banyak  industri  Jepang  tidaklah  mung- 
kin  lagi  terus  memperluas  penjualan  di  da- 
lam  negeri  sambil  meningkatkan  penjualan 
ke  luar  negeri.  Walaupun  terdapat  kesegan- 
an  untuk  merelokasi,  namun  perusahaan- 
perusahaan  Jepang  tampaknya  mau  tak  mau 
hanis  pindah  dengan  berproduksi  di  luar  ne- 
geri kalau  mereka  ingin  tetap  mampu  ber- 
saing  secara  global.  Dalam  sebuah  survei, 
Nikei  Shimbun  yang  merupakan  harian  ka- 
langan  bisnis  Jepang,  terungkap  bahwa  50% 
dari  industriawan  yang  diwawancarai  me- 
nyatakan  kehendak  mereka  untuk  mening- 
katkan produksi  di  luar  negeri.  Kekuatiran 
yang  terungkap  adalah  bahwa  pihak  Toyota 
sebagai  industri  yang  paling  mencerminkan 
kekuatan  Japan  Incorporated  karena  "super 
yendaka"  terpaksa  merelokasi  dan  menciut- 
kan,  bahkan  mungkin  saja  menutup  industri 
(plants)- nya  di  dalam  negeri.  Ini  yang  paling 
merisaukan  karena  Toyota  belum  pernah 
membuat  trade-off  yang  demikian  drastis- 
nya.  Memang  Toyota  sudah  memproduksi 
di  luar  negeri,  tetapi  tidak  dengan  mengor- 
bankan  industri  dan  atau  pekcrjanya  dalam 
negeri. 

Bagi  Pemcrintah  Jepang  terdapat  dile- 
ma,  yaitu  tcrcipianya  pcngangguran  baru 
dalam  negeri  sebagai  akibat  kcbijakan  rcUv 
ka.si  industri  kc  luar  Jepang.  Hanya  yang  Ic- 
mah  saja  yang  tctap  bcrupaya  bcrlahnn  diri 
di  dalam  negeri.  Yang  kunl  dan  mcmiliki  ko- 
mampuan  akan  mcnjadi  mnliinnsional  bah- 
kan global.  Dengan  rcncana  pcrubahnn  de- 
mikian itu  membuat  banyak  pcgawai  mcnja- 


di gelisah  karena  mayoritas  dari  mereka  ti- 
dak akan  ikut  relokasi  dan  yang  potensial 
untuk  itu  belum  pernah  bekerja  dalam  Hng- 
kungan  asing. 

Memang  dari  segi  bisnis,  pangsa  produk- 
si di  luar  negeri  oleh  industri  Jepang  akan 
meningkat  dari  16,1%  dalam  tahun  1993 
menjadi  sekitar  21,6%  dalam  tahun  1997, 
menurut  survei  Export  Import  Bank  of 
Japan  yang  diterbitkan  awal  bulan  Januari 
1995  ini.  Tampaknya  proses  relokasi  akan 
terus  beriangsung  ke  Selatan  yaitu  Cina  dan 
ASEAN.  Walaupun  Jepang  kelihatannya 
nervous  atau  gelisah  atas  ancaman  Amerika 
baru-baru  ini,  namun  banyak  kalangan  biro- 
krasi,  akademisi  dan  bisnis  Jepang  dalam 
hati  mereka  mendukung  gagasan  East  Asia 
Economic  Caucus  (EAEQ  yang  berarti  ber- 
sikap  menjauhi  Amerika,  meskipun  belum 
menjadi  sikap  resmi  Jepang.  Tetapi  Jepang 
tidak  menutup  mata  pada  kenyataan  makin 
majunya  ekonomi  Cina,  NIB  Asia  dan 
ASEAN.  Karena  Yendaka  banyak  perusaha- 
an  manufaktur  Jepang  sudah  jauh-jauh  hari 
raenyiapkan  strategi  relokasi  ke  Asia,  dan 
juga  karena  pasar  Asia  yang  makin  tumbuh. 
Interdependensi  ekonomi  Jepang  dan  .Asia 
makin  kuat,  sekalipun  ada  kekuatiran  bah- 
wa Amerika  akan  menjadi  makin  protck- 
sionistik.  Kalau  begin!,  siapa  yang  melang- 
gar  ketentuan  WTO?  .Amerikalah.  karena  ia 
yang  lebih  banyak  mau  mcnang  scndiri  seba- 
gai akibat  merasa  adidaya  (suffer powers). 

I.ama-kclamaan  bisa  saja  tcrkri.stalisasi 
tiga  blok  pcrdagangan  dunia  .ikibat  lindak- 
an-tindakan  scpihak  ,\mcrika:  (I)  Kawasan 
Harat  (Western  Hemisphere}  dengan  pu5^l- 
nya  Amerika;  (2)  liropa.  dengan  pusalnya 
Masyarakal  I'ropa:  dan(.^)  Asia  Timur  yang 
bcrpusai  pada  Jepang.  Kalau  sampai  tcrjadi 
itu,  maka  Jepang  secara  rcalislik  hams  ikut 
scria  mempcrccpat  pcmhangunan  dan  kc^ 
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makmuran  ekonomi  Cina,  NIB  Asia  dan 
ASEAN  melalui  bantuan  ekonomi  (develop- 
ment assistance),  investasi  langsung  yang  le- 
bih  besar  melalui  relokasi  industri  yang  ter- 
arah  dengan  disertai  ketegasan  alih  tekno- 
logi  yang  dipercepat. 

Bagi  kita  deregulasi  Mei  1995  dengan 
penurunan  bea  masuk  bertahap  untuk  oto- 
motif  membuka  peluang  menampung  re- 
lokasi itu,  meskipun  kita  tidak  boleh  me- 
nutup  mata  tentang  adanya  upaya  negara- 
negara  ASEAN  lainnya  dan  Cina  untuk 
membuat  dirinya  atraktif  menjadi  tuan  ru- 
mah  relokasi  itu.  Bagaimana  dengan  18  an- 
dalan  cabang-cabang  industri  ekspor  Indo- 


nesia yang  pernah  diungkapkan  Departemen 
Perindustrian  kita  dalam  tahun  1992?  Apa- 
kah  eksportir  kita  sudah  makin  profesional 
untuk  mampu  beraliansi  dengan  industri 
yang  direlokasi  atau  dengan  bisnis  baru  Je- 
pang?  Kemauan  mereiokasi  industri  atau  in- 
vestasi baru  ke  negara  penerima  termasuk 
Indonesia  tidak  hanya  tergantung  pada  ke- 
siapan  mitranya,  tetapi  juga  jaminan  efisien- 
si  dan  ketepatan  waktu  dalam  pelayanan 
BKPM  bukan  hanya  di  tingkat  pusat  melain- 
kan  sampai  ke  daerah.  Inilah  tantangan  bagi 
birokrasi,  akademisi  dan  bisnis  kita  untuk 
mau  dengan  sikap  terbuka  memperhatikan/ 
memantau  dampak  friksi  yang  sudah  merun- 
cing  menjadi  konflik  perdagangan  AS- 
Jepang. 


Lampiran  1 
THE  301  "UNFAIR  TRADE"  LAWS 

The  GATT  has  only  two  provisions  relating  to  "unfair"  trade  practices  --  its  anti- dumping  and  countervailing  duty 
rules.  These  rules,  which  permit  unilateral  action  only  according  to  specified  criteria  and  procedures,  have  been 
agreed  to  among  contracting  parties.  But  the  United  States  has  gone  a  step  further.  In  its  1974  Trade  Act,  a  separ- 
ate provision  relating  to  "unfair  trade"  was  included  -  Section  301. 

Section  301 

Under  the  original  Section  301,  the  US  Trade  Representative  was  authorised  to  determine  whether  any  trade  prac- 
tices of  foreign  governments  were  "unfair",  and,  if  so,  to  take  retaliatory  action  at  his  or  her, discretion. i 

"Unfairness"  is  defined  as  any  practice  which  violates  the  GATT  or  any  other  trade  agreement,  or  which  is  con- 
sidered "unjustifiable,  unreasonable  or  discriminatory  against  US  goods". 

In  the  1988  Omnibus  Trade  Act,  Section  301  was  amended  to  provide  new  definitions  of  "unfair  trade"  practices 
and  to  set  new  deadlines  for  action.  In  addition,  so-called  "Super  301"  and  "Speciaf  301"  provisioris  were 
added  to  require  the  Administration  to  take  priority  action. 

Super  301 

The  Super  301  provisions  direct  the  Trade  Representative  lo  identify: 

•  priority  practices  which,  if  eliminated,  would  significantly  increase  US  exports;  and 

•  priority  countries,  depending  on  the  "  number  and  pervasiveness"  of  its  trade  barriers. 

Identification  triggers  an  investigation  and  negotiations  to  eliminate  those  barriers.  If  that  fails  within  12-18. 
months,  US  retaliation  is  mandatory  if  the  practice  violates  the  GATT  or  any  other  trade  agreement;  otherwise  it  is 
at  the  Trade  Representative's  discretion. 
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In  May  1989.  following  a  "National  Trade  Estimate"  report  surveying  trade  practices  throughout  the  world,  the 
Trade  Representative  identified  three  "priority"  countries: 

•  Japan  --  government  procurement  in  satellites  and  supercomputer,  and  technical  barriers  to  forest  product  im- 

ports; 

•  India  --  trade  related  investment  measures  and  barriers  to  trade  in  (insurance)  services; 

•  Brazil  --  quantitative  import  restrictions,  including  import  bans  and  licensing. 

In  addition  to  these  "priorities"  other  Section  301  actions  will  continue  against,  for  example.  Japan's  impon  meas- 
ures for  construction  services  and  semi-conductors. 

Special  301 

This  provision  is  sirpilar  to  Super  301.  but  relates  specifically  to  intellectual  property  rights.  Priority  countries  are 
those  whose  policies  are  most  "onerous  or  egregious'  in  denying  fair  treatment  of  the  United  States. 

While  not  identifying  any  countries  for  "special"  treatment,  the  Trade  Representative  has  been  using  its  powers  to 
exact  agreements  from  some  countries  (China  and  Taiwan)  while  maintaining  a  priority  watch  list  (including  the  Re- 
public of  Korea,  Taiwan,  Thailand,  China  and  India). 


Lampiran  2 

18  ANDALAN  CABANG-CABANG  INDUSTRI  EKSPOR  INDONESIA 

1.  Textile:  Fibers,  Yarns,  Fabrics,  Garments,  Carpets,  others. 

2.  Wood  products:  plywood  and  wood  working  (furnitures,  components,  and  pre-fabricated  building). 

3.  Leather  products:  shoes  and  leather  products. 

4.  Steel  and  steel  products:  machineries,  transportation  and  heavy  equipments,  ships,  motorcycles,  bicydcs,  car 
components,  and  others. 

5.  Electronics  and  electrical  equipments:  electronics  (TV,  radio,  car  radio,  sound  recorders,  amplifiers,  com- 
puters) and  electrical  equipments. 

6.  Rubber  products:  tyres.  Hat,  and  V-belts,  shoes,  gloves,  condom,  and  other  rubber  products. 

7.  Food  products:  both  agro  based  products  and  marine  based  pi'oducts. 

8.  Pulp  and  paper  short  fiber  pulp,  cultural  paper,  tissue  paper,  printed  paper,  writing  books  cxpon. 

9.  Chcmicah:  both  petrochemicals  and  chemicals  which  derived  from  agricultural  products,  i.c,  cocxinul  ha.«, 
crude  palm  oil  based.  Cassava  based,  molases  based,  cthcrical  ba.sed.  and  others. 

10.  Plastic  products. 

1 1 .  Ceramic,  marbles  and  window  glass  prcxlucts. 

12.  Sport  articles,  toys,  watches,  umbrella.-;,  jewelries,  gcmslonc.  and  others. 

13.  Ho<i.«:hold.  and  office  equipment.*  from  steel.  pla.<ilics,  aluminium  and  others. 

14.  Cement  and  other  corwtruction  mnicrial.'s. 

15.  Aluminium  ba«ed  product*. 

16.  Small  irxiustry  and  handicraft. 

17.  Cosmetics,  perfumery,  tradilinnal  herb*,  etc. 

18.  Complete  plant  on  a  turn  key  hauls,  which  include  design  en|iinecrin|t  and  construction  of  the  plant 


Sumber:    Departemen  Pcrindu.«trian,  1992. 
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US  TRADE  BALANCE 
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Figure  5 


GOVERNMENT  PURCHASE  OF  FOREIGN  PRODUCTS 
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Investasi  di  Kawasan  Timur 
Indonesia:  Suatu  Kajian 
Ekonomi  Politik* 

Faisal  Siagian 


Pendahuluan 

UNTUK  pertama  kali  dalam  sejarah, 
GBHN  1993  mencantumkan  renca- 
na  membangun  Kawasan  Timur  In- 
donesia. Sebelumnya  pada  tanggal  4  Januari 
1990  Presiden  Soeharto  dalam  Pidato  Pe- 
ngantar  Nota  APBN  Republik  Indonesia  Ta- 
bu n  1990/1991  secara  eksplisit  menyatakan 
sebuah  keputusan  politik  penting  mengenai 
perlunya  prioritas  pembangunan  diarahkan 
ke  Kawasan  Timur  Indonesia.  Dengan  pida- 
to tersebut  arus  dan  gelora  pembangunan  se- 
makin  intensif  diarahkan  ke  timur  yang  se- 
cara populer  dikenal  dengan  istilah  go  east. 

Berbagai  Pendekatan  Terhadap  Kc- 
terhelakangan  KTI 

Ilmu  Politik  sangat  mcnaruh  pcrhatian 
pada  kawasan  tcrbclakang  Ounia  Kcfiga,  Ink 

'  'Makalah  yanji  (iiutjikfln  iinttik  Scmiruir  NA.tioruil  X 
AIPI  dengan  Jem*  Kawasan  Timur  Indnncxia  dalam 
PJPT  If:  Pengrmhangan  Pntrnxi  Daerah.  Kcrjii  wimn 
AIPF  dengan  UNSRAT  Manadn.  15-17  Srplcmbrr 
1993. 


terkecuali  Indonesia.  Tentu  saja  frame  of 
reference  para  ilmuwan  politik  dalam  me- 
mandang  kawasan  ini  bersifat  politis.  Na- 
mun  kajian  ini  lebih  banyak  memakai  para- 
digma  teoritis  tentang  pembangunan  politik 
yang  antara  lain  mencakup  peranan  militer, 
kudeta  dan  sebagainya  (David  Apter,  1985: 
444-447).  Oleh  sebab  itu,  perlu  suatu  "tero- 
bosan"  baru  dalam  mendekati  permasalah- 
an  kawasan  "terbelakang"  secara  interdi- 
sipliner  dan  terpadu. 

Dalam  Ilmu  Politik  dikenal  banv'ak  pen- 
dekatan. Akan  sangat  bermanfaatlah  untuk 
menunjukkan  pendekatan  itu  hanya  sekedar 
menjelaskan  bahwa  keterbelakangan  suatu 
kawasan  adalah  dari  pcrspcktif  pembangun- 
an. Sebab  istilah  keterbelakangan  mcngan- 
dung  makna  buruk,  scdangkan  istilah  pem- 
bangunan mcngandung  makna  baik. 

Kcpustakaan  teoritis  tentang  pemba- 
ngunan di  Putiia  Kctiga  dengan  jclas  mcnga- 
jukan  scjiiinlah  jawaban  mcngapa  suatu  ka- 
wasan rclalif  bcrkcinbang,  padahal  kawasan 
lairi  tcrbclakang.  Secara  luas  icrdapal  cmpat 
l>cndckatan  ulama  yang  dapai  dibcdakan  dc^ 
ngan  jclas  (Harold  Crouch.  1991  dalam  F-a»- 
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sal  Siagian/Happy  Bone  Zulkarnain  dan 
Laode  Ida,  1993:  1-2). 

Pertama,  kepustakaan  tentang  moderni- 
sasi  yarig  muncul  di  akhir  tahun  1950-an  dan 
1 960- an,  yang  menekankan  pada  faktor- 
faktor  budaya.  Transformasi  budaya  dipan- 
dang  perlu  untuk  menghasilkan  berbagai 
kualitas  psikologis  dan  motivasi  yang  ditun- 
tut  untuk  memacu  modernisasi. 

Kedua,  penulis-penulis  lain  membuat 
pendekatan  yang  lebih  institusional  atau 
struktural.  Menunit  pandangan  ini  hambat- 
an  terbesar  terletak  pada  perubahan-peru- 
bahan  kelembagaan  yang  tidak  hanya  bersi- 
fat  administratif  tetapi  juga  birokratis.  Me- 
nunit pandangan  ini  peranan  birokrasi  yang 
dominan  di  kebanyakan  negara  Dunia  Keti- 
ga  menjadi  penghambat  utama  yang  hams 
diatasi. 

Ketiga,  sementara  penulis-penulis  tadi 
berkonsentrasi  pada  faktor-faktor  struktural 
di  dalam  negeri,  maka  mazhab  lainnya  yang 
muncul  di  akhir  tahun  1960- an  dan  awal  ta- 
hun 1970-an  melihat  struktur  internasional 
dan  ketergantungan  negara- negara  Dunia 
Ketiga  terhadap  negara- negara  maju  sebagai 
faktor  penyebab.  Menurut  pandangan  mere- 
ka  para  birokrat  yang  korup  mampu  ber- 
kuasa  adalah  karena  mereka  memiliki  du- 
kungan  dari  dunia  internasional  dan  bertin- 
dak  sebagai  agen-agen  kapitalisme  interna- 
sional. Dalam  hal  ini  eksploitasi  dunia  "neo 
kolonial"  terns- menerus  dianggap  sebagai 
penyebab  dari  keterbelakangan  dan  domi- 
nasi  ekonomi  yang  bersifat  dependen. 

Keempat,  pendekatan  ketergantungan  ini 
kemudian  ditentang  oleh  pendukung  pende- 
katan pembangunan,  yang  berpendapat  bah- 
wa  kapitalisme  internasional  secara  kondusif 
telah  membawa  kemajuan  di  Dunia  Ketiga 
dan  secara  rasional  dianggap  sebagai  "pem- 


bangunan untuk  Dunia  Ketiga",  dan  bahwa 
kawasan  terbelakang  tengah  merangkak 
menjadi  negara  berkembang  di  sejumlah  ne- 
gara Dunia  Ketiga. 

Sekarang  semakin  disadari  bahwa  pende- 
katan pembangunan  bukan  hanya  pantas  di- 
tujukan  pada  wilayah  terbelakang  an  sich, 
tapi  juga  antara  satu  daerah  dengan  daerah 
lainnya  yang  terkondisikan  sebagai  suatu  ne- 
gara kesatuan  seperti  Indonesia. 

Melihat  wilayah  perekonomian  Indone- 
sia antara  satu  pulau  dengan  pulau  lainnya 
belum  terintegrasi  secara  mondial,  maka  se- 
cara teknis  semakin  sulit  untuk  membuat 
taksiran  dalam  konteks  perbandingan  ke- 
makmuran  ekonomi  dari  berbagai  propinsi 
di  Indonesia  yang  berbeda-beda  secara  geo- 
grafis.  Oleh  karena  itu,  kita  harus  memiliki 
pengetahuan  yang  tepat  mengenai  kondisi- 
kondisi  yang  mereka  miliki. 

Menurut  hemat  kami,  suatu  upaya  telah 
dibuat  bagaimana  memadukan  pendekatan- 
pendekatan  di  atas  secara  umum  untuk  dite- 
rapkan  di  Indonesia  sesudah  periode  1965. 
Dalam  kepustakaan  mengenai  Orde  Baru, 
kegunaan  pendekatan- pendekatan  ini  adalah 
untuk  memahami  hakekat  pembangunan  na- 
sional  Orde  Baru  dengan  harapan  bahwa  te- 
lah terjadi  akumulasi  ekonomi  dan  politik 
secara  transparan  dan  merata  di  seluruh  wi- 
layah Indonesia.  Untuk  sebagian  faktor  de- 
terminan  bersifat  ekonomi  dan  politik. 


Ekonomi-Politik  KTI 

Di  kalangan  pakar  politik  telah  timbul 
pendekatan  ekonomi-politik.  Metode  anali- 
sis  ekonomi-politik  dapat  dikatakan  sebagai 
penerapan  dan  cara  pendekatan  yang  berasal 
dari  teori  politik  untuk  memahami  permasa- 
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lahan  ekonomi  (Kuntjoro-Jakti,  1991:  5). 
Sampai  batas  lertentu,  pendekatan  ekonomi- 
politik  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  tiga 
faktor  yaitu  faktor  politik,  faktor  ekonomi 
dan  faktor  sosial. 

Dalam  membedah  persoalan  ekonomi 
pendekatan  ekonomi-politik  digunakan  oleh 
para  pakar  politik  bukan  hanya  berdasarkan 
variabel  dan  parameter  ekonomi,  tetapi  juga 
menyelidiki  keterlibatan  aktor-aktor  dalam 
variabel/ parameter  tersebut.  Misalnya  pena- 
naman  modal  di  KTI,  di  sini  akan  dicermati 
bukan  hanya  variabel/ parameter  ekonomi 
tetapi  juga  tingkah  laku  pelaku-pelaku  eko- 
nomi yang  berkaitan  erat  dengan  proses  pe- 
nanaman  modal  (PMA/PMDN)  di  berbagai 
sektor  ekonomi  di  KTI. 

Jadi  kegunaan  pendekatan/ kajian  eko- 
nomi-politik untuk  menganalisis  proses  pe- 
nanaman  modal  di  KTI  adalah:  (1)  meninjau 
suatu  tingkah  laku  penanaman  modal  berda- 
sarkan kacamata  politik  dan  bukan  karena 
kebetulan  yang  disebabkan  oleh  proses  yang 
disengaja;  (2)  bahwa  penanaman  modal  di 
KTI  ditentukan  oleh  pengambilan  keputusan 
oleh  aktor-aktor  politik  baik  yang  berada  di 
pemerintahan  pusat  maupun  daerah. 

Transformasi  ekonomi  dan  politik  Indo- 
nesia masa  Orde  Baru  telah  banyak  dilaku- 
kan  oleh  peranan  kaum  kapitalis.  Sebagai- 
mana  perdagangan  dan  industrialisasi  telah 
meluas,  maka  kaum  kapitalis  telah  tumbuh 
atas  kckuatan  ncgara  yang  hingga  saat  ini 
kelas  ini  belum  mampu  mcngadakan  pcru- 
bahan-pcrubahan  pcnting  khususnya  di  bi- 
dang  politik  (Richard  Robi.son,  1985:  Bab 
II). 

Sclama  25  tahun  (crakhir  pcmbangunan 
bcrcorak  kapitalistik  yang  mcnyangkul  bi- 
dang  ekonomi  Icbih  banyak  diarahkan  ke 
Kawasan  Barat  Indonesia  (KBI).  Proses  ini 


pada  umumnya  tidak  terjadi  di  Kawasan  Ti- 
mur  Indonesia  (KTI),  kalau  ada  pun  porsi- 
nya  lerbatas.  KTI  secara  ekonomis  selalu  le- 
mah  dalam  proses  untuk  menjadi  setara  de- 
ngan KBI,  sementara  itu  KBI  sendiri  makin 
lama  semakin  dominan.  Sebagai  kawasan 
yang  boleh  dikatakan  terbelakang,  KTI  ti- 
dak mampu  mengalihkan  semua  ekonomi- 
nya  untuk  menjadi  suatu  kekuatan  ekonomi 
baru.  Barangkali  sangat  beralasan  jika  KTI 
perlu  dimasukkan  dalam  GBHN. 

Sejak  penyerahan  kedaulatan  secara  for- 
mal dalam  tahun  1949  dan  khususnya  de- 
ngan peningkatan  penanaman  modal  asing 
korporatif  besar-besaran  yang  dimulai  tahun 
1967,  secara  intensif  suatu  model  Pemba- 
ngunan  Ekonomi  yang  menyertakan  PMA 
dan  PMDN  sebagai  pelengkap  yang  di  masa 
sebelumnya  banyak  dibatasi.  Sehingga  jika 
dibandingkan  dengan  negara-negara  yang 
termasuk  New  Industrial  Countries  (NIQ, 
Indonesia  jauh  ketinggalan.  Dengan  diun- 
dangkannya  peraturan  pemerintah  mengenai 
penanaman  modal,  maka  berbondong-bon- 
donglah  para  investor  membanjiri  Indone- 
sia. Hingga  tahun  1992  lalu  untuk  penama 
kali  dalam  sejarah  investasi,  investasi  di  In- 
donesia bisa  menembus  nilai  US$10,31  mil- 
yar(BKPM,  1993). 

Mengapa  KBI  lebih  maju  daripada  KTI. 
mengapa  PDRB  KTI  Icbih  rcndah  daripada 
PDRB  KBI?  Mengapa  investasi  PMA/ 
PMDN  Icbih  tinggi  di  KBI  darif-vada  di  KTI? 
Mcnjawab  pcrianyaan  ini  hcrarti  nicmbcn- 
kan  suatu  pcnjclasan  incngcnai  fcnomcna 
politik  dan  ekonomi  (Oppcnhcimcr.  1^84: 
3). 

Pcmliangunan  bcrarli  jKnibahan  dari 
suatu  masyarakaf  yang  tidak  bcrkcmbang 
mcnujvi  masvarakal  yang  maiu.  dan  mcru- 
I^akan  [xralihan  yang  sangaf  nimit.  Pcrtum- 
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buhan  berlangsung  dengan  meningkatkan 
sumbangan  bersih  kepada  masyarakat  dan 
memberi  kemampuan  kepada  orang-orang 
untuk  menikmati  lebih  banyak  pilihan  atau 
alternatif  sehingga  dengan  demikian  me- 
nyempurnakan  kondisi  hidup  mereka  (Amir 
Santoso  Ph.D  dan  Riza  Sihbudi,  1993:  189). 

Ekonomi  politik  dari  KTI  dan  KBI  tidak 
terpisah  satu  dengan  yang  lain,  tetapi  berada 
dalam  suatu  konteks  yang  dibentuk  dan  di- 
pengaruhi  oleh  sistem  nasional  dan  interna- 
sional. 

Dalam  membedah  kebijakan  ekonomi 
dan  politik  yang  dirancang  untuk  memung- 
kinkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kohesi 
sosial,  pemerintah  bukan  saja  memberikan 
perhatian  kepada  aparatur  negara  formal  te- 
tapi juga  kelompok  kepentingan,  individu, 
yang  menjadi  kekuatan  domestik.  Pemerin- 
tah juga  memberikan  insentif  untuk  menga- 
tasi  kendala  yang  mungkin  muncul  dalam  in- 
teraksi  unit-unit  pemerintahan. 

Hal  seperti  ini  dialami  oleh  masyarakat 
KTI,  di  mana  unsur  kemajuan  sangat  lambat 
datangnya  karena  mereka  di  samping  tidak 
mempunyai  sumber-sumber  untuk  memacu 
pertumbuhan  (modal,  sariana/prasarana), 
juga  karena  kurangnya  inovasi  dan  tekno- 
logi  (Rudini,  1992). 

Indikator-indikator  pertumbuhan  seperti 
pendapatan  per  kapita  atau  pendapatan  na- 
sional secara  regional  menyatakan  banyak 
arti,  tapi  beberapa  bentuk  pertumbuhan  ti- 
dak muncul  di  KTI  dalam  indikator-indika- 
tor seperti  itu.  Misalnya  apakah  negara  akan 
mencurahkan  sumber  dayanya  untuk  mem- 
bangun  infrastruktur  yang  akan  menjamin 
kesempatan  industri  di  masa  mendatang  se- 
hingga tidak  terjadi  ketimpangan,  di  mana 
dalam  Pehta  VI  ini  perkembangan  KBI  jus- 
tru  menjadi  lebih  kaya  sedangkan  KTI  ma- 


kin  miskin. 

Sejalan  dengan  penetrasi  kapitalisme  za- 
man  Drde  Baru  sejak  tahun  1967,  maka  per- 
kembangan ini  sangat  mempengaruhi  pen- 
duduk  KTI.  Perkembangan  kapitalisme  ten- 
tu  saja  mengaitkan  mereka  yang  selama  pu- 
luhan  tahun  berada  di  luar  ekonomi  uang, 
relatif  terpencil,  periferial  dan  marjinal  de- 
ngan aktivitas  ekonomi  yang  produktif, 
efisien  dan  ekspansif  (Richard  Robison, 
1985). 

Perkembangan  ekonomi  Indonesia  men- 
cerminkan  perilaku  ekonomi  yang  jelas-jelas 
ekonomi  kapitalis  meskipun  masyarakat 
umumnya  masih  enggan  menyebutkannya 
secara  terus  terang,  karena  kata-kata  "kapi- 
talis" dan  "liberal"  boleh  dikatakan  masih 
tetap  tabu  dalam  ikhm  ideologi  yang  ada  se- 
karang  ini,  di  samping  istilah  ini  menimbul- 
kan  masalah-masalah  pohtik  yang  peka. 

Kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah 
pusat  untuk  meningkatkan  status  ekonomi- 
politik  KTI  adalah  penanaman  modal.  Un- 
tuk mendukung  proses  ini  dibuatlah  kebi- 
jakan yang  kondusif  untuk  merealisasikan 
ekspansi  kapital  di  KTI.  Tentu  saja  penetrasi 
kapital  di  KTI  mempunyai  imphkasi'  yang 
sangat  luas  baik  terhadap  nilai-nilai  sosial 
budaya,  sikap  terhadap  kerja,  lapangan  ker- 
ja  dan  sumber  daya  manusia  yang  makin  di- 
arahkan  untuk  memacu  pertumbuhan  dan 
perkembangan  yang  memadai  bagi  ekspansi 
kapital  (Richard  Robison,  1985;  Van  der 
Kraan,  1985;  Koentjoro-Jakti,  1992  dan 
Hadi  Soesastro,  1992). 

Jelas  bahwa  KTI  sebagai  pendatang  baru 
pada  tahap  Indonesia  sedang  memasuki 
PJPT II,  akan  bekerja  dalam  rintangan  yang 
luar  biasa.  Timbul  pertanyaan,  haruskah 
KTI  menempuh  jalan  pembangunan  seperti 
yang  telah  dirintis  oleh  KBI,  atau  KTI  ditak- 
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dirkan  harus  secara  absolut  terpuruk  pada 
keterbelakangan? 

Demikian  mendesaklah  usaha  untuk 
mencari  alternatif  model  pembangunan  bagi 
KTI  yang  "lebih  akhir"  mengecap  pertum- 
buhan  ketimbang  KBI  yang  "lebih  awal" 
menikmati  hasil  pembangunan. 


Investor  Go  East 

Pengertian  east  (timur)  di  sini  mencakup 
Kawasan  Timur  Indonesia  (KTI)  yang  terdiri 
dari  sembilan  propinsi  yaitu  Irian  Jaya,  Ma- 
luku, Timor  Timur,  NTT,  NTB,  Sulawesi 
Utara,  Sulawesi  Tengah,  Sulawesi  Tenggara 
dan  Selatan  (Sondakh,  1992). 

Dalam  alokasi  dana  pembangunan,  per- 
tumbuhan  DIP  sektoral  untuk  KTI  periode 
1988/1989-1992/1993  rata- rata  tumbuh 
23,79%  per  tahun.  Berarti  jauh  lebih  tinggi 
daripada  pertumbuhan  untuk  Kawasan  Ba- 
rat  Indonesia  yang  sebesar  8,13%  per  tahun 
(BPS,  1991). 

Berbagai  indikator  menunjukkan  bahwa 
Kawasan  Timur  Indonesia  secara  relatif  me- 
mang  ketinggalan  dari  Kawasan  Barat  Indo- 
nesia. Maksudnya  secara  absolut  Kawasan 


Timur  Indonesia  memang  tumbuh.  Namun 
pertumbuhannya  lidaklah  secepat  Kawasan 
Barat  Indonesia,  sehingga  dari  waktu  ke 
waktu  Kawasan  Timur  Indonesia  makin  ter- 
tinggal.  Penyebab  utamanya  mungkin  ada- 
lah  perekonomian  yang  berkembang  lambat, 
karena  produk  KTI  sangat  tergantung  pada 
sektor  primer  serta  proses  industrialisasi  dan 
investasi  yang  kurang  berarti  di  seluruh  KTI 
(LSPI,  1992). 

Untuk  lebih  jelas  betapa  pincangnya  in- 
vestasi antara  KBI  dan  KTI,  baik  jumlah 
proyeknya  maupun  nilainya  dapat  dilihat 
dalam  Tabel  1  berikut  ini. 

Hingga  akhir  bulan  Juni  1990  secara  ku- 
mulatif  (sejak  tahun  1967/1968)  hanya  IWo 
jumlah  proyek  PMDN  berada  di  KTI  (de- 
ngan  nilai  sebesar  9%  dari  seluruh  nilai 
PMDN)  dan  hanya  9,4%  proyek  PMA  ber- 
ada di  KTI  (Suara  Karya.  6  Juli  1990). 

Kawasan  Timur  Indonesia  terkenal  de- 
ngan  komoditi  primer  yang  merupakan  "tu- 
lang  punggung"  perekonomiannya.  Kalau  di 
tingkat  nasional  andil  sektor  industri  manu- 
faktur  terhadap  PDB  sudah  berkisar  18- 
19%,  di  Kawasan  Timur  Indonesia  andil  sek- 
tor industri  manufaktur  terhadap  pcnum- 
buhan  PDB  antara  4-5%. 


Tabel  I 


PROYEK  PMDN  DAN  PMA  YANG  DISETUJUI  MFNURUT  WII^YAH  1967- 1990 


PMDN  PMA 

^i^Y»h  Jumlah  Proyek  Nilai  Jumlah  Pm>Tk  NiUi 

KBI  S.76S  104.003.5  1.442  2».t23 

KTI  630  9.545  I4«  3.9.17 

Indone;«ia  6.395  113.550  1.570  33.7ftn.5 

R«toNa.<ioml  9.9  R.4  9.4  11.7 


Sumber:    BKPM.  I9<S7-|WI 
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Strategi  go  east  bukan  kata  klise,  bukan 
omong  kosong  dan  juga  bukan  kata  penghi- 
bur  masyarakat  KTI,  melainkan  suatu  ke- 
inginan  kuat  pemerintah  pusat  yang  akan  se- 
gera  terwujud.  Memang  sudah  sekian  lama 
gagasan  ini  muncul,  namun  hanya  sedikit 
porsi  perhatian  yang  diarahkan  ke  sana. 
Tapi  kini  strategi  itu  mendapat  perhatian  pe- 
nuh  dari  pemerintah  yang  berkeinginan  kuat 
menjadikan  aspek  pemerataan  sebagai  stra- 
tegi pembangunannya. 

Pengalaman  Pembangunan  Nasional 
Jangka  Panjang  Tahap  I  (1967-1992)  mem- 
buktikan  bahwa  investasi  diperlukan  untuk 
meningkatkan  kualitas  hidup  rakyat.  Tanpa 
investasi,  kualitas  hidup  rakyat  bukan  saja 
tidak  mungkin  ditingkatkan  bahkan  mung- 
kin  merosot.  Begitu  pula  dengan  KTI.  Ran- 
tai  sederhana  ini  menunjukkan  persoalan 
langkanya  investasi  PMA/PMDN  di  KTI 
yang  mempunyai  implikasi  luas  dan  bahkan 
sangat  mempengaruhi  postur  pertumbuhan 
KTI  dalam  PJPT  II  ini. 

Jelaslah  bahwa  dana  investasi  diperlukan 
untuk  pembangunan  KTI  secara  berkelan- 


jutan.  Kebutuhan  investasi  menjadi  suatu 
tantangan  yang  sangat  berarti  bagi  pengam- 
bil  kebijakan  politik  pembangunan  baik 
yang  ada  di  pusat  maupun  perangkat  biro 
krat  yang  mengimplementasikannya  di  dae- 
rah.  Hal  ini  mulai  tampak  pengaruhnya  de- 
ngan mulai  berlarinya  investor  lokal  ke  ti- 
mur.  Untuk  lebih  jelasnya  berikut  ini  kami 
paparkan  raihan  investasi  sembilan  propinsi 
di  Kawasan  Timur  Indonesia  (Tabel  2). 

Kalau  selama  periode  1968-1990  investasi 
PMDN  di  KTI  mencapai  Rp  8.626,4  miliar, 
maka  sampai  tahun  1991  investasinya  me- 
ningkat  menjadi  Rp  12.434,7  miliar  atau  naik 
sekitar  44<% .  Porsi  investasi  PMDN  di  KTI 
selama  periode  1968-1990  hanya  5,86%  tapi 
selama  periode  1968-1991  porsi  investasinya 
meningkat  menjadi  6,65%.  Sebaliknya,  por- 
si investasi  PMDN  di  KBI  dalam  periode 
yang  sama  turun  dari  94,14%  menjadi 
93,35%  (BPS,  1992). 

Selanjutnya  akan  kami  kaji  tingkat  in- 
vestasi (PMDN)  di  sembilan  Propinsi  KTI 
periode  1968-1991: 


Tabel  2 

LAJU  PERTUMBUHAN  PEMBENTUKAN  MODAL  DALAM  PDRB  (Vo)  1983-1987 


No.  Propinsi  Laju  Pertumbuhan  Pembentukan  Modal  dalam  PDRB 


1 .  Sulawesi  Utara 

3,5 

22,0 

2.  Sulawesi  Tengah 

5.2 

21,3 

3.  Sulawesi  Selatan 

5,8 

23.8 

4.  Sulawesi  Tenggara 

7,0 

22,4 

5.  NTB 

5.7 

22,2 

6.  NTT 

4,9 

26,1 

7.  Maluku 

8,3 

19,2 

8.  Irian  Jaya 

2.3 

10.8 

9.  Timor  Timur 

6,8 

26,0 

Sumben    BPS.  1988. 
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(1)  Irian  Jaya  dalam  tahun  1991  cukup  be- 
sar  mengantongi  investasi  PMDN  diban- 
ding  wilayah  KTl  lainnya.  Propinsi  yang 
terietak  di  ujung  timur  ini  telah  berhasil 
mengantongi  investasi  sebesar  Rp  2.104,4 
miliar  yang  terdiri  dari  tujuh  proyek 
PMDN,  hanya  dalam  jangka  waktu  se- 
tahun.  Padahal  sebelumnya  dalam  jang- 
ka waktu  23  tahun  (1968-1992)  hanya 
mampu  mengantongi  Rp  1.659,9  miliar. 
Ini  berarti  peningkatan  yang  luar  biasa 
sekali  besarnya.  Kalau  selama  periode 

1967-  1990  porsi  investasi  PMDN  hanya 
mencapai  1,1%,  maka  sampai  periode 
1991  porsinya  naik  menjadi  2,0%. 
Dengan  demikian  Irian  Jaya  menempati 
peringkat  ke-10  setingkat  di  bawah  Bali. 
Sedangkan  dalam  tahun  1991  sendiri 
Irian  Jaya  mempunyai  porsi  investasi 
5,3%.  Dengan  demikian  Irian  Jaya 
menempati  urutan  ke-7,  tiga  tingkat  di 
bawah  DKI  Jakarta. 

(2)  Propinsi  Maluku  dalam  tahun  1991  me- 
ngantongi investasi  sebesar  Rp  122,6  mi- 
liar atau  0,3%  porsi  investasinya  dalam 
tahun  tersebut.  Selama  periode  1968- 
1990,  Maluku  telah  menyerap  investasi 
sebesar  Rp  1.678,5  miliar,  dengan  jum- 
lah  proyek  103  buah  dengan  porsi  inves- 
tasi keseluruhannya  1,1%.  Jadi  seluruh 
investasi  PMDN  Maluku  sampai  tahun 
1991  menjadi  Rp  1.801,1  miliar  dengan 
porsi  investasinya  turun  menjadi  1,0%. 

(3)  Dacrah  kcring  sebclah  timur  Bali  yaitu 
Nusa  Tenfifiara  Baral  (NTB)  cukup  bc- 
.sar  dalam  menyerap  investasi  PMDN  se- 
lama tahun  1991.  Kalau  selama  r>cri(xJc 

1968-  1990  NTB  mengantongi  investasi 
PMDN  sebesar  Rp  571,4  miliar  dengan 
porsi  investasi  1*MDN  0.4%.  Tapi  da- 
lam tahun  1991  NTB  dapat  Icbih  hanyak 
menyerap  investasi  PMDN  schingga 
sampai   tahun   1991    investasi  PMDN 


menjadi  Rp  942,7  miliar  dan  porsi  inves- 
tasinya naik  menjadi  0,5%.  Jadi  hanya 
dalam  jangka  waktu  seiahun  NTB  mam- 
pu meraih  investasi  PMDN  cukup  besar 
yaitu  sebesar  Rp  373,3  miliar,  suaiu  pe- 
ningkatan yang  fantaslis  untuk  daerah 
kering  macam  NTB.  Salah  satu  alasan 
tingginya  peningkatan  investasi  di  wila- 
yah NTB  adalah  transponasi  dari  Jawa 
cukup  lancar,  sehingga  pengangkuian 
peralatan  untuk  keperluan  investasi 
dapat  dilakukan  dengan  lancar  dan  bia- 
ya  relatif  rendah. 

(4)  Selanjutnya,  daerah  Nusa  Tenggara  Ti- 
mur (NTT)  menyerap  investasi  P.MDN 
hanya  Rp  18,9  miliar  selama  tahun  1991. 
Periode  sebelumnya  1968-1990  menye- 
rap investasi  sebesar  Rp  508,2  miliar  aiau 
porsi  investasinya  hanya  0,3%.  Jadi 
sampai  tahun  1991  seluruh  investasi 
PMDN  yang  telah  diserap  adalah 
I^  527,1  miliar  dengan  porsi  investasi- 
nya tetap  0,3%. 

(5)  Sulawesi  Selatan  dengan  kawasan  indus- 
tri  Makassarnya  (Makassar  Indusirial 
Estate  -  MIE)  selama  tahun  1991  cukup 
besar  menyerap  investasi  PMDN  yaitu 
Rp  303,0  miliar,  sehingga  seluruh  inves- 
tasi PMDN  sampai  tahun  1991  menca- 
pai Rp  1.744,4  miliar  dengan  jumlah  pro- 
yek 178  buah.  Dengan  demikian  porsi 
investasinya  menjadi  0.9%.  Sedangkan 
periode  sebelumnya  1968-1990  porsi  in- 
vestasinya 1,0%  dengan  jumlah  inves- 
tasi Rp  1.441,4  miliar  dengan  demikian 
porsi  investasinya  lunmO.I*^.  Pada  bu- 
lan  April  1992  Makassar  Industnal 
Estate  (clah  mcnandatangani  kcrja  .s^ama 
dengan  Trade  Development  Zone 
(TDZ).  Pcrjanjian  Mitra  Zona  Dagang 
ini  berarti  bahwa  di  kedua  7ona,  para 
pcngiisaha  mcmlapatkan  inscntif  dan 
kcringanan  untuk  berproduk.si. 
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(6)  Daerah  kopra  Sulawesi  Tengah  selama 
tahun  1991,  cukup  besar  menyerap  in- 
vestasi  PMDN  yaitu  451,9  miliar, 
suatu  jumlah  yang  cukup  besar  bila  di- 
bandingkan  dengan  Sulawesi  Selatan 
dan  Utara  yang  relatif  sudah  lebih  maju. 
Padahal  selama  periode  1968-1990  dae- 
rah ini  hanya  mampu  menyerap  795,4 
miKar  dengan  jumlah  proyek  59  buah 
dan  porsi  investasinya  0,5%'.  Tetapi 
sampai  tahun  1991  keadaan  berubah  de- 
ngan cepat.  Sulawesi  Tengah  mampu 
meningkatkan  investasinya  menjadi 
Rp  1 .247,3  miliar  dengan  jumlah  proyek 
66  buah  dan  porsi  investasinya  naik 
menjadi  0,7% . 

(7)  Selama  tahun  1991  Sulawesi  Utara  cu- 
kup besar  dalam  meraih  investasi 
PMDN  yaitu  Rp  384  miliar,  dengan  jum- 
lah proyek  11  buah.  Selama  periode 
1968-1990  daerah  pariwisata  ini  menye- 
rap investasi  1.263  miliar  dengan 
jumlah  proyek  63  buah  dan  porsi  inves- 
tasi 0,9%.  Sehingga  sampai  tahun  1991 
jumlah   investasi   PMDN  menjadi 

1.647,0  miliar  dan  porsi  investasinya 
tetap  bertahan  0,9%.  Diperkirakan  da- 
lam tahun- tahun  mendatang  investasi  di 
daerah  ini  akan  melampaui  Sulawesi  Se- 
latan, karena  daerah  ini  potensial  sekali 
sebagai  daerah  pariwisata  dan  merupa- 
kan  daerah  yang  strategis  dalam  jalur 
perdagangan  Asia  Pasifik.  Sudah  pasti 
dengan  terbukanya  jalur  perdagangan 
ini  bidang-bidang  usaha  lain  akan  me- 
ngembangkan  usaha  ke  sana  (follow  the 
trade). 

(8)  Barangkali  hanya  Sulawesi  Tenggara 
yang  agak  lambat  perkembangannya  di- 
bandingkan  dengan  daerah  yang  lain. 
Hal  ini  disebabkan  aksesibilitas  sosial 
ekonomi  masih  belum  terbuka  luas  dan 


kurangnya  infrastruktur  yang  mendu- 
kung  penanaman  modal  ke  daerah  ini, 
walaupun  potensi  daerah  ini  tidak  kalah 
dibandingkan  dengan  Sulawesi  Tengah. 
Daerah  ini  relatif  ketinggalan  daripada 
Sulawesi  Tengah,  Selatan  dan  Utara. 
Trans-Sulawesi  yang  kini  dibangun  hanya 
menghubungkan  Sulawesi  Tengah,  Selatan 
dan  Utara,  sehingga  daerah  ini  tidak  bisa 
ditembus  lewat  jalan  darat.  Begitu  pula,  ja- 
lur lautnya  kurang  menguntungkan  dalam 
arti  kapal-kapal  bermuatan  besar  tidak  da- 
pat  langsung  berlabuh  di  ibukota  propinsi 
melainkan  hams  ke  Muna  dulu  baru  kemu- 
dian  dilanjutkan  dengan  kapal-kapal  yang 
lebih  kecil.  Kondisi  ini  menyebabkan  tinggi- 
nya  biaya  transportasi  dan  pemasaran  yang 
paling  dihindari  oleh  para  investor.  Selama 
periode  1968-1990,  Sulawesi  Tenggara  telah 
menyerap  investasi  PMDN  sebesarl^  738,9 
miliar  dengan  jumlah  proyek  16  buah  dan 
porsi  investasi  secara  nasional  hanya  0,4% . 
Tapi  dalam  periode  sebelumnya  1968-1990 
daerah  ini  mampu  menyerap  14  proyek  de- 
ngan investasi  Rp  686,7  miliar  dengan  porsi 
investasi  0,5%,  yang  berarti  turun  0,1% 
dalam  satu  tahun  ini.  Dengan  demikian  da- 
lam tahun  1991  Sulawesi  Tenggara  hanya 
menyerap  Rp  52,2  mihar  dengan  jumlah 
proyek  dua  buah.  Trans  Sulawesi  yang 
kini  dibangun  hanya  menghubungkan 
Sulawesi  Tengah,  Selatan  dan  Utara,  se- 
hingga daerah  ini  tidak  bisa  ditembus 
lewat  jalan  darat.  Begitu  pula,  jalur  laut- 
nya kurang  menguntungkan  dalam  arti 
kapal-kapal  bermuatan  besar  tidak 
dapat  langsung  berlabuh  di  ibukota  pro- 
pinsi melainkan  hams  ke  Muna  dulu 
bam  kemudian  dilanjutkan  dengan 
kapal-kapal  yang  lebih  kecil.  Kondisi  ini 
menyebabkan  tingginya  biaya  transpor- 
tasi dan  pemasaran  yang  paling  dihin- 
dari oleh  para  investor.  Selama  periode 
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1968-1990,  Sulawesi  Tenggara  telah 
menyerap  investasi  PMDN  sebesar 
Rp  738,9  miliar  dengan  jumlah  proyek  16 
buah  dan  porsi  investasi  secara  nasional 
hanya  0,4%.  Tapi  dalam  periode  se- 
belumnya  1968-1990  daerah  ini  mampu 
menyerap  14  proyek  dengan  investasi 
Rp  686,7  miliar  dengan  porsi  investasi 
0,5%,  yang  berarti  turun  0,1%  dalam 
satu  tahun  ini.  Dengan  demikian  dalam 
tahun  1991  Sulawesi  Tenggara  hanya 
menyerap  Rp  52,2  miliar  dengan  jumlah 
proyek  dua  buah. 

(9)  Selama  tahun  1991  hanya  satu  daerah 
saja  yang  tidak  mengantongi  investasi 
PMDN  yaitu  daerah  Timor  Timur.  Da- 
lam tahun  tersebut  investor  sama  sekali 
tidak  melakukan  investasi  ke  sana.  Se- 
dangkan  selama  periode  1968-1990  in- 
vestasi PMDN  yang  terserap  ke  Timor 
Timur  hanya  Rp  24,9  miliar  dengan  jum- 
lah proyek  enam  buah.  Dengan  demiki- 
an porsi  investasi  PMDN  daerah  ini  se- 
cara nasional  0,0%,  sehingga  menem- 
pati  urutan  terbawah  di  antara  27  pro- 
pinsi. 

Pihak  investor  asing  tidak  begitu  bermi- 
nat  menanamkan  investasinya  ke  daerah 
KTI.  Berbeda  dengan  PMDN,  porsi  inves- 
tasi PMA  di  KTI  turun  sama  sekali.  Selama 
periode  1967-1990,  KTI  mampu  menyerap 
PMA  sebesar  US$2,951,4  juta  dengan  porsi 
PMA  secara  nasional  7,49%.  Tapi  dalam  pe- 
riode 1967-1991  investasi  PMA  mcnjadi 
US$2,973,7  juta  dengan  porsi  investasi 
6,22%,  berarti  turun  1,27%. 

Hanya  dacrah-dacrah  Icricntu  snjn  mcnc 
rima  investasi  PMA  dniam  lahun  1991.  Tapi 
itu  pun  nilainya  tidak  begitu  bcsar.  misalnya 
Sulawesi  Utara  mengantongi  investasi  PMA 


yang  paling  besar  di  antara  daerah  KTI  lain- 
nya  yaitu  sebesar  US$7,2  juta  dengan  porsi 
investasi  hanya  0,1%.  Bahkan  ada  beberapa 
daerah  tertentu  yang  sama  sekali  tidak  me- 
ngantongi investasi  PMA  selama  tahun  1991 
yaitu  NTT,  Timor  Timur  dan  Irian  Jaya. 

Salah  satu  kiat  untuk  mencari  investor 
asing  bagi  pembangunan  KTI  adalah  dengan 
berpartisipasi  dalam  pasaran  terbuka.  Seper- 
ti  yang  dilakukan  400  orang  Indonesia  dari 
KTI  yang  menghadiri  Expo  N  on  hern  Terri- 
tory (NT)  yang  berlangsung  di  Darwin  (Aus- 
tralia) bulan  Juni  1993.  Dengan  Expo  itu 
para  pengusaha  Australia  dapat  mengeta- 
hui  langsung  kesempatan  investasi  di  KTI. 
Juga  dengan  partisipasi  langsung  para  pe- 
ngusaha dari  KTI  dapat  menjual  barang- 
barang  ekspor  dan  manufakturnya  tanpa  ke- 
rumitan,  sekaligus  hal  ini  menjadi  ajang  pro- 
mosi  {Kompas,  12  Juni  1993). 

Dengan  mengamati  kondisi  tadi  tampak 
adanya  kecenderungan  investor  dalam  ne- 
geri  mengarahkan  usahanya  ke  KTI,  teruta- 
ma  ke  daerah-daerah  yang  masih  tertinggal. 
Walaupun  demikian  masih  tampak  adanya 
konsentrasi  penanaman  modal  di  wilayah 
KTI  yang  merupakan  basis  pertumbuhan 
(growth  pole)  seperti  Sulawesi  Selatan.  Na- 
mun  basis  pertumbuhan  itu  pun  hanya  di 
kota  Ujung  Pandang  saja,  sedangkan  dac- 
rah-daerah  lain  relatif  kecil  kontribu.sinya. 
Mungkin  inilah  yang  hams  menjadi  pcrha- 
tian  berbagai  pihak  sehingga  pcmerataan  kc 
KTI  tidak  hanya  bcrpusat  di  kota-koia  tcf^ 
icntu  saja.  Untuk  itu  dipcrlukan  ikiim  inves- 
tasi yang  dap;»t  mcnarik  in\c5tor  .swa.^ta.  l^al 
itu  scbcnarnya  dapat  diciptakan  olch  pcmc^ 
rtntah  daerah  yang  bcrsangkuian  sehingga 
investor  tidak  nicrasa  dif-vcrsuiii.  bahkan  ve^ 
baliknya  hanis  didukung  dengan  scgala  Pa- 
rana yang  ada  -icrfa  pariiMp.TM  m-TwaraVat 
secara  lerbiika. 
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Cara  Menarik  Investor 

Menurut  Ketua  BKPM  Sanyoto  Sastro- 
wardoyo  (1993),  cara  menarik  para  investor 
ke  KTI  memang  agak  berat  meskipun  lost 
carry  over-nya  bahkan  sudah  ditambah  tiga 
tahun.  Berbagai  perangkat  kebijakan  pun  di 
arahkan  ke  sana  untuk  menarik  para  inves- 
tor serta  untuk  meiidukung  tercapainya  pe- 
merataan  penanaman  modal  di  KTI,  antara 
lain  kebijakan  di  bidang  investasi,  perpajak- 
an,  infrastruktur  dan  bidang  keamanan. 

Kebijakan  Bidang  Penanaman  Modal  (In- 
vestasi) 

Dalam  bidang  investasi,  para  investor 
yang  menanam  modalnya  di  KTI  akan  men- 
dapat  berbagai  fasilitas  dan  kemudahan  da- 
lam merealisasikan  investasinya.  Langkanya 
investasi  (PMA/PMDN)  di  KTI  menjadi 
alasan  bagi  pemerintah  untuk  memberi 
"rangsangan"  kepada  para  investor.  Pihak 
swasta  mengharapkan  agar  diberi  berbagai 
kemudahan  investasi  di  KTI.  Pemerintah 
dalam  hal  ini  BKPM  memberikan  serangkai- 
an  rangsangan  yang  meUputi:  (a)  pemberian 
keringanan  suku  bunga  kredit;  (b)  pemberi- 
an grace  period  yang  lebih  lama  untuk  pe- 
ngembalian  kredit  bank;  (c)  pemberian  kom- 
pensasi  kepada  para  investor  yang  mem- 
bangun  sarana  dan  prasarana;  (d)  keringan- 
an atau  penundaan  pajak  atas  kenikmatan 
pengeluaran  perusahaan;  (e)  kelonggaran  ta- 
rif  penyusutan  sebesar  50%  untuk  semua  go- 
longan;  (f)  memberikan  kebebasan  atau  ke- 
longgaran impor  mesin  peralatan  dari  DNI 
(Daftar  Negatif  Investasi);  (g)  memberikan 
pembebasan  100%  atas  seluruh  impor  ba- 
rang  modal;  (h)  mengecualikan  DNI  di  luar 
yang  berbintang  dua  (yang  investasinya  ter- 
tutup,  walaupun  produksinya  diekspor);  (0 


memberlakukan  SK  Menteri  Keuangan  No. 
960/KMK.0/1983  secara  lebih  luas  (BKPM, 
1992). 

Pertumbuhan  kapital  di  Kawasan  Timur 
Indonesia  erat  kaitannya  dengan  kebijakan 
pemerintah  pusat  dan  political  will  untuk 
mengembangkan  kawasan  ini  setara  dengan 
Kawasan  Barat  Indonesia.  Semua  pakar  se- 
tuju  kalau  dikatakan  bahwa  Kawasan  Timur 
Indonesia  ketinggalan  dalam  infrastruktur 
ekonomi.  Untuk  mengejar  ketertinggalan 
Kawasan  Timur  Indonesia  dari  Kawasan  Ba- 
rat Indonesia,  pemerintah  sudah  mengeluar- 
kan  berbagai  kebijakan  antara  lain  kebijak- 
an PMA/PMDN,  kebijakan  fiskal  moneter, 
maupun  aneka  macam  fasilitas  lain  untuk 
merangsang  investasi.  Penanaman  Modal 
Asing  boleh  100%  dalam  lima  tahun  perta- 
ma  dan  setelah  itu  hanya  20%  (Sanyoto  Sas- 
trowardoyo,  1993). 

Kebijakan  di  Bidang  Perpajakan 

Semen tara  itu  berbagai  insentif  perpajak- 
an diberikan  kepada  para  pemodal  yang  me- 
nanamkan  uangnya  di  Kawasan  Timur  Indo- 
nesia. Di  bidang  perpajakan  ~  investor  di 
KTI  tanpa  membedakan  PMA  dan  PMDN  ~ 
pemerintah  memberi  dua  jenis  "rangsang- 
an": (a)  pengurangan  PBB  sebesar  50%  ter- 
hitung  selama  delapan  tahun  sejak  diper- 
olehnya  izin  peruntukan  tanah;  (b)  keringan- 
an pajak  penghasilan  yang  diberikan  dalam 
bentuk  kompensasi  kerugian  tidak  lebih  dari 
delapan  tahun,  terhitung  mulai  tahun  perta- 
ma  sesudah  kerugian  tersebut  diderita.  Ke- 
dua  keringanan  itu  berlaku  untuk  kegiatan 
investasi  baru  dan  perluasan  jika  besarnya 
perluasan  minimal  30%  dari  investasi  yang 
sudah  dilakukan  sampai  akhir  tahun  pajak 
sebelum  perluasan  dilakukan.  Selain  itu,  ke- 
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duanya  berlaku  untuk  investasi  pada  hampir 
semua  sektor,  yaitu  pertanian,  perkebunan, 
peternakan,  perikanan,  pertambangan,  kc^ 
hutanan,  perindustrian,  real  estate/ indus- 
trial estate,  perhotelan  dan  jasa  pengem- 
bangan  kepariwisataan,  prasarana  dan  sara- 
na  ekonomi  serta  jasa  angkutan  darat,  laut 
dan  udara. 

Tapi  kita  belum  bisa  menimba  hasilnya 
sekarang  karena  memang  semuanya  perlu 
waktu. 

Kebijakan  di  Bidang  Infrastruktur 

Masalah  yang  paling  mendesak  bagi  KTI 
adalah  infrastruktur.  Pembangunan  infra- 
struktur ditargetkan  untuk  dapat  mengatasi 
isolasi  sebagian  besar  daerah  di  KTI  dari 
pusat-pusat  kegiatan  ekonomi.  Untuk  itu  pe- 
merintah  pusat  telah  menempuh  serangkaian 
kebijakan  melaJui  realokasi  dana  pemba- 
ngunan ke  KTI.  Dalam  APBN  1993/1994 
anggaran  pembangunan  perhubungan  untuk 
sembilan  propinsi  di  KTI  mengalami  kenaik- 
an  sebesar  403,44%  (menjadi  Rp  257,6  mi- 
liar), subsektor  Inpres  peningkatan  jalan  ka- 
bupaten  naik  16,1*^0  (menjadi  Rp  138,8  mi- 
liar), subsektor  Inpres  peningkatan  jalan 
propinsi  naik  231,6%  (menjadi  Rp  79,9  mi- 
liar) [Kompas.  7  April  1990). 

Demikian  pula  halnya  dengan  anggaran 
Dcpartemcn  Pekerjaan  Umum  mengalami 
kcnaikan  yang  cukup  bcrarti:  (1)  anggaran 
proyek  PU  naik  173,3%  (menjadi  Rp  58,5 
miliar);  (2)  anggaran  Bina  Marga  naik 
605,1%  (menjadi  Rp  20,7  miliar):  (3)  ang- 
garan Cipta  Karya  naik  scbcsar  390.5% 
(menjadi  Rp  37,3  miliar)  (APBN  I99.V19<M). 

Sclama  ini  banyak  pcngusahn  asing  yang 
mau  mcnanamkan  modal  kc  KTI,  namiin 


rencana  itu  tidak  mungkin  dilakukan  karena 
tidak  tersedianya  infrastruktur  yang  mema- 
dai  di  daerah  itu. 

Dalam  infrastruktur  dan  DIP,  KTI  jauh 
ketinggalan  jika  dibandingkan  dengan  KBl. 
Hal  ini  menyebabkan  akselerasi  pembangun- 
an di  KBI  lebih  maju  20  tahun  keiimbang 
KTI.  Sampai  sekarang  pembangunan  infra- 
struktur difokuskan  pada  lempat-tempat  di 
bagian  barat  seperti  Pulau  Jawa  dan  Suma- 
tera.  Ini  dapat  dimengerti  sebab  jumlah  pen- 
duduknya  lebih  banyak.  Dan  kini  tiba  giliran 
bagi  Kawasan  Timur  Indonesia  untuk  me- 
laksariakan  pembangunan  secara  berkelan- 
jutan. 

Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah 
KTI  sangat  sadar  bahwa  pembangunan  in- 
frastruktur seperti  pelabuhan  dan  telekomu- 
nikasi  perlu  dilakukan  untuk  menarik  inves- 
tor asing  agar  mau  menanamkan  modaln>'a 
di  KTI.  Namun  saat  sekarang  ini  pemerintah 
(pusat  atau  daerah)  tidak  mungkin  bisa  me- 
menuhi  itu  karena  anggaran  yang  dimiliki 
sangat  terbatas.  Karena  itu  pilihan  yang  di- 
lakukan adalah  mendorong  pengembangan 
kawasan- kawasan  industri.  Di  KTI  hingga 
saat  ini  hanya  Propinsi  Sulawesi  Selatan 
yang  memiliki  kawasan  industri  yaitu  Ma- 
kassar Industrial  Estate,  sedangkan  propirv 
si-propinsi  Iain  di  KTI  belum  adn. 

Kebijakan  di  Bidang  Kcamanan 

Di  samping  liga  kebijakan  vang  telah  6h 
scbutkan  di  alas,  perlu  pula  scgi  kcamanan 
bagi  investor  yang  mcnanamkan  modalnva 
kc  KTI  harus  iclap  dijaga.  schab  tanpa  j»- 
ininan  kcamanan  investor  akan  lari  dari 
KTI.  Sclama  ini  banyak  kchihan  yang  dilon- 
arkan  olch  para  investor  ( khvisusnya  inves- 
tor Icpang  yang  mcmbiididayakan  mutiara) 
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di  KTI  bahwa  gangguan  keamanan  yang  ke- 
rap  kali  terjadi  adalah  pencurian  terhadap 
peralatan  pabrik. 

Prospek  Investasi  di  KTI 

Seperti  yang  telah  dikemukakan  di  atas, 
pembangunan  KTI  membutuhkan  dana  in- 
vestasi. Tindakan  yang  dilakukan  antara 
Iain  merayu  pemilik  modal  asing  dan 
PMDN.  Penanaman  modal  ini  diharapkan 
dapat  memberikan  berbagai  multiplier  effect 
pada  masyarakat  sekelilingnya,  sehingga  pa- 
da  akhirnya  masyarakat  juga  sama-sama 
turut  menikmati  kue  kemakmuran  (Doro- 
djatun  Kuntjoro-Jakti,  1990). 

Sejalan  dengan  semakin  melemahnya 
daya  saing  ekonomi  nasional,  maka  peme- 
rintah  mengeluarkan  serangkaian  kebijakan 
ekonomi  yang  disebut  deregulasi.  Deregulasi 
telah  mulai  dilakukan  sejak  tahun  1983 
(Mayling  Oey  dan  Peter  Gardiner,  1990:  11, 
Jamie  Mackie  dan  Syahrir,  1990:  44). 

Langkah-langkah  deregulasi  yang  terns 
dilakukan  oleh  pemerintah  diwarnai  oleh  be- 
berapa  kejadian  pokok  antara  tahun 
1989-1993:  (1)  pengumuman  Paket  Deregu- 
lasi bulan  Juni  1989  (PAKJUN)  tentang  efi- 
siensi  dan  produktivitas  perusahaan  negara; 
(2)  dikeluarkannya  berbagai  ketentuan  seba- 
gai  tindak  lanjut  Pakto  1989  yang  merupa- 
kan  langkah-langkah  untuk  melonggarkan 
pengendalian  ekonomi;  (3)  pengumuman 
bulan  Maret  1989  mengenai  ketentuan  lebih 
lanjut  dari  deregulasi  perbankan  dan  pasar 
modal;  (4)  deregulasi  sektor  del  Juli  1992 
(PAKJUL  192)  yang  menyangkut  perizinan 
di  bidang  investasi  (daftar  negatif  investasi, 
HGU  untuk  PMA  murni  dan  PMA  patung- 
an  dan  tata  cara  penanaman  modal;  (5)  Pa- 
ket Juni  1993  yang  berisi  deregulasi  di  bi- 
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dang  investasi. 

Ada  suatu  hal  patut  dikemukakan,  bah- 
wa besaran  investasi  di  Indonesia  sejak  ta- 
hun 1992  mulai  menurun  dan  dapat  dikata- 
kan  bahwa  proyeksi  investasi  bernada  pesi- 
mis.  Menurunnya  angka  investasi  ini  dis&- 
babkan:  (1)  situasi  internasional  sangat  tidak 
menguntungkan  yang  ditandai  resesi  ekono- 
mi tujuh  negara  industri  maju;  (2)  menurun- 
nya putaran  modal  dari  negara  maju  ke  ne- 
gara berkembang,  bukan  oleh  ikUm  investasi 
yang  kurang  baik;  (3)  di  samping  itu  bagi  ne- 
gara berkembang  muncul  negara- negara  pe- 
saing  baru  yang  sangat  potensial  menarik  in- 
vestor asing  seperti  RRC,  Vietnam,  India, 
Pakistan,  Filipina  dan  sebagainya  yang 
membuka  pintu  lebar-lebar  untuk  investasi; 
(4)  belum  efektifnya  deregulasi  di  bfdang  in- 
vestasi yang  cenderung  menimbulkan  "regu- 
lasi  baru". 

Sampai  tanggal  15  Juli  1993  realisasi  pe- 
nanaman modal  dalam  negeri  (PMDN)  tu- 
run  18,6%  menjadi  Rp  14,9  triliun  dari 

18,3  triliun  tahun  1992.  Dari  segi  proyek 
jumlahnya  juga  berkurang  2,2%  dari  230 
proyek  tahun  1992  menjadi  225  proyek  ta- 
hun 1993.  Penurunan  yang  lebih  besar  ter- 
jadi pada  Penanaman  Modal  Asing  (PMA), 
yaitu  penurunan  30,4%  menjadi  US$4,8  mi- 
liar (1993)  dari-US$6,9  miliar  tahun  1992. 
Jumlah  proyek  menurun  dari  162  menjadi 
149  proyek  (Sanyoto  Sastrowardoyo,  1993). 

Dari  data- data  yang  dikumpulkan  oleh 
BKPM  yang  terjun  ke  KTI  dalam  lima  bulan 
terakhir  ini,  ternyata  kendala  investasi  di 
KTI  31,3%  menyangkut  dukungan  dana  in- 
vestasi, 22,2%  soal  perizinan,  15,7%  pema- 
saran  dan  manajemen,  14%  tanah,  5,7% 
prasarana,  3,9%  fasilitas  dan  1,8%  pungut- 
an  (Sanyoto  Sastrowardojo,  1993). 

Dibandingkan  dengan  Kawasan  Timur 
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Indonesia,  Kawasan  Barat  Indonesia  kini 
masih  tetap  lebih  kuat  dalam  hal  menarik  in- 
vestasi  (PMA/PMDN),  meskipun  sejak 
tahun  1992  mulai  menurun.  Baik  dalam 
jangka  pendek  maupun  jangka  panjang  KTI 
masih  belum  bisa  mengejar  keunggulan  KBI. 
Sebab  KTI  kini  sedang  menghadapi  situasi 
perekonomian  yang  lesu  dan  banyak  kenda- 
la  menghambat  aliran  masuk  investasi. 


Penutup 

Ada  kebutuhan  mendesak  untuk  mening- 
kaikan  roda  pembangunan  KTI  sepesat  roda 
pembangunan  KBI.  Situasi  dan  kondisi  per- 
ekonomian KTI  yang  sangat  memprihatin- 
kan  membutuhkan  terobosan  yang  bersifat 
struktural.  Salah  satu  alternatif  untuk  me- 
ngatasi  stagnasi  perkembangan  ekonomi 
KTI  adalah  dengan  cara  meningkatkan  in- 
vestasi. Namun  hingga  saat  ini  investasi  di 
kawasan  ini  belum  sepenuhnya  tercapai  se- 
perti  yang  diinginkan.  Di  samping  hambatan 
yang  berskala  makro  ada  juga  yang  berskala 
mikro.  Dari  pokok-pokok  pembahasan  di 
atas  ada  beberapa  hal  yang  perlu  dicermati 
mengenai  perkembangan  Kawasan  Timur 
Indonesia. 

Pertama,  membangun  daerah  terbela- 
kang  scperti  KTI  membutuhkan  peran  peme- 
rintah  yang  besar.  Khusus  mengenai  inves- 
ta.si  di  KTI,  maka  pcran  pcmcrintah  di  sam- 
ping mcnycdiakan  sarana  dan  prasarana  ju- 
ga bcrtugas  mcmangkas  pcraturan  yang  ccn- 
dcrung  menghambat  para  investor  untuk 
menanamkan  modalnya  kc  KTI. 

Keduu,  masih  banyak  yang  harus  dlbe- 
nahi  untuk  mcnangani  kcndaan  KTI.  Pcrma- 
salahan  KTI  Icbih  bersifat  ekonomi  dnn  p(ili- 
tik.  Olch  karcna  itu  dipcrlukan  perjuangan 
ekonomi  dan  politik  untuk  mcngata.si  scgala 


permasalahan  baik  yang  berakar  di  dalam 
maupun  yang  berasal  dari  luar  wilayah  KTI. 
Khususnya  yang  menyangkut  deregulasi  in- 
vestasi dan  kekuatan  pasar  pada  umumnya, 
KTI  masih  memerlukan  intervensi  pemerin- 
tah  pusat. 

Ketiga.  strategi  pembangunan  yang  ber- 
orientasi  teknokratis  untuk  KTI  cenderung 
"mengabaikan"  arus  politik  bawah.  Strategi 
Pembangunan  Teknokratis  kurang  melibai- 
kan  masyarakat  dalam  pembangunan 
masalah  sebelum  suatu  kepuiusan  diambil. 
Politik  cenderung  berorientasi  pada  pusat- 
pusat  kekuasaan,  yang  dengan  demikian  sa- 
ngat membatasi  partisipasi  politik  masyara- 
kat dalam  proses  pembangunan  ekonomi  di 
KTI.  Urusan  pembangunan  di  KTI  lebih  ba- 
nyak menjadi  urusan  birokrasi,  depariemen 
dan  tidak  banyak  melibatkan  kelompok- 
kelompok  dalam  masyarakat  yang  paling 
merasakan  dampak  kebijakan  yang  diambil 
oleh  pemerintah  pusat  yang  diimplementa- 
sikan  ke  pemerintah  daerah. 

Keempat,  terbatasnya  dana  pembangun- 
an yang  dimiliki  oleh  KTI  menyebabkan  pe- 
merintah pusat  sebagian  besar  harus  tetap 
mensubsidi  KTI  dan  pemerintah  daerah  KTI 
harus  selektif  memanfaatkannya.  Untuk 
masa  sekarang  sikap  pemerintah  yang  mciv 
cantumkan  masalah  KTI  dalam  GBHN  199.^ 
belum  dijabarkan  secara  transparan  menjadi 
implementasi  kebijakan  pembangunan.  U!5»- 
ha  pemerintah  pusat  untuk  mcngkonscntra- 
sikan  pcngcmbangan  Kawa.san  Timur  Indo- 
nesia justru  Icbih  bersifat  "jargon"  rK>litik 
kctimbang  rcalitas  cmpiri.s. 

Kvlima,  pcmbcritaan  yang  p<\sitif  dan  nc- 
gatif  harus  scinibang  mengenai  arah  pemba- 
ngunan KTI.  karcna  hal  ini  dinilai  akan  tu- 
nit  mcmacu  raihan  investasi  di  KTI.  Media 
massa  tidak  bisa  mcnutupi  kcgagalan  dan 
kcbcrhasilan  pembangunan  di  KTI. 
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Keenam,  untuk  merayu  pihak  investor 
agar  menanamkan  modalnya  di  KTI  tidak 
bisa  dilakukan  dalam  satu-tiua  tahun.  Oleh 
karena  itu  diperlukan  keseriusan  semua  pi- 
hak dalam  upaya  memobilisasi  dana  yang 
ada  sekarang,  yang  tentu  saja  dapat  memacu 
laju  investasi  seperti  yang  diharapkan. 
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Fenomena  Rusia  dan  Skenario 
Kebijakan  AS  Terhadap 
Eropa  Pasca-Perang  Dingin 

Malik  Ruslan 


KONSTELASI  politik  internasional 
pasca-Perang  Dingin  menyuguhkan 
berbagai  fenomena  yang  menarik 
untuk  dicermati.  Fenomena  pasca-Perang 
Dingin  memang  memunculkan  beragam  pen- 
dapat  dari  berbagai  kalarigan  yang  pada  inti- 
nya  belum  memberi  jawaban  tuntas,  mini- 
mal hingga  paruh  pertama  dekade  1990-an 
ini. 

Kawasan  Eropa  yang  dulunya  dikenal  se- 
bagai  kawasan  konflik  (trouble  spot)  antara 
dua  kepentingan  (AS-Soviet)  pada  masa  Pe- 
rang  Dingin,  hingga  kini  masih  menyisakan 
pertarungan  politik  yang  cukup  seru  dan 
kian  menarik  untuk  diteiusuri.  Sebut  saja  re^ 
unifikasi  dua  Jerman,  berpisahnya  Cheko 
dan  Slovakia  serta  bubarnya  Yugoslavia  se- 
telah  Slovenia  dan  Kroasia  diakui  olch  12  ne^ 
gara  Masyarakat  Eropa.  Mcskipun  dcmiki- 
an,  ka.sus  Yugoslavia  scbctulnya  dapat  Icbih 
dipahami  scbagai  tragcdi  kcmanusiaan  yang 
mcrupakan  lumbal  dari  pasca-Pcrang  Di- 
ngin itu  scndiri. 

Tulisan  ini  mcncoba  nicrajut  dua  faktor 
krusial  (crucial  factors}  yang  saling  mcmpc- 
ngaruhi  di  dalam  kancah  konstciasi  pcrpoli- 


tikan  Eropa  dewasa  ini,  yakni  Rusia  yang 
muncul  sebagai  satu-satunya  ahli  waris  Uni 
Soviet  di  satu  pihak  dan  soal  kebijakan  AS 
terhadap  Eropa  pasca-Perang  Dingin  di  lain 
pihak. 

Konstelasi  Perpolitikan  Eropa 

Barangkali  kurang  proporsional  membi- 
carakan  momentum  pasca-Perang  Dingin 
jika  mengabaikan  faktor  Mikhail  Gorba- 
chev, pemimpin  tertinggi  Uni  Soviet  ke-10 
pasca-Revolusi  1917.  Sekitar  dua  tahun  sete- 
lah  beliau  menduduki  tampuk  pimpinan  ter- 
tinggi, gebrakan-gebrakan  yang  disodorkan- 
nya:  demokratisasi,  restrukturisasi  (pcrvs- 
troika),  dan  kctcrbukaan  ^.c/a.v/7(x.v/y  sekctika 
itu  mcnyeruak  ke  scjicnap  pcnjuru  dunia. 
Gebrakan-gebrakan  icrscbut  --  ada  yan|!  me- 
nycbutnya  rcvolusi  Gorbachev  --  mcmbcri 
dampak  yang  sangat  bcsar  dan  mcndasar 
pada  konstciasi  politik  dunia  pada  umum 
nya  dan  Eropa  j>ada  khususnya.  yakni  mcne- 
lorkan  momentum  pasca-Pcrang  Dingin  (de- 
tente) antara  dua  blok  raksasa  -  Barai  dan 
l  imur  --  yang  iclah  bcrlangsung  sekitar  cm- 
pat  dasawarsa. 
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Dilontarkannya  gebrakan-gebrakan  yang 
spektakuler  itu  sebetulnya  didasarkan  pada 
beberapa  pertimbangan: 

(1)  Posisi  konfrontatif  antara  Timur-Barat 
yang  telah  berlangsung  sekitar  empat  da- 
sawarsa  itu  kian  mengkhawatirkan  du- 
nia  akan  timbulnya  perang  terbuka  yang 
sangat  mengerikan. 

(2)  Meskipun  pada  kenyataannya  kekhawa- 
tiran  itu  tidak  sampai  terjadi,  namun 
strategi  opsi  militer  (military  option  stra- 
tegy) yang  diterapkan  oleh  kedua  belah 
pihak  tidak  menghasilkan  apa-apa.  Ada- 
lah  layaknya  suatu  strategi  yang  telah  di- 
persiapkan  dan  dilakukan  secara  ma- 
tang,  akan  menghasilkan  suatu  situasi 
baru  sekecil  apa  pun  ia.  Tetapi  sejarah 
membuktikan  lain,  opsi  militer  itu  tidak 
membuahkan  apa-apa  sehingga  pantas 
bila  ditinggalkan,  minimal  di  redefinisi. 

(3)  Ketiga  gebrakan  Gorbachev  di  atas  telah 
membuka  borok  internal  Uni  Soviet  sen- 
diri  di  mata  dunia.  Kungkungan  tirai 
besi  yang  dicoba  untuk  diperlonggar  jus- 
tru  mengungkap  segala-galanya:  krisis 
pendapat  antar  para  elite  politik,  mere- 
baknya  berbagai  keraguan  akan  kemam- 
puan  komunisme  menjawab  tantangan 
zaman  di  tengah  terpaan  angin  globali- 
sasi  yang  kian  dahsyat,  dan  stagnasi  per- 
tumbuhan  ekonomi  Uni  Soviet  yang 
kian  mengkhawatirkan. 

Tampilnya  Mikhail  Gorbachev  dengan 
kapasitas  intelektual  yang  mapan  (beliau  se- 
orang  ahli  hukum)  ke  tampuk  pimpinan  ter- 
tinggi,  menyebabkan  borok  tersebut  sema- 
kin  transparan  bukan  hanya  di  mata  para 
cerdik-cendekia  atau  elite  politik,  bahkan 
juga  di  mata  rakyat  jelata  Uni  Soviet  sendiri. 
Memang  barang  baru  yang  muncul  atau  di- 
munculkan  dari  suatu  sistem  yang  tertutup 
akan  menyebar  dengan  seketika  ke  segenap 


penjuru.  Dan  kasus  Uni  Soviet  adalah  salah 
satu  contoh  yang  valid. 

Di  balik  semua  itu  terdapat  beberapa  hal 
yang  menurut  hemat  saya  merupakan  faktor 
penentu  yang  memproduk  perubahan  politis 
sangat  mendasar  di  Uni  Soviet  khususnya 
dan  di  Eropa  Timur  umumnya.  Hal  tersebut 
juga  memproduk  era  pasca-Perang  Dingin 
seperti  yang  ada  sekarang  ini.  Yang  saya 
maksudkan  adalah  urgensi  pembangunan 
ekonomi  dalam  arti  luas  dan  kian  merebak- 
nya  keraguan  dalam  tubuh  elite  politik  dan 
kaum  intelektual  Uni  Soviet  sendiri  akan  ke- 
mampuan  komunisme  sebagai  suatu  ideologi 
untuk  menyikapi  keseluruhan  persoalan  ma- 
nusia  dan  kemanusiaan  di  masa  datang  yang 
kian  mengglobal.  Mengapa  demikian?  Kare- 
na  dari  sudut  kekuatan  mihter,  di  atas  kertas 
kedua  blok  berada  pada  posisi  seimbang. 
Tetapi  dari  sudut  kekuatan  ekonomi?  Meng- 
gunakan  indikator  atau  rumus  apa  pun  ha- 
silnya  akan  tetap  sama,  bahwa  kehidupan 
ekonomi  rakyat  di  blok  Timur  adalah  jauh 
tertinggal  dibandingkan  rekannya  di  Barat. 

Ketertinggalan  Uni  Soviet  di  bidang  eko- 
nomi menimbulkan  dampak  yang  berdimen- 
si  luas.  Keberhasilan  Partai  Komunis 
(PKUS)  pada  Revolusi  Bolshevik  1917  mem- 
bawa  sejuta  harapan,  bahwa  rakyat  Uni  So- 
viet yang  tengah  memasuki  babak  baru  be- 
nar-benar  optimis  untuk  tidak  lama  lagi 
akan  menikmati  kehidupan  yang  lebih  baik. 
Di  dalam  setiap  sanubari  mereka  bersema- 
yam  suatu  keyakinan  penuh,  bahwa  hanya- 
lah  ideologi  komunis  yang  mampu  mengako- 
modasikan  seluruh  persoalan  kemanusiaan 
di  masa  datang.  Tetapi  apa  lacur,  bahwa 
perjalanan  PKUS  yang  telah  memakan  wak- 
tu  lebih  dari  tujuh  dasawarsa  ternyata  tidak- 
lah  secerah  apa  yang  pernah  diidamkan  73 
tahun  lalu. 
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Konfrontasi  antara  dua  ideologi  --  Sosial- 
isme  Komunis  dan  Kapitalisme  Liberal  -- 
menguras  biaya  yang  sangat  besar.  Stralegi 
pembendungan  (deterrence  strategy)  yang 
diterapkan  AS  di  Eropa  Barat,  Korea  Sela- 
tan,  dan  Vietnam  Utara  (meskipun  yang  ter- 
akhir  ini  tidak  membawa  hasil  sebagaimana 
diharapkan)  ternyata  menguras  anggaran 
yang  tidak  sedikit.  Di  lain  pihak,  upaya  Ko- 
munisme  yang  dimotori  Uni  Soviet  untuk 
meluaskan  pengaruh  sebagai  misal  ke  Viet- 
nam, Afghanistan,  Kuba  dan  beberapa  ne- 
gara  di  kawasan  lainnya  juga  membebani 
Uni  Soviet  dengan  biaya  sangat  besar  yang 
pada  akhirnya  menghambat  pertumbuhan 
ekonomi  Uni  Soviet  sendiri. 

Petualangan  ideologi-politis  tersebut 
yang  untuk  AS  dituntun  oleh  apa  yang  dise- 
but  sebagai  strategi  pembendungan  (deter- 
rence strategy),  dan  bagi  Uni  Soviet  dimoti- 
vasi  oleh  teori  domino  ke  segenap  penjuru 
dunia,  mendorong  kita  mencoba  menarik 
perbandingan  di  antara  kedua  ideologi  ter- 
besar  di  dunia  tersebut.  Hasilnya  tetap  ber- 
muara  pada:  komunisme  Uni  Soviet  hanya 
dapat  bertahan  selama  73  tahun  dan  keja- 
tuhannya  merupakan  kemenangan  yang  sa- 
ngat bermakna  bagi  kapitalisme  dalam  kan- 
cah  perjalanan  ideologi  umat  manusia  kini 
dan  mendatang.  Entah  sampai  kapan. 

PKUS  telah  kehilangan  kekuasaan,  Uni 
Soviet  pun  telah  bubar  menyusul  terjadinya 
pcmisahan  diri  rcpublik-republik  yang  dulu 
mcnjadi  bagian  dari  Uni  Soviet.  Meskipun 
dcmikian,  Icnyapnya  Uni  Soviet  dari  pcntas 
scjarah  antar  bangsa  tidak  bcrarti  bahwa 
pcrtarungan  politik  di  kawasan  itu  luntas 
menjadi  scpi.  Tidak  sama  sckali!  Munculnya 
Rusia  sebagai  satu  satunya  ahli  waris  UniSt> 
viet,  membawa  fcnomcna  tcrscndiri  yang  tcs 
rus  ditciusuri  jcjaknya.  Rusia  dengan  pcndu- 
duk,  pcrscnjataan,  dan  wilayah  tcrbcsar  di 


ex-Uni  Soviet  dan  Pakta  Warsawa  tampil  se- 
bagai sosok  yang  misterius,  paling  tidak  bagi 
AS  dan  sekutunya  di  Eropa. 

Fenomena  Rusia,  Dilema  AS 

Disintegrasi  imperium  Uni  Soviet  dan  bu- 
barnya  Pakta  Warsawa  sesungguhnya  meru- 
pakan produk  samping  dari  revolusi  Gorba- 
chev itu.  Sejarah  tak  dapat  diandaikan.  Te- 
tapi  seandainya  Gorbachev  tidak  muncul  se- 
bagai orang  pertama  di  Uni  Soviet,  maka 
terlalu  sulit  bagi  kita  membayangkan  terjadi- 
nya tragedi  internal  seperti  yang  tampak  se- 
karang  ini.  Sejarah  mengajarkan  kepada  ki- 
ta, bahwa  setiap  langkah  revolusi  senantiasa 
membawa  dampak  yang  bersifat  multidi- 
mensional. Berhasilnya  Revolusi  Bolshevik 
1917  mencengkeram  negara-negara  di  seki- 
tar  Rusia  bergabung  di  bawah  kebesaran  Uni 
Soviet  merupakan  salah  satu  bukti  sejarah 
dari  dahsyatnya  terpaan  gelombang  revolusi 
itu. 

Meskipun  Uni  Soviet  telah  sirna  dari  F>cn- 
tas  politik  dunia  yang  kemudian  perannya 
(walau  dalam  skala  keciO  digantikan  oleh 
Rusia,  tetapi  sepak  terjang  yang  pernah  dila- 
kukannya  masih  segar  dalam  ingatan  kita. 
Sebagai  misal  krisis  Teluk  Babi  dengan  .AS. 
mendukung  Vietnam  Utara  dalam  mclawan 
Vietnam  Selatan  dan  AS.  invasi  kc  .\fghani.v 
tan,  pcrtikaian  pcrbatasan  dengan  Cina  scrta 
berbagai  pcristiwa  di  bclahan  dunia  lainnNTi. 
Dan  dalam  litcraiur  .sejarah.  tragedi  yang 
mcnimpa  Uni  Soviet  patui  dicatat  sebagai 
tragedi  ideologi- politi.s  tcrbcsar  .scpanjang 
abad  kcs20  ini. 

Eksislcnsi  Rusia  --  sebagai  ahli  waris  Uni 
Soviet  -  di  alas  ixrnias  pcrcaturan  politik  an- 
lar  bangsa  nicnipakan  sosok  yang  kian  me- 
narik pcrhatian  para  pcngamat  adalah  kare- 
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na  beberapa  hal. 

Pertama,  sebagai  ahli  waris  Uni  Soviet 
dan  pemilik  aset  militer  terbesar  (lebih  dari 
dua  juta  personil)  yang  didukung  oleh  SDM 
dan  jumlah  penduduk  yang  besar  (sekitar 
148  juta  jiwa)  sesungguhnya  kekuatan  militer 
Rusia  masih  dapat  mengimbangi  kekuatan 
militer  Barat,  khususnya  AS.  Potensi  yang 
dimiliki  Rusia  ini  merupakan  modal  yang  sa- 
ngat  besar  dalam  bargaining  position  meng- 
hadapi  negara-negara  Barat,  khususnya  AS. 

Kedua,  runtuhnya  Uni  Soviet  sebagai  sa- 
lah  satu  super  power  (bidang  militer)  menye- 
babkan  perseteruan  politis  bergeser  ke  arah 
bipolar  dengan  AS  sebagai  aktor  tunggal. 
Kondisi  ini  menimbulkan  berbagai  spekulasi 
akan  munculnya  kekuatan- kekuatan  baru 
yang  menjadi  rival  AS  di  berbagai  front  in- 
ternasional.  Misalnya,  Cina  dinilai  sebagai 
salah  satu  kekuatan  dunia  yang  muncul  pada 
satu  dasawarsa  terakhir.  Atau  Rusia,  yang 
mewarisi  kekayaan  militer  Uni  Soviet.  Pen- 
dapat  yang  bernada  spekulatif  ini  sebetulnya 
hanya  bertumpu  pada  indikator  kekuatan 
angkatan  perang.  Sebaliknya,  jika  ditilik 
dari  sudut  kekuatan  ekonomi  maka  penda- 
pat  tersebut  tampak  kurang  beralasan.  Teta- 
pi,  siapa  dapat  memastikan  arah  kebijakan 
politik  dan  ambisi  suatu  negara  di  tengah  si- 
tuasi  pohtik  dunia  yang  tidak  menentu? 

Ketiga,  kekhawatiran  terhadap  penyalah- 
gunaan  persenjataan  nuklir  ex-Uni  Soviet 
yang  cepat  diantisipasi  oleh  Rusia  dalam  ke- 
rangka  CSI  (Commonwealth  of  Independent 
States)  menyiratkan  suatu  isyarat,  bahwa 
Rusia  memang  yang  paling  pantas  menggan- 
tikan  posisi  Uni  Soviet  dalam  percaturan  po- 
litik global,  atau  setidaknya  di  kawasan 
Eropa  Timur.  Dengan  dibentuknya  CIS  atas 
prakarsa  dan  di  bawah  pimpinan  Rusia  juga 
mengisyaratkan,  bahwa  meskipun  kecil,  cu- 
premasi  Rusia  di  ex-Uni  Soviet  masih  diakui. 


Masalah-masalah  yang  telah  dipaparkan 
di  atas  tidak  hanya  bernuansa  politis  semata, 
melainkan  juga  banyak  faktor  turut  ber- 
cokol  di  dalamnya.  Sebagai  negara-bangsa 
(nation  state)  yang  baru  muncul  di  atas  pen- 
tas  pohtik  dunia  yang  tengah  mengalami  pe- 
rubahan  yang  cukup  mendasar,  Rusia  me- 
mang merupakan  sosok  yang  mengandung 
daya  tarik  yang  luar  biasa  untuk  dicermati. 
Maka  tak  heran,  bila  hingga  kini  soal  Rusia 
menjadi  isu  yang  sangat  menarik  perhatian 
pohtisi  &  pengamat  di  AS. 

Rusia  Baru  vs  Eropa  Baru? 

Fenomena  Rusia  Baru  dapat  dipahami 
dari  dua  sudut  pandang.  Pertama,  sudut 
pandang  internal  Eropa  dalam  arti  bahwa 
Rusia  adalah  satu-satunya  ahli  waris  Uni  So- 
viet yang  memiliki  kekuatan  militer  yang 
masih  merupakan  ancaman  potensial  bagi 
AS  dan  sekutunya  di  Eropa.  Demikian  pula 
sebagai  penyandang  status  of  leader  dalam 
CIS,  Rusia  dapat  saja  menyeret  negara-ne- 
gara anggotanya  ke  dalam  kancah  pertem- 
puran  bila  datang  serangan  dari  luar  yang 
membahayakan  eksistensi  mereka. 

Kedua,   dari  sudut  pandang  eksternal 
khususnya  AS  maka  strategi  pembendungan 
yang  dipatok  oleh  AS  guna  membendung 
arus  pengaruh  komunis  yang  dimotori  oleh 
Uni  Soviet  ke  kawasan  tertentu  di  dunia 
(khususnya  Eropa  Barat)  kini  mengalami  re- 
orientasi  setelah  bubarnya  Uni  Soviet.  Kare- 
na  orientasi  pembendungan  AS  tersebut  lalu 
ditujukan  pada  Rusia,  yang  di  mata  AS  ma- 
sih merupakan  sumber  ancaman  serius  ter- 
hadap kepentingan  AS  di  Eropa.  Amerika 
Serikat  (AS)  tidak  ingin  melihat  Rusia  ber- 
kembang  sebagai  reinkarnasi  Uni  Soviet, 
apalagi  menjadi  saingan  utamanya  di  berba- 
gai front  internasional  kelak. 
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Tindakan  AS  tersebut  sebelulnya  cukup 
beralasan  jika  kita  mengamati  sepak  ter- 
jang  Rusia  dalam  menyikapi  krisis  inter- 
nal yang  terjadi  di  Eropa  Timur  dewasa  ini. 
Sebut  saja  sikap  Rusia  terhadap  krisis  yang 
terjadi  di  Balkan.  Bahkan  yang  lebih  tragis 
lagi  adalah  tindakan  brutal  tentara  Rusia  da- 
lam menumpas  aksi  pejuang  Ched-nya  yang 
memperjuangkan  kemerdekaan.  Dua  kon- 
flik  internal  yang  melibatkan  tanggung  ja- 
wab  Rusia  tersebut  mencerminkan,  bahwa 
sesungguhnya  bukan  hanya  mesin  perang 
yang  diwarisi  Rusia  dari  Uni  Soviet  tetapi 
lebih  dari  itu,  Rusia  juga  mewarisi  brutalis- 
me  yang  dipraktekkan  Uni  Soviet  untuk  me- 
menuhi  tuntutan  ambisinya,  semisal  invasi- 
nya  ke  Afghanistan  yang  memakan  banyak 
korban  penduduk  tak  berdosa. 

Terjadinya  perubahan  yang  cukup  men- 
dasar  itu  pada  tatanan  politik  internasional 
di  negara-negara  Eropa  Timur  dan  muncul- 
nya  Rusia  sebagai  the  leading  power  di  ex- 
Uni  Soviet  telah  melahirkan  suatu  visi  baru 
AS  terhadap  Rusia.  Bahwa  Rusia  yang  ada 
sekarang  ini  bukanlah  Rusia  dulu  yang  sela- 
ma  73  tahun  berada  di  bawah  bayang-ba- 
yang  keperkasaan  Uni  Soviet.  Rusia  yang  se- 
karang adalah  negara  yang  muncul  sebagai 
konsekuensi  politis  dari  keruntuhan  Uni  So- 
viet. Inilah  yang  ingin  saya  sebut  sebagai 
Rusia  Baru. 

Jika  munculnya  Rusia  Baru  mcrupakan 
konsekuensi  politis  dari  bubarnya  Uni  So- 
viet, maka  mcrcbaknya  apa  yang  saya  sebut 
dcngan  Eropa  Baru  dilalarbclakangi  olch  bc- 
bcrapa  hal.  Pvriama,  Eropa  pasca-Pcrang 
Dingin  adalah  Eropa  yang  tcngali  nicnga- 
lami  perubahan  bcrnuansa  politis  di  sana- 
sini.  khususnya  kawasan  cx-Uni  Soviet  dan 
sckitarnya.  Rcunifikasi  dua  .Icrman.  pcmi- 
sahan  diri  Chcko  dcngan  Slovakia,  bubar- 
nya Yugoslavia,  bubarnya  Pakia  Warsawa 


serta  adanya  keinginan  beberapa  negara  ex- 
Pakia  Warsawa  untuk  bergabung  ke  dalam 
NATO  atau  dalam  ME  (European  Com- 
munity) sesungguhnya  menyiraikan  suatu 
kesan,  bahwa  kawasan  Eropa  tengah  lergi- 
ring  pada  suatu  upaya  untuk  melupakan  ma- 
sa  lalu  yang  sarat  dengan  tragedi  yang  tidak 
mengenakkan,  lalu  menyatukan  visi  guna 
menghadapi  berbagai  tantangan  di  masa  da- 
tang  secara  bersama-sama.  Kalaupun  di  an- 
tara  mereka  sendiri  terjadi  pertentangan 
yang  masih  berlangsung  hingga  kini,  ma- 
ka sebetulnya  itu  merupakan  suatu  konse- 
kuensi dari  suatu  perubahan  yang  terjadi 
secara  tiba-tiba. 

Kedua,  bahwa  fenomena  Eropa  Baru  ba- 
gi  AS  menuntun  lahirnya  reformasi  kebi- 
jakan  tertentu  terhadap  kawasan  tersebut. 
Reformasi  itu  dilakukan  mengingat  Eropa 
tengah  mengalami  perubahan  yang  cukup  se- 
rius.  Eropa  yang  dulu  adalah  suatu  kawasan 
di  mana  konfrontasi  setiap  saat  dapat  saja 
meletus  menjadi  perang  terbuka  yang  sangat 
mengerikan.  Sedangkan  bagi  Eropa  yang  se- 
karang tampaknya  hal  itu  sulit  untuk  terja- 
di. Eropa  yang  dulu  terdikotomi  ke  dalam 
dua  blok  raksasa  yang  konfrontatif,  sedang- 
kan Eropa  yang  sekarang  tengah  merintis  ja- 
lan  kooperatif.  Kcnyataan  ini  memaksa  AS 
mengevaluasi  kembali  garis  kebijakan  seraya 
melihat  Eropa,  khususnya  Eropva  Timur  (mi- 
nus Rusia?)  sebagai  suatu  kawasan  yang  bcr- 
potcnsi  untuk  dirangkul  dalam  jalinan  kcrja 
sama  demi  mcngamankan  kcpcntingannya 
di  kawasan  baru  itu. 


SkiMinrio  Kchijuknn  Anicrika  Scrik;i( 

Perubahan  sckccil  apa  pun  yang  tcrjadi 
di  bclahan  bumi  ini  tamj^aknya  (crlalu  vulii 
untuk  lupul  dari  sorolan  AS.  Dcmikian  pula 
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halnya  dengan  konstelasi  politik  yang  tengah 
terjadi  di  kawasan  Eropa.  Terhadap  Eropa 
dalam  arti  luas,  ada  dua  hal  yang  menjadi 
pusat  perhatian  AS.  Pertama,  Eropa  sebagai 
suatu  kesatuan  kawasan  yang  tengah  menga- 
lami  berbagai  perubahan  internal  yang  cu- 
kup  mendasar.  Sebagaimana  telah  dikemu- 
kakan  pada  bagian  awal,  bahwa  Eropa  pas- 
ca-Perang  Dingin  menampilkan  suatu  feno- 
mena  yang  saya  sebut  sebagai  fenomena 
Eropa  Bam.  Kedua,  eksistensi  Rusia  sebagai 
negara  pendatang  baru  yang  menyimpan  se- 
juta  tanda  tanya  bagi  AS. 

Ketidakpastian  pemahaman  AS  terhadap 
Rusia  (Baru)  itu  menyebabkan  AS  sangat 
berhati-hati  dalam  menyikapi  trend  yang  se- 
waktu-waktu  dapat  saja  terjadi  di  kedua  ka- 
wasan tersebut.  Di  mata  AS,  Rusia  adalah 
sosok  yang  sulit  diajak  berbicara.  Sebagai 
misal,  sikap  Rusia  cenderung  menempuh  ja- 
lur  lain  dalam  upaya  mengatasi  krisis  Balkan 
yang  masih  terus  berkecamuk.  Juga  penum- 
pasan  pejuang  Chednya  dinilai  berbagai  ka- 
langan  sebagai  sangat  tidak  berperikemanu- 
siaan  yang  sesungguhnya  merefleksikan  si- 
kap yang  sangat  sulit  ditebak  ke  mana  arah- 
nya. 

Atas  dasar  itu  sebetulnya  AS  masih  ber- 
ada  pada  stadium  meraba-raba  dalam  upa- 
yanya  menyelami  dan  memahami  secara 
mendasar  persoalan-persoalan  yang  terjadi 
di  Eropa  umumnya  dan  Rusia  khususnya. 
Oleh  karena  itu,  konsep  kebijakan  AS  terha- 
dap kedua  kawasan  tersebut  juga  belum  me- 
rupakan  sesuatu  yang  matang  dan  siap  di- 
laksanakan.  Mengapa?  Tidak  lain  karena 
AS  sendiri  sebetulnya  belum  cukup  mema- 
hami substansi  kebijakan  luar  negeri  Rusia 
yang  hingga  kini  masih  bergelut  dengan  per- 
soalan  internal. 

Meskipun  demikian,  ada  baiknya  kita 
mencermati  substansi  kepentingan  AS  terha- 


dap Eropa  (baca:  Eropa  Baru)  yang  sebetul- 
nya masih  tetap  bertumpu  pada  soal  militer 
dan  ekonomi  dan  diklaim  sebagai  kebijakan 
utama  AS  terhadap  Eropa  pasca-Perang 
Dingin.  Yaitu,  pertama,  mempertahankan 
kedudukan  NATO  sebagai  forum  konsultasi 
dan  sekaligus  sarana  eksklusif  antar  anggota 
guna  mengorganisasikan  kemampuan 
NATO  mempertahankan  teritorialnya  dari 
setiap  ancaman  yang  datang  dari  luar. 
Kedua,  memperkuat  Eropa  (terutama  ang- 
gota NATO)  untuk  dapat  bereaksi  di  luar  wi- 
layahnya,  jika  hal  itu  dianggap  perlu  baik 
bersama-sama  dengan  AS  maupun  sendiri. 

Jika  kita  melihat  relevansi  antara  kebi- 
jakan AS  tersebut  dengan  situasi  internal. 
Eropa  dewasa  ini,  maka  akan  tampak  bahwa 
AS  tengah  bferupaya  ~  meskipun  masih  ber- 
sifat  tarik  ulur  ~  menyusupkan  kebijakan- 
nya  menyikapi  krisis  yang  tengah  terjadi  di 
kawasan  Balkan.  Betapa  tidak.  Dalam  krisis 
tersebut  AS  lebih  banyak  berbicara  ketim- 
bang  bertindak  langsung  menyelesaikan  per- 
soalan  yang  menjurus  pada  ethnic  cleansing. 
Hal  ini  menandakan,  bahwa  AS  tengah 
memberikan  kepercayaan  yang  lebih  besar 
kepada  sekutunya  dalam  NATO  untuk  me- 
nyelesaikan krisis  tersebut  secepat  mungkin. 
AS  dimotivasi  oleh  keinginannya  untuk  se^ 
gera  melihat  Eropa  mampu  mengatasi  sen- 
diri setiap  konflik  yang  muncul  di  wilayah- 
nya.  Dalam  hal  ini  tampak  jelas,  bahwa  se- 
betulnya telah  terjadi  perubahan  visi  AS  ter- 
hadap Eropa  yang  ditandai  oleh  dua  peris- 
tiwa  penting.  Pertama,  penarikan  sebagian 
pasukan  AS  dari  daratan  Eropa  sebagai  ja- 
waban  atas  mundurnya  Uni  Soviet  dari  Ero- 
pa Timur.  Meskipun  demikian  bibit  bakal 
terjadinya  perubahan  visi  itu  telah  terjadi  se- 
jak  tahun  1987,  ketika  AS  menarik  sebagian 
rudal  jarak  sedangnya  dari  daratan  Eropa. 
Reaksi  AS  ini  ditanggapi  seCara  serius  oleh 
sekutunya  dalam  NATO.  Sebab  tidak  ada 
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alternatif  lain,  selain  Eropa  harus  mampu 
membangun  kekuatan  bersenjata  yang 
dapat  menangkal  setiap  ancaman  yang  mem- 
bahayakan  eksistensi  mereka  di  kemudian 
hari  tanpa  harus  terus-menerus  berlindung 
di  bawah  ketiak  AS.  Kedua,  penarikan  se- 
luruh  pasukan  Uni  Soviet  dari  Eropa  Timur 
yang  disusul  kemudian  dengan  bubarnya 
Pakta  Warsawa. 

Bagaimanapun  AS  sama  sekali  tidak 
menginginkan  perannya  di  daratan  Eropa 
lantas  kehilangan  makna,  karenanya  AS  te- 
tap  akan  mempertahankan  posisinya  sebagai 
saJah  satu  kekuatan  yang  harus  diperhitung- 
kan  dalam  kancah  perpolitikan  Eropa  di  ma- 
sa  datang.  Strategi  ini  ditempuh  juga  karena 
AS  sendiri  tidak  ingin  melihat  Eropa  berba- 
iik  menjadi  seterunya  di  kemudian  hari. 
Oleh  sebab  itu,  AS  tetap  menjadikan  Eropa 
sebagai  mitra  terdekatnya  dengan  terus 
menggalakkan  kerja  sama  dalam  rangka 
'GATT/WTO,  Komisi  Eropa,  dan  soal  ke- 
amanan  lingkup  kawasan  Euro-Atlantik. 

Komitmen  AS  untuk  terus  memainkan 
peran  politik-strategis  yang  cukup  mendasar 
di  Eropa  sebetulnya  juga  didukung  oleh  ne- 
gara  sekutu  Barat  lainnya,  semisal  Perancis 
seperti  dikemukakan  oleh  Mitterand  (sewak- 
tu  masih  menjabat  Presiden)  dengan  menga- 
lakan:  "We  don't  want  to  see  American 
troop  leave,  hut  who  knows  what  decision 
will  be  made  because  of  economic  difficul- 
ties facing  by  the  American  leadership?" 

Amerika  Scrikat  sadar  scpcnuhnya,  bah- 
wa  kchadiran  militcrnya  di  Eropa  mcnycdot 
biaya  yang  sangat  bcsar.  Sebagai  ilusira.si, 
guna  mclindungi  Eropa  dan  Allanlik  Ulara 
dari  kcmungkinan  scrangan  Uni  Soviet  dan 
sckutunya.  AS  mcngcluarkan  anggaran  .scb<> 
sar  US$150  miliar  scfahun  aiau  liga  kali  le^ 
bih  bcsar  daripada  anggaran  yang  dikcluar- 


kan  untuk  Jepang  dan  Korsel  bagi  tujuan 
yang  sama. 

Kehadiran  militer  AS  secara  langsung  di 
Eropa  Barat  secara  ekonomis-politis  mem- 
beri  manfaat  yang  besar  kepada  negara- 
negara  di  kawasan  itu.  Karena  dengan  demi- 
kian  konsentrasi  mereka  sebagian  besar  le- 
bih  ditujukan  pada  usaha-usaha  pemba- 
ngunan  ekonomi  semata  keiimbang  usaha 
peningkatan  anggaran  belanja  militer  guna 
melindungi  diri  dari  ancaman  luar.  Lantas 
timbul  pertanyaan:  Masih  relevankah  kebi- 
jakan  AS  yang  demikian  itu  diiinjau  dari 
konstelasi  politik  yang  cukup  mendasar  di 
kawasan  Eropa  dewasa  ini?  Pertanyaan  ini 
semakin  menarik  dalam  rangka  meneropong 
garis  kebijakan  politik  AS  terhadap  Eropa 
pada  era  pasca-Perang  Dingin  ini.  Mengapa? 

Pertama,   mundurnya  Uni  Soviet  dari 
Eropa  Timur  juga  ditanggapi  sangat  serius 
oleh  AS  dengan  segera  mengurangi  sebagian 
pasukannya  di  Eropa  Barat.  Kebijakan  ini 
mencerminkan  respon  politik  AS  terhadap 
kebijakan  Uni  Soviet  tersebut.  Kedua.  bu- 
barnya Pakta  Warsawa  pada  paruh  kedua 
dekade  1980-an  menyiratkan  suatu  skenario 
yang  tidak  meragukan  lagi,  bahwa  ikatan 
kerja  sama  militer  antar  negara  anggotanya 
segera  akan  berakhir  atau  minimal  mcnga- 
lami  reorientasi  visi  terhadap  lingkungan  .<ks 
kitarnya.  Uni  Soviet  menyadari  bahwa  kon- 
frontasi  militer  yang  menjadi  pilihan  poliiik- 
nya  telah  kehilangan  jusiifikasi.  Maka,  k<s 
putusan  mcmbubarkan  Pakia  Warsawa  d»- 
nilai  sebagai  lindakan  yanp  sangat  pantas. 
Ki'tiKa,  adanya  kcinginan  bcbcrapa  ncpara 
cx-Pakta  Warsawa  untuk  bcrgahimg  kc  da- 
lam NATO.  Hila  hal  ini  bcnar-lx-nar  Icrjadi. 
icnuinya  AS  bcscrfa  sekutu  Harat-nya  akan 
nicmpcrolch  manfaat.  Schaliknya.  ini  mcru- 
pakan  sualu  (amparan  yang  sangat  dahsyat 
bagi  Ku.sia.  Karena  Kusia  sebagai  ahli  wans 
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satu-satunya  Uni  Soviet  menginginkan  dua 
hal:  (1)  Rusia  menginginkan  bekas  rekannya 
di  dalam  Pakta  Warsawa  berperan  sebagai 
elemen  kunci  dalam  mendukung  manuver 
politik  Rusia  di  kemudian  hari;  (2)  besarnya 
ambisi  Rusia  untuk  memainkan  peran  yang 
dominan,  paling  tidak  di  kawasan  Eropa. 
Oleh  karena  itu,  Rusia  tidak  ingin  negara- 
negara  yang  pernah  menjadi  mitranya  di  da- 
lam Pakta  Warsawa  berbalik  menjadi  seteru 
baginya. 

Ketiga  skenario  di  atas  bagi  AS  maupun 
Rusia  merupakan  peristiwa  yang  dilematis. 
Sulit  diprediksi  ke  mana  arahnya  dan  di 
mana  ia  akan  bermuara.  Berbagai  ketidak- 
pastian  tersebut  menyebabkan  AS  melihat 
Rusia  sebagai  sosok  yang  teramat  sulit  di- 
pahami. 

Karena  AS  melihat  Rusia  sebagai  ancam- 
an  potensial,  maka  dengan  sendirinya  garis 
kebijakan  AS  terhadap  Eropa  ex-Uni  Soviet 
sebetulnya  tidak  mengalami  perubahan  yang 
cukup  mendasar.  Garis  kebijakan  AS  ini 
tampak  pada  sasaran  yang  ingin  dicapai  AS 
di  Eropa  yakni: 

(1)  Mencegah  timbulnya  ancaman  langsung 
terhadap  kepentingan  AS; 

(2)  Menjamin  keamanan  dan  ketertiban  di 
kawasan  Euro-Atlantik; 

(3)  Mempertahankan  dan  memperkuat  ke- 
mitraan  AS  dengan  sekutunya  di  Eropa 
dalam  mengantisipasi  problem  yang  ba- 
kal  muncul  di  luar  Eropa; 

(4)  Mempertahankan  pengaruh  AS  guna 
membentuk  kebijakan  nasional  dan  mul- 
tinasional  Eropa  sebagai  cara  untuk  me- 
ningkatkan  kepentingan  ekonomi  dan 
politik  global  AS; 

(5)  Mengurangi  beban  AS  dalam  melakukan 
burden  sharing  dengan  mitra  Eropa. 


Dari  kelima  garis  kebijakan  AS  tersebut 
tampak  jelas,  bahwa  AS  sebetulnya  tengah 
berupaya  meraup  keuntungan  ganda  sekali- 
gus  dari  peristiwa  ini.  Pertama,  AS  meng- 
inginkan agar  beban  militernya  yang  menye- 
dot  dana  sangat  besar  dapat  sedikit  berku- 
rang  dengan  melibatkan  mitranya  di  Eropa 
sebagai  penyandang  dana.  Kedua,  AS  mere- 
kayasa  suatu  skenario,  bahwa  eksistensi  Ru- 
sia adalah  saatu  ancaman  serius  bagi  ke- 
amanan Eropa  Barat.  Oleh  karena  itu,  AS 
mengusulkan  konsep  strategis  melalui  pe- 
nguatan  jalinan  kerja  sama  (militer)  dengan 
mitranya  di  Eropa  dan  penguatan  struktur 
militer  di  dalam  masyarakat  Eropa  sendiri 
guna  melindungi  diri  dari  ancaman  Rusia. 
Kedua  hal  ini  menyiratkan,  bahwa  strategi 
pembendungan  (deterrence  strategy)  AS  ti- 
dak mengalami  perubahan  mendasar  melain- 
kan  hanya  mengalami  sedikit  reorientasi  de- 
ngan Rusia  sebagai  sasarannya. 

Skenario  akan  bahaya  Rusia  itulah  yang 
kemudian  menuntun  AS  mengusulkan  suatu 
struktur  pertahanan  baru  yang  disebut  EDI 
(European  Defense  Identity)  suatu  pola  per- 
tahanan untuk  mempertahankan  Eropa  dari 
setiap  ancaman  yang  datang  dari  luar.  Be- 
gitu  pentingnya  EDI  ini  sehingga  ia  menjadi 
bagian  dari  elemen  kebijakan  AS  guna 
mengantisipasi  segala  kemungkinan  yang  ba- 
kal  terjadi  di  kemudian  hari.  Elemen  terse- 
but adalah: 

(1)  Terus  mendukung  EDI; 

(2)  Membentuk  dan  mengembangkan  Euro- 
corps'  yang  bekerja  sama  dengan  NATO 
dan  mendukung  kepentingan  AS; 

(3)  Menyesuaikan  NATO  agar  dapat  me- 
rangkul  EDI  dan  membangun  ikatan  an- 
tara  EDI  dan  NATO; 

(4)  Mengidentifikasi  peran  NATO  dan  EDI, 
meskipun  menghindari  pembentukan  ke- 
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tentuan  (kriteria)  secara  formal  atau  me- 
ngikat; 

(5)  Mempertahankan  keharmonisan  keang- 
gotaan  antara  NATO  dan  EDI,  dan  me- 
nerima  apabila  EDI  dapat  menjadi  pa- 
sukan  pertahanan  masyarakat  Eropa 
(defence  arm  of  European  Community). 

Rusia  Baru  Mencari  Jati  Diri 

Munculnya  Rusia  dari  puing-puing  ke- 
hancuran  Uni  Soviet  membawa  warna  baru 
pada  peta  perpolitikan  Eropa  khususnya  dan 
dunia  umumnya.  Rusia  yang  selama  73  ta- 
hun  berada  di  bawah  bayang-bayang  keper- 
kasaan  Uni  Soviet  tergolong  pendatang  baru 
di  atas  pentas  pergaulan  antar  bangsa  pada 
penghujung  abad  ke-20  ini.  Momentum 
pasca-Perang  Dingin  melahirkan  paling  ti- 
dak  18  negara  baru,  suatu  peristiwa  yang 
langka  tCijaJi.  Kemunculan  negara-negara 
baru  itu  tentunya  kian  menyemarakkan  per- 
gaulan antar  bangsa  di  arena  internasional. 
bagi  Rusia  --  dan  tentunya  juga  negara-ne- 
gara baru  lainnya  -  momentum  tersebut 
membawa  konsekuensi  tersendiri,  yaitu  ba- 
gaimana  mengaktualkan  diri  di  tengah- 
lengah  negara-hangsa  (nation-state)  lainnya. 
Atau  dalam  bahasa  politik:  mencari  jatidiri. 

Kata  ini  memang  paling  pantas  dikemu- 
kakan  dalam  hubungannya  dcngan  eksisten- 
si  Rusia  scbagai  ahli  waris  Uni  Soviet  karcna 
didasarkan  pada  be  be  ra  pa  ha  I.  Pert  a  ma,  ka- 
pasitas  Rusia  scbagai  satu-salunya  ahli  waris 
Uni  Soviet  (mcmiliki  hak  veto  di  PBB,  kc- 
kuatan  militcr  Icrbcsar  di  Eropa).  Kedua,  lo- 
fak  gcografis  (scluas  sckilar  17  juta  km^  alau 
76%  dari  scluruh  wilayah  cx-Uni  Soviet) 
yang  mcmanjang  dari  daratan  Eropa  hingga 
Asia  mcnjadikan  Rusin  scbagai  salah  salu 
knwasan  yang  cukup  slratcgis.  Kctiga,  cksis- 


tensi  Rusia  sebagai  pendatang  baru  yang  di- 
kelilingi  oleh  negara-negara  yang  baru  pula, 
menunlut  Rusia  untuk  dapat  berpcran  lebih 
besar  dalam  menjaga  keutuhan  visi  di  aniara 
negara-negara  di  kawasan. 

Momentum  pasca-Perang  Dingin  selain 
memunculkan  Rusia  sebagai  pelaku  di  atas 
pentas  pergaulan  antar  bangsa,  juga  mem- 
perhadapkan  Rusia  dengan  suatu  situasi  po- 
litik dan  keamanan  baru  (a  new  security  and 
political  situation).  Untuk  itu  Rusia  harus 
mampu: 

(1)  Memformulasikan  kepentingannya  di 
lingkungan  negara-negara  anggota  cx- 
Uni  Soviet  (near  abroad).  Fenomena 
near  abroad  ini  harus  ditangani  secara 
hati-hati,  mengingat  lebih  dari  20  juta 
orang  Rusia  bermukim  di  negara-negara 
tersebut; 

(2)  Memformulasikan  kepentingan  dan  ke- 
bijakannya  di  luar  batas-batas  ex-Uni 
Soviet  dan  terhadap  kekuatan-kekuatan 
besar  (key  power)  di  Eropa,  Asia,  dan 
AS; 

(3)  Prioritas  politik  Rusia  harus  ditekankan 
pada  bidang  geografi,  hisioris,  ekonomi, 
dan  kebijakan-kebijakan  domestik  de- 
ngan mencari  aksentuasi  yang  disesuai- 
kan  dengan  situasi  dan  porkcmbancan 
masa  kini. 

Rusia  tampaknya  memang  sangat  bcrha- 
(i-hati  membawa  diri  dalam  kancah  pergaul* 
an  aniar  bangsa  baik  dalam  lingkungan  sub- 
regional,  regional  maupun  internasional  g\h 
na  mcngamankan  kci>cntinpannya  di  ma.^ 
dalang.  Dalam  lingkup  sulvrcgional  Rusia 
dituniul  untuk  (crus  mciviaga  dan  memper- 
tahankan kerja  sama  bcrdasarkan  Nood 
relation  dengan  negara-negara  anggoia  CfS 
lainnya,  dalam  lingkup  regional  menjaga  hu- 
hungan  baik  dengan  negara-negara  Eropa, 


FENOMENA  RUSJA  DAN  SKENARIO  KEBIJAKAN  AS 


405 


NATO,  dan  negara-negara  Asia  Pasifik  lain- 
nya.  Sedangkan  dalam  lingkup  internasional 
menjaga  serta  memelihara  stabilitas  dan 
keamanan  internasional. 

Ketiga  spektnim  kepentingan  Rusia  ter- 
sebut  secara  lebih  jelas  dituangkan  dalam 
kerangka  kebijakan  keamanan  Rusia  (Rus- 
sia's security  policy  framework)  sebagai  be- 
rikut: 

(1)  Mengembangkan  hubungan  aliansi  de- 
ngan  negara-negara  CIS  lainnya; 

(2)  Meningkatkan  proses  integrasi  secara 
militer  dalam  kerangka  CIS  dan  menja- 
min  status  of  leader  Rusia  dalam  sistem 
keamanan  CIS; 

(3)  Mengembangkan  hubungan  pertetanggar 
an  yang  baik  dengan  negara-negara  di 
kawasan  Aspas  (Asia  Pasifik)  dan  men- 
jamin  keamanan  dan  stabilitas  di  perba- 
tasah  timur  Rusia; 

(4)  Mengembangkan  kemitraan  dengan  AS 
dan  negara-negara  Barat  lainnya,  ber- 
sama-sama  mewujudkan  joint  respon- 
sibility  dengan  negara-negara  tersebut 
dalam  upaya  menata  soal  keamanan 
Eropa  dan  Dunia. 

Kalau  kita  cermati  perkembangan  di  da- 
lam negeri  Rusia  dan  alur  pikir  para  pengam- 
bil  kebijakan  sejak  kemunculannya,  maka 
ada  satu  hal  yang  tampak  mencolok  yakni: 
konsentrasi  pertama-tama  ditujukan  pada 
soal  security  Rusia.  Mengapa?  Bukankah 
Uni  Soviet  bubar  justru  bukan  karena  kele- 
mahan  Angkatan  Bersenjatanya,  melainkan 
adalah  karena  soal  ekonomi?  Tidakkah  Ru- 
sia belajar  dari  tragedi  yang  menimpa  Uni 
Soviet  itu?  Pertanyaan-pertanyaan  tersebut 
cukup  menggelitik,  terutama  jika  diperha- 
dapkan  dengan  masalah-ma^alah  internal 
yang  tengah  dihadapi  Rusia:  inflasi  yang  sa- 
ngat  tinggi  dan  setumpuk  masalah  ekonomi 
lainnya. 


Pada  bagian  terdahulu  telah  dikemuka- 
kan,  bahwa  kemunculan  Rusia  langsung  di- 
perhadapkan  dengan  soal  politik  dan  ke- 
amanan baru.  Fenomena  ini  bagi  Rusia  ha- 
ms dapat  diantisipasi  dengan  segera  guna 
menjamin  keamanan  lingkungannya  dan  po- 
sisi  dominannya  dalam  struktur  keamanan 
internasional  baru  (the  new  international 
security  structure)  yang  pemah  disandang 
oleh  Uni  Soviet  sebagai  salah  satu  super 
power  dunia.  Ambisi  Rusia  inilah  yang  ke- 
mudian  dituangkan  secara  lebih  detil  dalam 
apa  yang  disebut  dengan  Russia's  Security 
Policy  Framework. 

Eksistensi  kebijakan  Rusia  itu  sesung- 
guhnya  dipicu  oleh  adanya  perasaan  khawa- 
tir  terhadap  ancaman  dari  luar  dalam  wu- 
jud: 

(1)  Kian  meluasnya  blok  dan  ahansi  militer 
(khususnya  NATO)  yang  dapat  memba- 
hayakan  kepentingan  keamanan  Rusia 
(dikutip  dari:  Russia's  Fundamental 
Principles'  of  Military  Doctrine).  Hal  ini 
terjadi  karena  hingga  kini  NATO  masih 
tetap  exist  ditambah  lagi  dengan  adanya 
keinginan  beberapa  negara  ex-Pakta 
Warsawa  bergabung  ke  dalam  NATO; 

(2)  Komplikasi  situasi  dan  politik  internal 
Rusia  serta  sesama  negara-negara  ang- 
gota  CIS.  Misalnya  konflik  etnis  di  se- 
panjang  perbatasan.sungai  Dueeste  Mol- 
dova, Abkhaziya,  Georgia,  dan  Nakho- 
dka Azerbaijan.  Api  konflik  tersebut 
dapat  saja  merembet  ke  wilayah  Rusia, 
soal  Chednya,  dan  soal  nuklir  dengan 
Ukrainia; 

(3)  Infiltrasi  kekuatan  luar  ke  dalam  CIS 
terutama  radical  Islamic  forces  Asia  Te- 
ngah dan  Turki  (Russia's  old  enemy)  ke 
Caucasia; 

(4)  Tuntutan  other  countries  terhadap  teri- 
tori  Rusia  (dikutip  dari:  Fundamental 
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Principles  of  Military  Doctrine).  Misal- 
nya  masalah  empat  northern  territory  de- 
ngan  Jepang,  dengan  Estonia,  dan  Lat- 
via. 

Sebagai  tindak  lanjut  dari  Russia's  Se- 
curity Policy  Framework  tersebut,  maka  di- 
bentuklah  The  Collective  Security  Treaty 
1992  yang  semula  beranggotakan  Rusia,  Ka- 
zakhstan, Tajikistan,  Uzbekistan,  Kirghiz- 
tan,  Armenia  lalu  disiusul  berturut-turut  oleh 
Belarus,  Georgia,  dan  Azerbaijan.  Treaty  ini 
memuat  dua  hal  yang  sangat  mendasar: 

(\)  If  one  treaty  nation  is  subject  to  inva- 
sion, it  means  all  treaty  nations  is  subject 
to  invasion; 

(2)  When  a  treaty  nation  is  subject  to  inva- 
sion Russia  can  use  its  strategic  nuclear 
forces  to  stop  aggression  act  in  accord- 
ance with  its  own  military  doctrine. 

Kemudian  pada  tahun  1993  dibentuklah 
The  Field  of  Common  Air  and  Common 
Border  Defense  di  mana  Rusia  membentuk 
tiga  komando  pertahanan  ud^ra.  (air  defense 
commands)  yang  meliputi  Western  Com- 
mand yang  bertanggung  jawab  atas  kawasan 
selatan  Rusia,  Ukraina,  dan  Belarus;  ^a^/er/; 
Commands  bertanggung  jawab  terhadap  ka- 
wasan selatan  Rusia  dan  lima  negara  Asia 
Tengah  lainnya;  sedangkan  Caucasian  Com- 
monds  bertanggung  jawab  terhadap  wilayah 
Kaukasia  Rusia,  Armedia,  Georgia,  dan 
Azerbaijan. 

Pada  tahun  yang  sama,  tcpatnya  bulan 
Agustus  1993  Rusia  juga  mcnandafangniii 
Pcrjanjian  Pcngawalan  Pcrbatasan  Hcrsaina 
(safeguarding  external  border)  dengan  Kirg- 
hi/tan,  Uzbek hislan,  Turkmenistan,  Tajikis- 
tan, Armedia,  dan  Georgia. 

Dari  bcrbagai  pcrjanjian  yang  rclah  di- 
bcntuk  Rusia  dengan  negara- negara  Ictang 


ganya  tersebut  tampak,  bahwa  dalam  proses 
mencari  jati  dirinya,  Rusia  mengawalinya  ke 
dalam  suatu  jalinan  kerja  sama  sebagai  upa- 
ya  Rusia  untuk  membendung  segala  ancam- 
an  yang  menjadi  kekhawatiran  Rusia  di  awal 
kemunculannya.  Tampaknya  Rusia  berupa- 
ya  memanfaatkan  near  abroad-nydi.  sebagai 
tameng  menghadapi  setiap  ancaman  dari 
luar. 

Konklusi 

-  Rusia  sebagai  ahli  waris  Uni  Soviet  memi- 
liki  komitmen  yang  kuat  untuk  menjadi 
salah  satu  kekuatan  utama  di  dunia.  Da- 
lam rentang  waktu  kemunculannya  ada 
beberapa  manuver  yang  merefleksikan  ko- 
mitmen itu,  seperti  pembentukan  The  Col- 
lective Security  Treaty  1992.  disusul  de- 
ngan pembentukan  The  Field  of  Common 
Air  and  Common  Border  Defense  1993. 
Strategi  ini  sebetulnya  merupakan  salah 
satu  refleksi  dari  kekhawatiran  Rusia  akan 
bahaya  yang  mengancam  eksistensinya  ke- 
lak; 

-  Amerika  Serikat  demi  mengamankan  ke- 
pentingannya  di  Eropa  merekayasa  suatu 
skenario,  bahwa  Rusia  adalah  sumbcr  ba- 
haya yang  potensial  bagi  eksistensi  negara- 
negara  di  kawasan  tersebut; 

-  strategi  pcmbcndungvin  (deterrence  strate- 
gy) yang  dahulu  ditujukan  pada  Uni  Soviet 
kini  kcmbali  ditujukan  pada  Rusia.  De- 
ngan dcmikian,  kebijakan  AS  terhadap  ne- 
gara-negara  cx-Uni  Soviet  tidak  mcaga- 
iami  pcrubahan  yang  mendasar; 

-  suhu  policik  Eropa  tampaknya  akan  Ichih 
banyak  dilcntukan  olch  mannvcr  AS  di  ka- 
wasan itu.  Scmakin  pcncar  AS  mcnvaisup' 
kan  pcnganiMnya  (tcnitama  yang  hcrsing- 
gungan  langsung  dengan  soal  militer)  akan 
scmakin  bcsar  pula  kekhawatiran  Ruvia. 


FENOMENA  RUSIA  DAN  SKENARIO  KEBIJAKAN  AS 
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Bila  hal  ini  sampai  terjadi,  maka  bukan 
tidak  mungkin  Eropa  akan  menjadi  ajang 
konfrontasi  antar  berbagai  kepentingan; 

di  masa  datang  kawasan  Eropa  Timur 
akan  menjadi  arena  perebutan  kepenting- 
an antara  tiga  kekuatan  besar:  Eropa  Ba- 
rat,  Amerika  Serikat,  dan  Rusia.  Hal  ini 
berarti  bahwa  sulit  untuk  melihat  Eropa 
sepi  dari  perebutan  pengaruh. 
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